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Pembaca yang Terhormat,

Selamat datang di edisi Indo-Pacific Defense FORUM tentang 
transformasi pertahanan.

Amerika Serikat, dan sekutu serta mitranya telah 
memberikan penekanan khusus pada kemajuan teknologi untuk 
mentransformasi cara angkatan bersenjata terlibat dalam operasi 
masa damai, resolusi konflik, dan peperangan. 

Teknologi memperkuat militer. Modernisasi kekuatan yang cepat 
menawarkan kemampuan yang berdampak besar dan signifikan 
di seluruh ruang pertempuran, termasuk penggunaan kecerdasan 
buatan, kendaraan tanpa awak, dan peningkatan pertahanan siber. 
Sebuah artikel staf FORUM membuka edisi ini dengan menyoroti 
upaya regional untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, dari 
seruan Jepang untuk meningkatkan dan memproduksi massal rudal 
canggih hingga rencana untuk mengembangkan armada kapal selam 
bertenaga nuklir generasi mendatang yang dipersenjatai secara 
konvensional melalui kemitraan keamanan Australia, Britania Raya, 
dan A.S. 

Belanja pertahanan di Indo-Pasifik dan di seluruh dunia telah 
mengalami rekor peningkatan sebab anggaran diselaraskan kembali 
untuk menghadapi era persaingan strategis ini. Rekor belanja 
pertahanan oleh Partai Komunis Tiongkok adalah bagian dari 
rencana Sekretaris Jenderal Xi Jinping untuk mengubah Tentara 
Pembebasan Rakyat (PLA) menjadi kekuatan kelas dunia per tahun 
2049. Artikel staf lain mengkaji implikasi dari aspirasi PLA dan 
urgensi yang telah diadopsi pasukan pertahanan regional lainnya 
untuk mengimbanginya. 

Produk commercial off-the-shelf (COTS) memberikan 
kesempatan bagi militer untuk bertransformasi melalui teknologi 
murah yang tersedia untuk umum dan mudah diakses. Ukraina, 
misalnya, telah menggunakan perangkat COTS seperti drone udara 
untuk melacak tank Rusia yang menyerang. Meski penggunaan 
perangkat COTS bukanlah hal baru, ketersediaannya yang 
meningkat memperkuat pasukan yang tadinya tak berimbang di 
ruang pertempuran.  

Militer juga beralih ke energi berkelanjutan untuk meningkatkan 
kemampuan dan menambah kesiapan. Singapura berada di garis 
depan upaya tersebut dengan rencana untuk mengganti armada 
kendaraan administratif militer dengan kendaraan listrik per tahun 
2030. Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) juga bermitra dengan 
lembaga pemerintah lainnya untuk menghasilkan energi dengan 
biogas yang dihasilkan dari limbah pangan. Ini adalah salah satu 
inisiatif yang sedang dijajaki oleh SAF dan militer regional lainnya 
untuk memodernisasi operasi dan secara bersamaan memitigasi 
perubahan iklim.

Kami berharap artikel-artikel ini akan mendorong pembicaraan 
regional tentang pentingnya transformasi pertahanan. Kami 
menyambut baik komentar Anda. Silakan hubungi staf FORUM di 
ipdf@ipdefenseforum.com untuk menyampaikan pendapat Anda.

Salam,
Staf FORUM
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SELURUH KAWASANIPDF

AUSTRALIA AKAN 
TINGKATKAN 
PERTAHANAN 
DENGAN 
PEMBELIAN 
SISTEM CANGGIH

Pemimpin Jepang Ikrarkan 
Aliansi Pertahanan Lebih 
Mendalam dengan A.S.

PASUKAN A.S. 
Perluas Unit Ruang Angkasa 
DI KOREA SELATAN

Vanuatu dan Australia Tanda Tangani Perjanjian Keamanan 

Australia akan meningkatkan kemampuan pertahanannya dengan 
membelanjakan lebih dari 10,4 triliun rupiah (700 juta dolar A.S.) untuk 
sistem rudal dan roket canggih, termasuk High Mobility Artillery Rocket 

System (HIMARS) buatan Amerika Serikat, yang terbukti sangat penting dalam 
memungkinkan pasukan Ukraina menyerang target utama Rusia.

Pemerintah Australia mengatakan pada Januari 2023 bahwa HIMARS akan 
mencakup peluncur, rudal, dan roket latih, dan akan dikerahkan pada tahun 
2026. Jangkauan sistem sepanjang 300 kilometer diperkirakan akan meningkat 
dengan kemajuan teknologi.

Canberra mengatakan pihaknya juga menandatangani kontrak dengan 
Kongsberg yang berbasis di Norwegia untuk membeli Rudal Serang Angkatan 
Laut untuk kapal perusak dan fregat, yang akan menggantikan rudal antikapal 
Harpoon mulai tahun 2024.

Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, yang juga merupakan wakil 
perdana menteri, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “Rudal Serang 
Angkatan Laut dan peluncur HIMARS akan memberi Pasukan Pertahanan kami 
kemampuan untuk menangkal konflik dan melindungi kepentingan kami.”

Australia dan A.S. menjadi makin prihatin dengan meningkatnya keangkuhan 
Republik Rakyat Tiongkok di Pasifik. Kekhawatiran itu meningkat setelah Beijing 
menandatangani pakta keamanan pada tahun 2022 dengan Kepulauan Solomon.

Departemen Luar Negeri A.S. pada tahun 2022 menyetujui potensi penjualan 
20 HIMARS dan peralatan terkait ke Australia dengan perkiraan biaya 5,7 triliun 
rupiah (385 juta dolar A.S.).

“Usulan penjualan ini akan mendukung kebijakan luar negeri dan tujuan 
keamanan nasional Amerika Serikat,” kata Departemen Pertahanan A.S. pada 
saat itu. “Australia adalah salah satu sekutu terpenting kami di Pasifik Barat. 
Lokasi strategis kekuatan politik dan ekonomi ini berkontribusi secara signifikan 
untuk memastikan perdamaian dan stabilitas ekonomi di kawasan ini.”  
The Associated Press

Pasukan A.S. di Korea meluncurkan unit pasukan ruang 
angkasa baru pada Desember 2022 ketika sekutu Korea 
Selatan dan Amerika Serikat meningkatkan upaya untuk 
melawan ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang terus 
berkembang.

Pasukan Ruang Angkasa A.S. di Korea adalah komponen 
luar negeri dari Angkatan Ruang Angkasa A.S. dan 
bertugas mendeteksi dan melacak rudal yang masuk, serta 
memperkuat kemampuan ruang angkasa militer secara 
keseluruhan.

Komandan Pasukan A.S. di Korea Jenderal Paul 
LaCamera mengatakan unit itu akan meningkatkan 
kemampuan A.S. untuk memastikan perdamaian dan 
keamanan di Semenanjung Korea dan di Asia Timur Laut.

“Militer A.S. lebih cepat, lebih terhubung, lebih 
terinformasi, tepat, dan legal berkat ruang angkasa,” kata 
LaCamera dalam sebuah upacara di Pangkalan Udara Osan 
di Korea Selatan.

Seoul dan Washington meningkatkan kerja sama 
keamanan untuk menangkal Korea Utara, yang melakukan 
rekor jumlah peluncuran rudal pada tahun 2022, termasuk 
rudal balistik antarbenua yang mampu mencapai daratan A.S.

Angkatan Udara Korea Selatan juga membentuk unit 
ruang angkasa pada Desember 2022 untuk meningkatkan 
kekuatan ruang angkasa dan kemampuan operasionalnya 
dengan Angkatan Ruang Angkasa A.S.

Para pejabat A.S. telah menyatakan keprihatinan atas 
meningkatnya aktivitas keamanan di ruang angkasa, 
termasuk pengembangan senjata hipersonik Republik 
Rakyat Tiongkok dan uji coba teknologi antisatelit Rusia 
pada tahun 2021.

Sekitar 28.500 tentara A.S. ditempatkan di Korea 
Selatan di bawah perjanjian pertahanan bersama yang 
terjalin setelah Perang Korea 1950-53 berakhir dengan 
gencatan senjata.

 Komando Indo-Pasifik A.S. dan Komando Pusat A.S. 
mendirikan unit ruang angkasa pada November 2022 di 
Hawaii dan Florida.  Reuters

Vanuatu menandatangani perjanjian keamanan 
yang luas dengan Australia pada Desember 2022 
dan mengatakan pihaknya belum membahas 
pengaturan serupa atau masalah keamanan apa 
pun dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Pakta yang ditandatangani di ibu kota Negara 
Kepulauan Pasifik (PIC) itu, Port Vila, mencakup 
berbagai bidang kerja sama, mulai dari bantuan 
bencana hingga penertiban, pertahanan, dan 
keamanan siber. 

“Sebagai negara-negara yang berkomitmen 
terhadap demokrasi, akuntabilitas, dan 
transparansi, perjanjian itu akan tersedia untuk 
umum,” kata pemerintah Australia dalam 
sebuah pernyataan. 

Teks pakta keamanan RRT-Kepulauan 
Solomon, yang menimbulkan kekhawatiran 
Australia dan Amerika Serikat setelah 
ditandatangani pada April 2022, belum dirilis 
oleh kedua pemerintah tersebut. 

RRT telah menjadi investor infrastruktur 
yang signifikan di Vanuatu, membangun jalan, 
arena olahraga, dan gedung pemerintah sebagai 
bagian dari dorongan pengaruhnya yang lebih 
luas di Pasifik. Investasi swasta Tiongkok di 
Vanuatu juga telah meningkat. 

Para analis mengatakan Vanuatu adalah 
salah satu dari beberapa PIC yang mungkin 
dilirik Beijing sebagai kandidat untuk 
memungkinkan kehadiran militer Tiongkok 
seiring RRT berusaha untuk melawan aliansi 
Australia-A.S. di kawasan tersebut.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong 

dan menteri senior lainnya mengunjungi Negara 
Federasi Mikronesia, Palau, dan Vanuatu pada 
pertengahan Desember 2022. 

Australia adalah donor bantuan terbesar ke 
Vanuatu.

Pada konferensi pers bersama di Port Vila, 
Menteri Luar Negeri Vanuatu Jotham Napat 
mengatakan tidak ada pembicaraan keamanan 
dengan RRT. 

“Kami belum membuat perjanjian keamanan 
apa pun [dengan Tiongkok]. Kami bahkan belum 
membahas masalah apa pun sehubungan 
dengan keamanan,” ujarnya, menurut transkrip 
yang dirilis oleh pemerintah Australia.

Bidang lain yang dicakup oleh perjanjian 
Australia-Vanuatu termasuk perbatasan, 
maritim, penerbangan, dan keamanan sumber 
daya. (Foto: Personel Angkatan Darat Australia 
dan Pasukan Mobile Vanuatu merencanakan 
kegiatan bantuan kemanusiaan dan bantuan 
bencana selama Latihan Vanuatu Alliance di Port 
Vila pada November 2022.)

Polisi Tiongkok telah menjadi keberadaan 
yang terlihat di ibu kota Kepulauan Solomon 
Honiara sejak pakta keamanan ditandatangani, 
dan RRT telah memberikan pelatihan dan 
peralatan seperti meriam air dan kendaraan 
kepada pasukan kepolisian negara Pasifik itu.

Tentara dan polisi Australia juga ditempatkan 
di Honiara atas permintaan pemerintah 
Kepulauan Solomon menyusul kerusuhan anti-
RRT dan antipemerintah pada November 2021. 
Australia memberikan senapan bertenaga tinggi 

kepada polisi Kepulauan Solomon pada November 
2022, dan Wong menghadiri penyerahan di 
Vanuatu untuk dermaga polisi dan kapal polisi 
baru, RVS Mataweli, yang juga diberikan oleh 
Australia.

Wong menyebut bantuan itu sebagai “bagian 
dari kerja sama jangka panjang Australia untuk 
kepentingan keamanan regional bersama.” 

Napat mengatakan kunjungan itu membawa 
hubungan bilateral ke “tingkat baru.”

Dia mengatakan tantangan keamanan utama 
bagi Vanuatu, yang memiliki populasi 300.000 
jiwa yang tersebar di puluhan pulau, adalah 
perubahan iklim dan konsekuensinya, seperti 
naiknya permukaan air laut dan peningkatan 
frekuensi dan intensitas siklon tropis.

Napat juga mengatakan Vanuatu berharap 
dapat memanfaatkan pembiayaan infrastruktur 
Australia “dalam waktu yang tidak terlalu lama.”  
Benar News
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Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Januari 2023 
berjanji untuk memperdalam aliansi negaranya dengan 
Amerika Serikat di bawah kebijakan pertahanan baru 

Jepang, yang secara signifikan meningkatkan sikap pertahanan diri 
eksklusifnya dalam menghadapi meningkatnya ketegangan regional.

Komentar Kishida muncul menjelang kunjungannya pada 
pertengahan Januari ke Washington, D.C., untuk pembicaraan 
dengan Presiden A.S. Joe Biden guna menggarisbawahi kekuatan 
aliansi Jepang- A.S. dan menyoroti kerja sama yang lebih erat di 
antara kedua negara di bawah strategi keamanan dan pertahanan 
baru Jepang yang diadopsi pada Desember 2022. 

Kedua pemimpin juga membahas program rudal nuklir dan 
balistik Korea Utara di tengah kekhawatiran atas potensi uji coba 
nuklir oleh negara tertutup tersebut, serta invasi Rusia ke Ukraina, 
stabilitas di Selat Taiwan, perubahan iklim, dan masalah ekonomi.

Kunjungan ke A.S. merupakan bagian dari perjalanan Kishida 
ke sebagian besar negara Kelompok Tujuh. Jepang adalah ketua 
organisasi negara industri besar tersebut pada tahun 2023, termasuk 
menjadi tuan rumah KTT G-7 di Hiroshima pada bulan Mei.

“Kami akan menunjukkan aliansi Jepang-A.S. yang lebih 
kuat kepada seluruh dunia, yang merupakan kunci keamanan dan 
diplomasi Jepang,” kata Kishida. “Kami juga akan menunjukkan 
kerja sama lebih lanjut untuk mencapai Indo-Pasifik yang Bebas 
dan Terbuka.” (Foto: Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida 
mengendarai tank Tipe 10 selama peninjauan di Kamp Asaka 
Pasukan Bela Diri Darat Jepang di Tokyo pada November 2021.)

Di bawah rencana keamanan dan pertahanan barunya, Jepang 
membeli ratusan Tomahawk yang dikembangkan A.S. dan rudal 
jelajah jarak jauh lainnya untuk mencegah kemungkinan serangan 
dan juga membangun pertahanan di Jepang barat daya di tengah 
meningkatnya kekhawatiran akan keadaan darurat Taiwan.  
The Associated Press
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Teknologi memperkuat militer yang bertugas menjaga 
keamanan dan stabilitas di Indo-Pasifik. Negara 

yang melakukan modernisasi dengan cepat mengubah 
persenjataan dengan kemajuan dari pesawat canggih dan 
kapal selam terobosan hingga kendaraan tak berawak, alat 
kesadaran ruang angkasa, dan peningkatan pertahanan 
siber. Sementara itu, kemitraan keamanan mendorong 
kerja sama ilmiah di antara militer yang berpandangan 
serupa, dan para pemimpin mengandalkan kekuatan 
aliansi regional untuk mempertahankan Indo-Pasifik yang 
Bebas dan Terbuka. 

Menggarisbawahi upaya untuk memodernisasi 
kemampuan pertahanan di kawasan ini adalah persetujuan 
Jepang pada Desember 2022 akan strategi keamanan 
yang diperbarui yang menyerukan untuk mengadopsi 
senjata dengan kekuatan untuk menanggapi segala 
serangan dengan menyerang balik wilayah lawan. Jepang 
berencana membeli hingga 500 rudal jelajah Tomahawk 
buatan Amerika Serikat per akhir tahun fiskal 2027 dan 
melipattigakan jumlah unit Pasukan Bela Diri yang 
dapat mencegat rudal balistik per tahun 2031. Rencana 
pertahanan Jepang juga menyerukan penambahan, 
peningkatan, dan produksi massal rudal canggih, serta 
pengembangan pesawat siluman, senjata hipersonik, dan 
kendaraan tanpa awak. 

Tokyo berencana untuk membelanjakan 867,9 triliun 
rupiah (58 miliar dolar A.S.) untuk pertahanan lintas 
ranah termasuk keamanan siber dan ruang angkasa 

per akhir tahun 2027, demikian menurut kantor berita 
The Associated Press. Setelah meluncurkan Komando 
Pertahanan Siber pada Maret 2022, negara itu akan 
menambah jumlah orang yang ditugaskan untuk 
menangkal serangan siber lebih dari empat kali lipat, 
demikian menurut laporan surat kabar The Japan News. 
Jepang membentuk Skuadron Operasi Ruang Angkasa 
pada tahun 2020 untuk memantau ruang angkasa dan 
melindungi satelit Jepang dari serangan atau kerusakan 
oleh puing ruang angkasa. Radar ruang angkasa dalam 
yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2023 
akan memperkuat kesadaran ruang angkasa tidak hanya 
untuk Jepang, tetapi juga untuk A.S., demikian tulis Yuka 
Koshino pada tahun 2020 di Military Balance Blog untuk 
International Institute for Strategic Studies. Langkah ini 
mewakili kerja sama yang lebih erat antara Jepang dan 
A.S. di ruang angkasa dan ruang siber, yang diidentifikasi 
oleh buku putih Pertahanan Jepang 2022 sebagai kunci 
untuk menangkal dan melawan ancaman keamanan. 

Hal yang mendasari perombakan kebijakan pertahanan 
Jepang adalah pengakuan negara itu terhadap Republik 
Rakyat Tiongkok (RRT) sebagai “tantangan strategis 
terbesar” bagi perdamaian, keamanan, dan stabilitas 
di Jepang dan di seluruh kawasan ini. Bahaya RRT 
terhadap Taiwan yang memiliki pemerintahan mandiri, 
yang diklaim RRT sebagai wilayahnya, mengancam 
Jepang, sebagaimana dibuktikan oleh rudal balistik yang 
ditembakkan Beijing ke perairan di dalam zona ekonomi 
eksklusif Jepang selama latihan Tentara Pembebasan 
Rakyat (PLA) di sekitar Taiwan pada Agustus 2022. 
Tindakan provokatif RRT juga memicu kegelisahan 
atas rute perdagangan maritim yang sangat penting 
bagi Jepang, Indo-Pasifik, dan perekonomian global. 
Uji coba rudal yang belum pernah terjadi sebelumnya 
dan ancaman nuklir dari Korea Utara, yang juga telah 
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menembakkan rudal balistik melintasi Jepang, dan invasi 
Rusia ke Ukraina dapat “mengguncang fondasi tatanan 
internasional pascaperang yang stabil di Indo-Pasifik,” 
demikian menurut Strategi Pertahanan Nasional Jepang 
Desember 2022. 

“Sekarang tidak ada negara yang dapat melindungi 
keamanannya secara sendiri-sendiri,” ungkapnya. 
“Seiring terus berlanjutnya tantangan terhadap tatanan 
internasional pascaperang, sangat penting bagi Jepang 
untuk memperdalam kerja sama dan kolaborasi dengan 
sekutunya dan negara-negara yang berpandangan serupa 
yang memiliki nilai-nilai universal dan kepentingan 
strategis yang sama dengan Jepang.” 

Berjaga Melawan Pemaksaan 
Para ahli berpendapat bahwa militer yang lebih kecil di 
kawasan itu telah tertinggal dari PLA dan tidak mungkin 
menandingi kemajuannya secara sendiri-sendiri. “Namun, 
didukung oleh kemampuan dan tekad A.S., pengerahan 
sistem utama — sering kali bersifat asimetris — dapat 
berfungsi untuk menstabilkan kawasan ini dengan 
menangkal ancaman RRT dan memungkinkan negara-
negara regional untuk melindungi kepentingan nasional 
mereka,” demikian tulis Bates Gill, seorang profesor studi 
keamanan Asia-Pasifik di Macquarie University di Sydney, 
Australia, dalam laporan Januari 2022 untuk National 
Bureau of Asian Research. 

Upaya Beijing untuk mengklaim sebagian besar Laut 
Cina Selatan yang kaya akan sumber daya, bersama 
dengan penyusupan RRT ke perairan di sekitar Kepulauan 
Natuna di Indonesia, membuat Jakarta waspada. Pada 
tahun 2021, RRT menuntut agar Indonesia menghentikan 
pengeboran minyak dan gas alam di dekat kepulauan itu, 

dengan menegaskan bahwa daerah itu 
adalah wilayah Tiongkok, demikian 
menurut Reuters. Klaim RRT 
didasarkan pada batas sembilan garis 
putus-putus yang sewenang-wenang, 
yang oleh Pengadilan Arbitrase 
Permanen di Den Haag, Belanda, 
diputuskan pada Juli 2016 tidak 
memiliki dasar hukum. 

Indonesia sedang membangun pangkalan kapal selam 
di dekat kepulauan itu dan merelokasi armada angkatan 
laut ke daerah itu, demikian menurut laporan kantor 
berita Bloomberg. Negara kepulauan itu, yang memiliki 
perekonomian terbesar di Asia Tenggara, juga berencana 
membelanjakan 1.870,6 triliun rupiah (125 miliar dolar 
A.S.) untuk proyek pertahanan per tahun 2024. Indonesia 
sedang bernegosiasi untuk hingga enam kapal selam tempur 
kelas Scorpene, demikian kata seorang perwakilan untuk 
perusahaan Prancis Naval Group pada November 2022. 

Rencana pembelian 36 jet tempur F-15 buatan A.S. 
berada dalam tahap lanjut pada saat yang sama, kata 
Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto, 
demikian menurut laporan berita. Pesanan untuk puluhan 
jet tempur Rafale buatan Prancis juga melaju, kata seorang 
pejabat pertahanan Indonesia kepada FORUM pada 
November 2022.  

“Sektor keamanan Indonesia, jika bukan semua 
kepemimpinan politiknya, telah terbangun oleh ancaman 
pemaksaan zona abu-abu Tiongkok,” kata Greg Poling, 
kepala program Asia Tenggara di Center for Strategic and 
International Studies (CSIS), kepada Bloomberg dalam 
laporan Desember 2022, yang merujuk pada tindakan 
agresi inkremental yang mengikis status quo. 

“Pengadaan angkatan laut dan udara yang 
direncanakan tampaknya menunjuk pada peningkatan 

Pesawat jet tempur Jepang dan A.S. melakukan latihan 
bersama di atas Laut Jepang pada Mei 2022.  THE ASSOCIATED PRESS

Pada tahun 2023, 
Jepang berencana 
meningkatkan 
belanja 
pertahanannya 
sebesar 20%, yang 
termasuk membeli 
jet tempur F-35 
tambahan.
THE ASSOCIATED PRESS

Rudal Tomahawk diluncurkan 
dari kapal perusak berpemandu 
rudal Angkatan Laut A.S. USS 
Curtis Wilbur dalam latihan 
Pacific Vanguard 2019. Jepang 
berencana membeli Tomahawk 
buatan A.S. dan rudal jelajah 
jarak jauh lainnya.
SERSAN DUA TAYLOR M. DIMARTINO/ 
ANGKATAN LAUT A.S.

Dalam Garuda Shield 22 di Baturaja, Indonesia, pasukan khusus 
dari Indonesia dan A.S. melakukan latihan serangan dan 
sabotase malam hari.  SERSAN SATU MATTHEW CRANE/ANGKATAN DARAT A.S.
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kesadaran ranah, kemampuan patroli, dan penangkalan 
sehubungan dengan Tiongkok.” 

Laksamana Yudo Margono, pada hari dia dilantik 
sebagai panglima Tentara Nasional Indonesia pada 
Desember 2022, menyinggung rencana untuk 
mengamankan perbatasan di sekitar Kepulauan Natuna, 
demikian menurut surat kabar Nikkei. Dia juga 
mengatakan bahwa dia mengharapkan latihan militer 
tahunan Garuda Shield terus berkembang. Latihan 
bilateral yang telah berlangsung lama antara Indonesia 
dan A.S. itu diperluas pada tahun 2022 untuk mencakup 
4.000 personel dari lebih dari sepuluh negara, termasuk 
Australia, India, dan Jepang.

Persaingan Teknologi Kritis 
Kemitraan keamanan antara Australia, Britania Raya, 
dan A.S., merupakan inti dari pengembangan keamanan 
paling signifikan di Australia dalam beberapa dekade. 
Sebuah rencana untuk berbagi desain Britania Raya 
dan teknologi propulsi nuklir A.S. akan membantu 
mengembangkan armada kapal selam bersenjata 
konvensional Australia berikutnya, yang membuat kapal 
lebih tersembunyi daripada kapal selam tradisional 
dengan memungkinkannya melakukan perjalanan lebih 
cepat dan lebih jauh tanpa naik ke permukaan. Kapal 
selam kemitraan pertama, dapat mulai bertugas di Britania 
Raya pada akhir tahun 2030-an. Angkatan Laut Australia 

diperkirakan akan menerima SSN buatan Australia pada 
awal tahun 2040-an. 
      A.S. juga berencana menjual setidaknya tiga kapal 
selam kelas Virginia berpendorong nuklir ke Australia 
dalam dekade berikutnya. Sementara itu, personel 
militer dan sipil Australia telah tersemat dalam angkatan 
laut sekutu untuk pelatihan, Britania Raya dan A.S. 
meningkatkan kunjungan pelabuhan Australia dengan 
kapal selam bertenaga nuklir dan negara-negara 
tersebut akan memulai rotasi kapal selam reguler 
melalui Australia mulai dari tahun 2027. Hasil akhirnya, 
menurut Departemen Pertahanan A.S., akan berupa tiga 
armada kapal selam dengan interoperabilitas tinggi yang 
beroperasi di Indo-Pasifik.
      Australia, Britania Raya, dan A.S. telah berjanji untuk 
berkolaborasi dalam kemampuan bawah laut di luar kapal 
selam, bersama dengan siber, kecerdasan buatan (AI), 
dan teknologi canggih lainnya. Para ahli mengatakan hal 
itu dapat memperkuat lanskap strategis dan teknologi 
Australia selama beberapa dekade. 

“Ada kesadaran yang berkembang bahwa 
teknologi kritis yang muncul akan sangat penting 
bagi masyarakat, perekonomian, dan keamanan 
nasional,” demikian tulis Fergus Hanson dan Danielle 
Cave dari Australian Strategic Policy Institute. “Ini 
membuat perlombaan untuk menguasainya menjadi 
masalah geopolitik. Dan tak ada tempat lain di mana 
perlombaan ini lebih diperebutkan selain di kawasan 
Indo-Pasifik, yang menginkubasi banyak inovasi 
teknologi dunia dan telah menjadi sarang persaingan 
teknologi strategis.” 

Pada tahun 2021, Canberra mengatakan pihaknya 
akan mulai membangun rudal berpemandu bekerja sama 
dengan A.S. Setahun kemudian, Pasukan Pertahanan 
Australia mengungkapkan rencana untuk memproduksi 
kendaraan bawah laut otonom ekstra besar di dalam 
negeri, bermitra dengan perusahaan pertahanan 
A.S. Anduril Industries.  Dalam laporan “Meeting 
China's Military Challenge”, National Bureau of 
Asian Research, sebuah wadah pemikir yang berbasis 

di A.S., menyebut teknologi tak berawak dan sistem 
rudal berpemandu “sangat penting untuk membalikkan 
keuntungan Tiongkok dari kemampuan baru dan 
kapasitas produksi bervolume tinggi untuk mendukung 
pasukannya selama konflik.”

‘Senjata Terobosan’ 
Korea Selatan, eksportir pertahanan terbesar kedelapan 
di dunia dari tahun 2017 hingga 2021, memiliki sejarah 
panjang dalam mengembangkan kemampuan baru. 
“Di tengah meningkatnya persaingan memperebutkan 
supremasi teknologi, sangat penting untuk mengamankan 
daya saing teknologi guna mengembangkan sistem senjata 
terobosan untuk perang di masa depan,” kata Presiden 
Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada akhir tahun 2021, 
demikian menurut Bloomberg. 

Dipicu oleh rentetan uji coba rudal Korea Utara 
— dengan lebih dari 90 peluncuran rudal jelajah dan 
balistik pada tahun 2022, menurut British Broadcasting 
Corporation — Seoul mempercepat pengembangan 
sistem untuk melacak dan mencegat rudal. Sistem 
Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) yang 
ada, yang dikerahkan Korea Selatan dan A.S. pada 
tahun 2017, dimodernisasi pada akhir tahun 2022 untuk 
meningkatkan interoperabilitasnya dengan pertahanan 
rudal Patriot A.S., demikian menurut laporan Pasukan 
A.S. di Korea. Korea Selatan juga telah mengembangkan 
rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, yang 
dipadankan dengan teknologi bawah laut negara itu, 
yang disebut para analis sebagai tonggak pencapaian bagi 
militer yang makin canggih. Dan Seoul telah menyerukan 
untuk membelanjakan miliaran untuk AI, drone, dan 
senjata otonom dalam beberapa dekade mendatang.

Perjanjian Pertahanan Bersama A.S.- Korea Selatan, 
yang menandai ulang tahun ke-70 pada tahun 2023, 
menekankan pengembangan teknologi di antara kedua 
sekutu, kata David A. Honey, wakil menteri muda 
pertahanan A.S. untuk penelitian dan teknik, dalam pidato 
Juni 2022 di CSIS.  

 “Sepenuhnya mengakui bahwa para ilmuwan, 

peneliti, dan insinyur dari negara [mereka] termasuk yang 
paling inovatif di dunia,” ungkapnya, “kedua presiden 
sepakat untuk memanfaatkan keunggulan komparatif ini 
untuk meningkatkan kerja sama publik dan swasta guna 
melindungi dan memajukan teknologi teramat penting 
yang berkembang, termasuk semikonduktor terkemuka, 
baterai EV [kendaraan listrik] ramah lingkungan, 
kecerdasan buatan, teknologi kuantum, bioteknologi, 
biomanufaktur, dan robot otonom.” 

Strategi Indo-Pasifik Korea Selatan yang dirilis 
pada akhir Desember 2022 menyoroti kemitraan 
negara itu dengan A.S. dan Jepang dan berjanji untuk 
membangun tatanan regional berdasarkan norma dan 
aturan yang diterima secara internasional, memperluas 
kerja sama keamanan, dan memperkuat kolaborasi 
dalam sains dan teknologi.

Visi Bersama 
Dinamika keamanan dan pertahanan mengubah seluruh 
penjuru Indo-Pasifik. India mengoperasikan kapal induk 
buatan dalam negeri pertamanya pada tahun 2022, 
menguji coba rudal jelajah jarak jauh dari udara, dan 
memperkenalkan helikopter tempur ringan buatan dalam 
negeri. Vietnam telah memamerkan aset pertahanan 
teknologi tinggi termasuk drone, radar, dan rudal jelajah 
antikapal yang diproduksi di dalam negeri. Filipina 
pada tahun 2022 mengoperasikan dua kapal interdiksi 
serang cepat dan berencana menambah 22 kapal lagi, 
sebagai tambahan dari sistem pertahanan udara berbasis 
darat yang baru diperolehnya dan seruan Departemen 
Pertahanan Nasional Filipina untuk membeli pesawat 
tempur multiperan baru.

Sementara itu, para pemimpin di seluruh kawasan 
ini telah memperkuat hubungan keamanan. Contohnya 
antara lain pelatihan dan latihan militer di antara pasukan 
termasuk Australia, Kanada, Prancis, India, Indonesia, 
Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Papua Nugini, Filipina, 
Singapura, Korea Selatan, Timor-Leste, A.S., dan 
Vietnam. Khususnya, Cobra Gold yang disponsori 
Thailand dan A.S., latihan multilateral terlama di dunia, 
telah menyertakan sebanyak 10.000 anggota angkatan 
bersenjata dari sebanyak 29 negara. 

Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin telah 
menekankan peran kemitraan dalam menjaga 
perdamaian di Indo-Pasifik. “Kami telah bergerak 
bersama menuju visi bersama kami untuk kawasan ini,” 
katanya dalam Dialog Shangri-La 2022 di Singapura. 
Perjalanan yang telah kami lakukan bersama dalam 
setahun terakhir hanya menggarisbawahi kebenaran 
dasar: Di dunia yang terjalin saat ini, kita lebih kuat 
ketika kita menemukan cara untuk bersatu.”  o

Presiden Indonesia Joko Widodo mengunjungi kapal 
Angkatan Laut Indonesia KRI Usman Harun di 
Kepulauan Natuna pada Januari 2020.
KANTOR KEPRESIDENAN INDONESIA MELALUI THE ASSOCIATED PRESS

Elemen pertama dari sistem THAAD tiba di Korea Selatan. 
Sistem pertahanan rudal canggih ini, yang dikerahkan 
pada tahun 2017, adalah tanggapan terhadap agresi 
Korea Utara.  RASHEEN DOUGLAS/PASUKAN A.S. DI KOREA

Pesawat Korea 
Selatan dan A.S. 
melakukan pelatihan 
pada Oktober 2022, 
menyusul peluncuran 
uji coba rudal balistik 
oleh Korea Utara.
JEREMY BUDDEMEIER/ 
PASUKAN A.S. DI KOREA

Kapal selam serbu cepat 
bertenaga nuklir milik 
Angkatan Laut Amerika 
Serikat, USS Asheville, 
berlayar di lepas pantai Guam.
SERSAN DUA KELSEY HOCKENBERGER/
ANGKATAN LAUT A.S.
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berjudul “People’s Liberation Army Operational Concepts 
(Konsep Operasional Tentara Pembebasan Rakyat).” 

Tujuan 2027 PKT sejalan dengan peringatan 100 
tahun berdirinya PLA. Media Tiongkok, mengutip 
sumber militer, “menghubungkan tujuan 2027 PLA 
dengan pengembangan kemampuan untuk melawan 
militer A.S. di kawasan Indo-Pasifik dan memaksa 
kepemimpinan Taiwan ke meja negosiasi dengan 
persyaratan Beijing,” demikian menurut laporan DOD. 
Intinya, Xi ingin militer diposisikan dan dipersiapkan per 
tahun 2027 untuk menyerang Taiwan, “tetapi itu tidak 
berarti dia memutuskan untuk menyerang pada tahun 
2027 atau segala tahun lainnya juga,” kata Direktur CIA 
William Burns kepada Face the Nation, sebuah program 
televisi CBS, dalam wawancara pada Februari 2023.

“Ini adalah sebuah kemampuan, bukan niat untuk 
menyerang atau merebut,” kata Jenderal Angkatan 
Darat A.S. Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan, 
kepada Komite Penganggaran Senat A.S. pada Juni 2021. 
“Penilaian saya adalah penilaian operasional. Apakah 
mereka memiliki niat untuk menyerang atau merebut 
dalam waktu dekat yang didefinisikan sebagai satu atau 
dua tahun ke depan? Penilaian saya tentang apa yang saya 
lihat saat ini adalah tidak, tetapi itu dapat selalu berubah. 
Niat adalah sesuatu yang dapat berubah dengan cepat.”

Beijing mengalokasikan 
3.434,1 triliun rupiah (229,6 
miliar dolar A.S.) untuk anggaran 
pertahanannya pada tahun 2022, 
meningkat dari anggaran tahun 
2021 sebesar 3.024,3 triliun 
rupiah (202,2 miliar dolar A.S.), 
demikian menurut China Power 
Project di Center for Strategic 
and International Studies (CSIS). 
Pendanaan 2022 menandai pertama kalinya dalam satu 
dekade bahwa tingkat pertumbuhan anggaran meningkat 
selama dua tahun berturut-turut, demikian menurut 
China Power. 

“PKT sekarang telah mengarahkan 2027 sebagai 
target bagi PLA untuk memberikan kemampuan yang 
diperlukan untuk melawan militer A.S. di Indo-Pasifik 
dan memproyeksikan kekuatan di seluruh dunia,” kata 
Laksamana John Aquilino, Komandan Komando Indo-
Pasifik A.S., yang bersaksi di hadapan Komite Angkatan 
Bersenjata DPR A.S. pada April 2023. “Pada Oktober 
2022, Kongres Nasional PKT ke-20 menetapkan tujuan 
yang berfokus pada percepatan tujuan modernisasi PLA 
selama lima tahun ke depan, termasuk memperkuat 
“sistem penangkalan strategisnya.” Dengan Rencana Lima 

Jalan PLA menuju kekuatan yang lebih menonjol — 
diuraikan dalam Rencana Lima Tahun ke-14 RRT yang 
mencakup tahun 2021-25 — telah mendorong militer 
untuk menilai implikasinya dan menyesuaikan strategi dan 
anggaran pertahanan nasional untuk memenuhi tantangan 
potensial seiring perkembangan PLA. 

“Dalam dekade yang menentukan ini, penting untuk 
memahami kontur cara perang Tentara Pembebasan 
Rakyat, menyurvei kegiatan dan kemampuannya saat ini, 
dan menilai tujuan modernisasi militernya di masa depan,” 
demikian menurut edisi 2022 dari laporan tahunan 
Departemen Pertahanan A.S. (DOD) yang berjudul 
“Military and Security Developments Involving the 
People’s Republic of China (Perkembangan Militer dan 
Keamanan yang Melibatkan Republik Rakyat Tiongkok).”

Selama Kongres Partai ke-19 pada tahun 2017, 
Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping mengumumkan 
garis waktu modernisasi PLA untuk meningkatkan 
kesiapan tempur. Garis waktu ini menyerukan 

percepatan pengembangan terpadu mekanisasi (senjata 
dan kendaraan), informatisasi (perang informasi), dan 
intelijenisasi (menerapkan kecepatan dan kekuatan 
pemrosesan kecerdasan buatan, atau AI, pada 
perencanaan militer) per tahun 2027. Garis waktu ini juga 
berkomitmen untuk secara komprehensif memodernisasi 
teori militer, struktur organisasi, personel militer, serta 
persenjataan dan peralatan sejalan dengan modernisasi 
bangsa dan untuk menyelesaikan modernisasi pertahanan 
nasional dan militer paling lambat tahun 2035. Tujuannya: 
Mengubah PLA menjadi kekuatan kelas dunia per tahun 
2049. Teori militer pemandu PKT mewakili pemikiran 
sistemiknya tentang peperangan dan pertahanan nasional, 
menggabungkan pemikiran para pemimpin PKT Mao 
Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, dan 
sekarang Xi, demikian menurut laporan Rand Corp yang 

Implikasi

MODERNISASI PLA
Menilai Bagaimana Peningkatan Militer PKT 

Memengaruhi Keseimbangan Kekuatan Regional 
STAF FORUM

Para peserta militer 
meninggalkan upacara 
pembukaan Kongres 
Partai ke-20 PKT di 
Beijing, di mana Xi 
bersumpah untuk 
“bekerja lebih cepat” 
guna memodernisasi 
Tentara Pembebasan 
Rakyat. 
THE ASSOCIATED PRESS

Meningkatnya keangkuhan Republik 
Rakyat Tiongkok (RRT) selama 
dekade terakhir dan upaya Partai 

Komunis Tiongkok (PKT) meraih kemampuan 
militer skala besar menantang tatanan 
keamanan internasional di seluruh Indo-Pasifik 
dan sekitarnya, demikian pendapat para ahli. 
Modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat 
(PLA) dapat memiliki implikasi jangka pendek 
dan jangka panjang bagi stabilitas regional yang 
berdampak pada Laut Cina Selatan, Taiwan, 
dan visi Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka 
yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan sekutu 
serta mitranya.

Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping menghadiri upacara 
penutupan Kongres Partai ke-20 PKT pada Oktober 2022.
THE ASSOCIATED PRESS
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Tahun ke-14, pemerintah Tiongkok telah menggandakan 
beberapa strategi nasional yang telah diterapkan untuk 
memastikan PKT mencapai posisi dominan secara global 
dalam teknologi berkembang yang diyakininya diperlukan 
untuk memungkinkan operasi militer modern yang 
kompleks. “RRT terus menargetkan teknologi dan bakat 
di seluruh dunia untuk mengamankan teknologi ini dalam 
mengupayakan kemampuan militer yang canggih.”

ANGGARAN MILITER MENINGKAT DI SELURUH KAWASAN
Berbagai negara telah mengalokasikan lebih banyak uang 
untuk angkatan bersenjata di seluruh kawasan ini. A.S. tetap 
menjadi pembelanja terbesar, dengan legislator menyetujui 
anggaran pertahanan nasional tahun fiskal 2023 sebesar 
hampir 12.831,8 triliun rupiah (858 miliar dolar A.S.) 
— 672,9 triliun rupiah (45 miliar dolar A.S.) lebih besar 
dari yang diminta pemerintahan Presiden A.S. Joe Biden. 
Jumlah tersebut merupakan peningkatan hampir 10% dari 
anggaran pertahanan nasional tahun 2022.

“Sekarang lebih dari sebelumnya, pada saat demokrasi 
global sedang diserang dan tatanan internasional berbasis 
aturan sedang terancam, kita membutuhkan strategi 
keamanan dan pertahanan nasional yang kuat, dan RUU 

ini membantu kita mencapai hal itu,” kata Anggota DPR 
A.S. Adam Smith, ketua Komite Angkatan Bersenjata A.S. 
saat itu, pada Desember 2022.

A.S. memiliki anggaran militer terbesar di dunia pada 
tahun 2021, diikuti oleh RRT, India, Britania Raya, dan 
Rusia, demikian menurut Stockholm International Peace 
Research Institute. Australia, Korea Selatan, dan Jepang 
juga menempati peringkat tinggi di antara pembelanja 
pertahanan. 

Anggaran pertahanan India adalah sebesar 1.085,2 
triliun rupiah (72,6 miliar dolar A.S.), demikian 
menurut surat kabar The Economic Times. India telah 
memprioritaskan peningkatan kemampuan pertahanan 
melalui pengembangan dan kemitraan domestik. Negara 
itu mengumumkan pada Januari 2023 rencana untuk 
membelanjakan 7,8 triliun rupiah (522 juta dolar A.S.) 
untuk rudal, pertahanan udara, dan senjata angkatan laut, 
demikian menurut majalah Defense News.

Proyek-proyek yang disetujui, yang pengadaannya 
semata-mata dari perusahaan domestik, termasuk rudal 
berpemandu antitank Helina, sistem pertahanan udara 
jarak pendek untuk Angkatan Darat, dan peluncur rudal 
Brahmos serta sistem kontrol penembakan untuk kapal 

Belanja Pertahanan Nasional
Anggaran pertahanan meningkat pada tingkat yang mencapai rekor karena militer meningkatkan kemampuan melalui pembelian 
teknologi dan peralatan untuk melindungi warga negara dan kepentingan nasional dengan lebih baik. Amerika Serikat tetap menjadi 
pembelanja terbesar dengan anggaran pertahanan yang jauh melampaui gabungan anggaran pertahanan Tiongkok dan Rusia. Berikut 
cuplikan beberapa anggaran pertahanan terbesar di antara militer yang beroperasi di Indo-Pasifik pada awal tahun 2023.
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Personel keamanan berbaris 
melewati tank Tipe 15 di sebuah 
pameran di Beijing yang berjudul 
“Maju Terus di Era Baru,” yang 
memamerkan prestasi nasional 
menjelang Kongres Partai ke-20 PKT.
AFP/GETTY IMAGES

Angkatan Laut, demikian menurut laporan Defense 
News. India mengatakan bentrokan perbatasan yang 
sedang berlangsung dengan pasukan Tiongkok sebagai 
alasan untuk meningkatkan pertahanan udara.

Australia meningkatkan anggaran pertahanannya 
sebesar 8% untuk tahun fiskal yang berakhir Juni 2023 
dan menjadi lebih dari 2% dari produk domestik bruto 
(PDB) hingga pertengahan tahun 2026, demikian 
menurut laporan kantor berita Reuters. Peningkatan 
pengeluaran tersebut membantu upaya Australia untuk 
memperluas hubungan diplomatik dengan Negara-
Negara Kepulauan Pasifik dan untuk melawan upaya RRT 
mendapatkan pengaruh ekonomi dan strategis di Pasifik, 
demikian menurut laporan Reuters.

Para analis menunjukkan bahwa sebagian besar 
anggaran pertahanan Australia akan mendanai 
penelitian dan pengembangan kapal dan kapal selam 
angkatan laut saat negara itu berupaya membeli kapal 
selam bertenaga nuklir, memodernisasi kemampuan, 
dan meningkatkan armadanya.

“Modernisasi militer dan perkembangan teknologi 
yang pesat di negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, dan 
Korea Utara diperkirakan akan menciptakan tantangan 
strategis bagi Australia,” kata Akash Pratim Debbarma, 
seorang analis dirgantara dan pertahanan di GlobalData, 
kepada situs web Army Technology. “Sebagai negara 
kepulauan, modernisasi kecakapan angkatan lautnya 
merupakan kebutuhan bagi Australia.”

Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan 
mengumumkan anggaran pertahanan tahun 2023 sebesar 
629,2 triliun rupiah (42,1 miliar dolar A.S.), meningkat 
4,6% dari tahun 2022, demikian menurut Janes, situs web 
analisis intelijen. Korea Selatan mengaitkan peningkatan 
tersebut dengan “situasi keamanan yang parah” di 
Semenanjung Korea, yang merujuk pada program nuklir 
dan rudal Korea Utara yang mengakibatkan destabilisasi. 
Selain modernisasi, Angkatan Bersenjata Korea Selatan 
akan melihat lebih banyak pengeluaran untuk memperkuat 
kemampuan respons operasional, pengadaan amunisi 
cadangan tempur, dan mengembangkan kemampuan di 
berbagai bidang termasuk AI, 
peperangan elektronik, robotika, 
dan sistem otomatis, demikian 
menurut laporan Janes.

Jepang menjabarkan rekor 
anggaran pertahanan untuk 
tahun fiskal 2023, dengan 
komitmen menggandakan 
pengeluarannya menjadi 2% 

dari PDB per tahun 2027. Tokyo mengatakan tantangan 
keamanan dari Korea Utara, RRT, dan Rusia sebagai 
dorongan atas peningkatan 20% menjadi 822 triliun 
rupiah (55 miliar dolar A.S.) untuk fasilitas pertahanan, 
kapal pertahanan maritim, dan kapal lainnya. 

“Sayangnya, di sekitar negara kami, ada negara-
negara yang melakukan kegiatan seperti peningkatan 
kemampuan nuklir, pengembangan kekuatan militer 
yang cepat, dan upaya sepihak untuk mengubah status 
quo dengan paksa,” kata Perdana Menteri Jepang Fumio 
Kishida pada Desember 2022, demikian menurut BBC. 
Dia mengatakan Jepang akan menerapkan peningkatan 
4.970 triliun rupiah (332,5 miliar dolar A.S.) selama lima 
tahun ke depan “untuk secara fundamental memperkuat 
kemampuan pertahanan kami.”

Tokyo mengidentifikasi RRT sebagai tantangan 
strategis terbesar yang pernah ada terhadap keamanan dan 
stabilitas Jepang.   

Taiwan juga menganggarkan rekor pengeluaran 
militer, menyisihkan 284 triliun rupiah (19 miliar dolar 
A.S.) untuk pertahanan, meningkat 15% dari tahun 
2022, demikian menurut laporan majalah Time. Untuk 
meningkatkan kesiapan, Taiwan menerapkan reformasi 
militer institusional dan juga memperpanjang wajib 
militer untuk pria berusia 18 tahun ke atas dari empat 
bulan menjadi satu tahun. Perubahan itu, yang dipicu oleh 
meningkatnya ancaman dari RRT, mulai berlaku Januari 
2024 dan dapat menambah hingga 70.000 rekrutan setiap 
tahun bagi Angkatan Bersenjata Taiwan yang berjumlah 
165.000, demikian menurut Reuters.

“Taiwan berdiri di garis depan ekspansi otoriter, 
di garda depan pertahanan demokrasi global,” ungkap 
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada Desember 2022. 
“Satu-satunya cara untuk dapat menghindarinya adalah 
mempersiapkan diri kita dalam menghadapi perang 
— satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah 
memiliki kemampuan untuk berperang.”

Anggaran pertahanan A.S. mencakup hingga 
149,5 triliun rupiah (10 miliar dolar A.S.) dalam bantuan 
keamanan untuk Taiwan dan provisi untuk mempercepat 
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pengadaan senjata bagi pulau dengan pemerintahan 
mandiri tersebut. 

PASUKAN, KEMAMPUAN, 
DAN PROYEKSI KEKUATAN TIONGKOK
PLA berupaya memodernisasi kemampuannya dan 
meningkatkan kemahiran di semua ranah untuk 
melakukan operasi darat, udara, maritim, nuklir, ruang 
angkasa, kontra-ruang angkasa, peperangan elektronik, 
dan ruang siber. 

“PLA secara agresif mengembangkan kemampuan 
untuk memberikan opsi bagi RRT untuk menghalangi, 
menangkal, atau, jika diperintahkan, mengalahkan 
intervensi pihak ketiga di kawasan Indo-Pasifik,” demikian 
menurut DOD. “PLA juga mengembangkan kemampuan 
untuk melakukan operasi militer lebih dalam ke kawasan 
Indo-Pasifik, dan dalam beberapa kasus, secara global.”

Berikut sekilas kapasitas pasukan PLA, menurut 

laporan tahunan DOD, yang juga dikenal sebagai 
“Laporan Kekuatan Militer Tiongkok.”

•	 Angkatan Darat PLA (PLAA) memiliki sekitar 
975.000 personel yang bertugas aktif di unit tempur 
dan merupakan pasukan tempur darat utama PLA. 
Pada tahun 2021, PLAA menekankan pelatihan 
yang realistis dan terstandardisasi.

•	 Angkatan Laut PLA (PLAN) memiliki sekitar 
340 kapal dan kapal selam, termasuk 125 kombatan 
permukaan utama. Berdasarkan angka, PLAN 
adalah angkatan laut terbesar di dunia. 

•	 Angkatan Udara PLA (PLAAF) dan Aviasi PLAN 
bersama-sama merupakan kekuatan penerbangan 
terbesar di kawasan ini dan terbesar ketiga di dunia. 
Komponen ini memiliki lebih dari 2.800 pesawat, 
tidak termasuk pesawat latih dan sistem udara tanpa 
awak. PLAAF pada tahun 2019 menyingkap pesawat 

Kapal pengumpulan intelijen Angkatan Laut Tentara 
Pembebasan Rakyat beroperasi dari barat laut Australia pada 
Mei 2022.  DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA/THE ASSOCIATED PRESS

Surat kabar Global Times yang dikelola pemerintah Tiongkok 
melaporkan uji coba rudal konvensional pada Agustus 2022 
oleh Pasukan Roket Tentara Pembebasan Rakyat.  REUTERS

Konvoi Angkatan Darat India bergerak di Ladakh, lokasi sengketa 
perbatasan antara India dan RRT.  THE ASSOCIATED PRESS

Jet tempur F-16V Angkatan Udara Taiwan melakukan taksi 
selama latihan kesiapsiagaan di tengah meningkatnya 
ancaman dari RRT.  REUTERS

Personel Angkatan Laut Taiwan melakukan latihan pendaratan amfibi 
sebagai bagian dari latihan Han Kuang Juli 2022, yang menyimulasikan 
invasi PLA ke pulau dengan pemerintahan mandiri tersebut.  REUTERS

pengebom dengan pengisian bahan bakar udara-ke-
udara pertama yang berkemampuan nuklir.

•	 Pasukan Roket PLA (PLARF) mengoperasikan, 
membekali, dan melatih pasukan rudal nuklir dan 
konvensional berbasis darat strategis PKT, pasukan 
pendukung terkait, dan pangkalan rudal. Pada 
tahun 2021, PLARF meluncurkan 135 rudal balistik 
untuk pengujian dan pelatihan, lebih dari gabungan 
seluruh dunia. 

•	 Pasukan Pendukung Strategis (SSF) adalah 
organisasi tingkat komando teater yang didirikan 
untuk memusatkan misi dan kemampuan ruang 
strategis, ruang siber, informasi elektronik, 
komunikasi, dan perang psikologis PLA.

•	 Pasukan Pendukung Logistik Gabungan (JLSF) 
berusaha untuk meningkatkan efisiensi logistik 
strategis dan tingkat kampanye melalui pelatihan 
dan mengintegrasikan produk dan layanan sipil. 
JLSF juga memberikan dukungan untuk respons 
COVID-19 negara itu.

STRATEGI NASIONAL
Tujuan modernisasi PKT sejalan dengan aspirasi 
pembangunan nasional RRT, demikian menurut DOD. 
“Target ekonomi Tiongkok di luar negeri sangat difokuskan 
untuk memajukan apa yang disebut partai tersebut 
sebagai kekuatan produktif negara (industri, teknologi, 
infrastruktur, dan modal manusia) yang dipandangnya 
sebagai sarana untuk mencapai modernitas politik dan 
sosial negara — termasuk membangun militer kelas 
dunia,” demikian menurut laporan DOD. “Upaya tanpa 
henti negara berpartai tunggal itu untuk menumbuhkan 
basis industri dan teknologi nasional Tiongkok memiliki 
implikasi signifikan bagi modernisasi militer Tiongkok 
serta bagi mitra ekonomi global Tiongkok.” 

Modernisasi angkatan bersenjata sangat diperlukan 
bagi strategi RRT untuk menjadi negara kaya dengan 

militer yang kuat, demikian menurut DOD.
Para ahli mengatakan PLA menghadapi tantangan 

signifikan dalam perjalanannya untuk mengejar 
ketinggalan dengan militer A.S. 

“Secara khusus, perjuangan berkelanjutan PLA untuk 
merangkul kebersamaan di antara cabang-cabang militer, 
serta tantangan memperbarui doktrin untuk mencerminkan 
implikasi dari keyakinan mereka pada revolusi militer 
melalui kecerdasan buatan, mengungkapkan nuansa 
yang sangat penting bagi pemahaman yang lebih luas 
tentang militer Tiongkok,” tulis Ben Noon, asisten riset di 
American Enterprise Institute, dan Chris Bassler, direktur 
Naval Science & Technology Cooperation Program 
di Office of Naval Research, dalam komentar Oktober 
2021 untuk situs web War on the Rocks. “Terlepas dari 
pertumbuhannya yang berkelanjutan, sejauh mana PLA 
dapat menangani sisi modernisasi militer yang kurang 
berwujud akan sangat penting bagi kemampuan perang 
militer Tiongkok di masa depan.”

Meski berkembang pesat, PLA tetap belum teruji 
di medan perang modern, yang membuat pengamat 
internal dan eksternal tidak yakin tentang “kemampuan 
perangnya yang sebenarnya,” kata Noon dan Bassler. 
Ini berarti para analis harus mengamati dengan saksama 
kemajuan PLA dan meneliti apa yang dikatakan PLA 
tentang lintasannya.

Laporan DOD menawarkan penilaian serupa: 
“Memahami prinsip-prinsip strategi nasional Republik 
Rakyat Tiongkok sangat penting untuk memahami 
pendorong strategi keamanan dan militer Tiongkok. 
Ini pada gilirannya menawarkan wawasan tentang jalan 
reformasi dan modernisasi Tentara Pembebasan Rakyat 
saat ini dan masa depan dalam hal kekuatan, kemajuan 
teknologi, organisasi, dan konsep operasionalnya 
— yang semuanya dapat menawarkan kepada para 
pemimpin RRT perluasan opsi militer untuk mendukung 
tujuan nasionalnya. o
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Proposisi BERISIKO TINGGI MENGAPA STRATEGI FUSI MILITER-SIPIL PKT DAPAT MENJADI BUMERANG DAN MUNGKIN TERBUKTI TRAGIS

STAF FORUM

A
ngkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat 
(PLAN) Partai Komunis Tiongkok (PKT) 
mendemonstrasikan penggunaan feri sipil untuk 
meluncurkan invasi tiruan ke Taiwan selama 

latihan Agustus 2022. Menggunakan jalur yang khusus 
dibuat, PLAN menggunakan feri roll-on/roll-off 
(RoRo) sipil untuk memuat kapal serbu amfibi di pantai 
Tiongkok dekat Selat Taiwan, demikian menurut USNI 
News, layanan berita harian Institut Angkatan Laut A.S. 

Militer PKT telah berlatih menggunakan feri 
amfibi penggunaan ganda selama bertahun-tahun. 
Latihan ini, bagaimanapun juga, lebih besar dan 
memerlukan peluncuran kapal dari RoRo di laut, yang 
akan meningkatkan calon serangan, purnawirawan 
Angkatan Laut A.S. Kolonel Tom Shugart, seorang 
analis pertahanan, mengatakan kepada USNI News.

Latihan itu dapat mengirimkan lebih dari 80% 
peralatan brigade berat PLAN dan lebih dari 10.000 
personel, tulis Shugart dalam sebuah artikel Oktober 
2022 untuk War on the Rocks, sebuah situs web untuk 
analisis dan perdebatan tentang strategi, pertahanan, 
dan urusan luar negeri. Pada tahun 2022, PLAN juga 
meningkatkan agresivitas yang digunakannya untuk 

melakukan latihan semacam itu dengan mengirim 
kapal perang di luar garis median di Selat Taiwan dan 
menerbangkan drone di atas kepulauan yang diperintah 
oleh Taiwan, jelas Shugart, seorang mantan perwira 
perang kapal selam dan seorang peneliti senior tidak 
tetap di Center for a New American Security.

Dalam hal invasi Tiongkok ke Taiwan, “augmentasi 
sipil akan sangat penting, bahkan menyediakan sebagian 
besar kapasitas angkut laut yang diperlukan,” Shugart, 
yang telah memantau latihan militer Tiongkok selama 
bertahun-tahun, mengatakan kepada USNI News. 

“Semua ini berarti bahwa Tiongkok dapat memiliki 
kemampuan untuk melakukan invasi yang sukses lebih 
cepat daripada yang dipikirkan banyak orang. Sebagai 
tanggapan, Taiwan dan mitranya harus mengambil 
tindakan segera untuk mengerahkan, sesuai skala 
dan dengan cara yang dapat bertahan, jumlah rudal 
antikapal canggih dan ranjau yang akan diperlukan 
untuk menghentikan puluhan kapal pendarat — dengan 
segala cita rasa — meski kapal tersebut dikepung dan 
disaring oleh ratusan kapal pengawal dan kapal umpan,” 
tulis Shugart dalam esainya di War on the Rocks.

“Perencana di Taipei dan Washington juga harus 
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Seorang perwira Tentara Pembebasan 
Rakyat menjaga Yuan Wang 5, 
sebuah kapal penelitian Tiongkok 
penggunaan ganda yang dilengkapi 
dengan teknologi pengawasan, di 
Pelabuhan Hambantota Sri Lanka 
pada Agustus 2022.  THE ASSOCIATED PRESS
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memutuskan terlebih dahulu pada titik mana mereka 
bersedia untuk mulai menembaki sasaran yang seolah-
olah sipil ini. Militer Tiongkok memiliki tujuan eksplisit 
untuk mengganggu komando dan kontrol jauh sebelum 
invasi dimulai, yang membuat waktu itu menjadi 
waktu yang buruk untuk diskusi bernuansa aturan 
keterlibatan. Armada kapal roll-on/roll-off sipil Tiongkok 
meningkatkan kesegeraan dan kompleksitas ancaman 
invasi yang dihadapi Taiwan. Washington harus mulai 
bersiap sekarang untuk melawannya,” tulis Shugart.   

Menggunakan feri sipil dalam invasi merupakan 
manifestasi dari strategi fusi militer-sipil (MCF) PKT 
yang dirancang untuk mendorong modernisasi PLA. 
MCF adalah bagian dari rencana yang dipromosikan oleh 
Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping untuk memungkinkan 
militer menjadi yang paling maju secara teknologi di 
dunia per tahun 2049. Sebagai ketua Komisi Militer 
Pusat dan Komisi Pusat Pengembangan Fusi Militer-
Sipil PKT, yang dibentuk pada tahun 2017, Xi mengawasi 
implementasi strategi itu, termasuk serangkaian pendekatan 
untuk mengikat komponen militer ke kegiatan sipil 
yang tampaknya tidak berbahaya. Mulai dari ekspedisi 
“penelitian” penggunaan ganda, seperti pelayaran Yuan 
Wang 5, yang menyediakan lebih banyak data pengawasan 
dan intelijen daripada informasi ilmiah, hingga armada 
penangkapan ikan yang berfungsi sebagai cabang militer 
PKT untuk menopang klaim teritorial yang tidak adil. 
Strategi Xi juga melibatkan spionase industri dan pencurian 
teknologi militer asing, seperti yang dilaporkan terjadi 
dengan pengembangan jet tempur generasi kelima PKT. 
Pesawat tempur siluman J-20 meniru teknologi dari 
program F-22 Raptor dan Joint Strike Fighter Amerika 
Serikat, demikian menurut para ahli.

Xi dan PKT, bagaimanapun juga, dapat membuat 
rakyat Tiongkok menanggung risiko dengan memajukan 
strategi agresif seperti itu, kata para analis militer. Di 
bawah hukum dan norma internasional, warga sipil yang 
harus dianggap nonkombatan dapat dianggap sebagai 

kombatan jika mereka berada di zona pertempuran atau 
area permusuhan umum dan/atau mendukung PLA di 
bawah MCF, demikian menurut penjelasan para analis 
hukum. Dengan terlibat dalam permusuhan, warga sipil 
bahkan dapat dianggap sebagai “pejuang tanpa privilese,” 
yang mengemban tanggung jawab status kombatan, 
tetapi tidak berhak atas privilese kombatan seperti status 
tawanan perang, demikian menurut Manual Hukum 
Perang Departemen Pertahanan A.S. (DOD). 

Dengan menunjukkan niat menggunakan RoRo 
untuk mengirimkan pasukan dan peralatan selama invasi, 
PLA melemahkan prinsip perbedaan di bawah Hukum 
Konflik Bersenjata (LOAC) dengan mengaburkan garis-
garis penting antara kapal perang dan kapal nonperang, 
sipil dan kombatan, serta objek sipil dan militer, kata 
para analis. LOAC, hukum internasional yang mengatur 
perilaku permusuhan bersenjata, berasal dari hukum dan 
perjanjian adat.

Sekutu dan mitra Indo-Pasifik menginginkan 
nonkombatan dilindungi dalam konflik, perang, atau operasi 
militer lainnya. Untuk mengurangi bahaya sipil, menjunjung 
tinggi prinsip perbedaan LOAC sangatlah penting.

Penggunaan RoRo oleh PLA dalam pelatihan untuk 
invasi amfibi juga menjadi preseden berbahaya dengan 
mengikis prinsip-prinsip hukum yang dibentuk untuk 
melindungi warga sipil dalam konflik.

KEMUNGKINAN GAGAL
Upaya MCF tersebut dapat menjadi kebodohan 
mengingat feri yang digunakan publik dan sistem sipil 
lainnya tidak mungkin bertahan di bawah serangan, 
demikian prediksi para analis. “Di antara banyak 
komponen penting yang diperlukan untuk pendaratan 
lintas-Selat yang sukses, kegagalan mengamankan area 
pendaratan untuk pasukan follow-on dalam serangan 
awal akan mengandaskan seluruh upaya, kemungkinan 
menimbulkan biaya yang parah pada pihak agresor dan 
mengakibatkan penarikan,” tulis Conor Kennedy, seorang 
peneliti di Institut Studi Maritim Tiongkok di Naval War 
College A.S. di Rhode Island, dalam analisis tahun 2021 
dalam China Brief di The Jamestown Foundation.

Selain itu, invasi PLAN melintasi Selat Taiwan 
— meski terutama menggunakan aset militer — 
kemungkinan akan gagal dan menimbulkan kerugian 
besar dan hasil yang tidak menguntungkan bagi Republik 
Rakyat Tiongkok (RRT), serta Jepang, Taiwan, dan A.S., 
demikian menurut analisis Januari 2023 oleh Center 
for Strategic and International Studies (CSIS). Wadah 
pemikir independen yang berbasis di Washington, D.C. 
ini mengembangkan simulasi permainan perang invasi 
Tiongkok ke Taiwan, yang termasuk serangan amfibi, dan 
menjalankannya 24 kali.

“Dalam sebagian besar skenario, Amerika Serikat/
Taiwan/Jepang mengalahkan invasi amfibi konvensional oleh 
Tiongkok dan mempertahankan Taiwan yang otonom,” kata 
laporan CSIS, yang berjudul, “The First Battle of the Next 
War: Wargaming a Chinese Invasion of Taiwan.” 

Meningkatkan Perlindungan untuk Warga Sipil Selama Operasi
Rencana Aksi Mitigasi dan 
Tanggapan Bahaya Sipil DOD A.S., 
yang dirilis pada Agustus 2022, 
menciptakan institusi dan proses 
untuk meningkatkan hasil strategis, 
mengoptimalkan operasi militer, dan 
memperkuat kemampuan militer 
untuk memitigasi bahaya sipil selama 
operasi. DOD berupaya untuk:
•	 Membangun pusat keunggulan 

sebagai hub dan fasilitator untuk 
analisis, pembelajaran, dan 
pelatihan yang terkait dengan 
mitigasi dan tanggapan bahaya 
sipil (CHMR).

•	 Memberi komandan dan operator 
lebih banyak informasi untuk 

lebih memahami lingkungan sipil. 
Memperbarui doktrin dan rencana 
operasi dengan panduan untuk 
mengatasi bahaya sipil di seluruh 
spektrum konflik bersenjata 
sehingga pasukan siap untuk 
memitigasi dan merespons.

•	 Mengembangkan standar 
pelaporan operasional dan proses 
manajemen data, termasuk 
platform di seluruh organisasi, 
untuk meningkatkan cara DOD 
mengumpulkan, berbagi, dan 
belajar dari data yang berkaitan 
dengan bahaya sipil.

•	 Meningkatkan penilaian dan 
respons terhadap bahaya sipil 

yang dihasilkan dari operasi 
militer.

•	 Memasukkan CHMR ke 
dalam latihan, pelatihan, dan 
pendidikan di seluruh pasukan 
gabungan, dan ke dalam kerja 
sama dan operasi keamanan 
dengan sekutu dan mitra. 

•	 Menetapkan komite pengarah 
yang diketuai bersama oleh 
para pemimpin militer senior 
untuk mengawasi dan memandu 
implementasi rencana yang tepat 
waktu dan efektif.

•	 Menunjuk sekretaris Angkatan 
Darat sebagai pendukung 
bersama DOD untuk CHMR.

Tentara Taiwan melakukan 
latihan amfibi di Kota Kaohsiung 
pada Januari 2023. PKT terus 
mengancam pulau yang memiliki 
pemerintahan mandiri tersebut.  
THE ASSOCIATED PRESS

Kapal Angkatan Laut 
Taiwan Yu Shan, kapal 
amfibi pertama yang 
dibangun di dalam negeri, 
membawa kapal pendarat 
selama latihan pada Januari 
2023 di Kaohsiung.
REUTERS
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Namun semua pihak membayar harga yang tinggi. 
“Amerika Serikat dan sekutunya kehilangan puluhan 
kapal, ratusan pesawat, dan puluhan ribu prajurit. Taiwan 
menyaksikan kehancuran ekonominya. Lebih lanjut, 
kerugian yang tinggi merusak posisi global A.S. selama 
bertahun-tahun. Tiongkok juga kehilangan banyak, 
dan kegagalan menduduki Taiwan dapat mengacaukan 
pemerintahan Partai Komunis Tiongkok,” demikian 
dugaan analisis itu.

Laporan itu memperkirakan bahwa PLA akan 
kehilangan 10.000 tentara, 155 pesawat tempur, dan 138 
kapal besar. Kekuatan angkatan laut dan amfibinya akan 
berantakan, dan puluhan ribu tentara PLA akan ditangkap.

Sementara itu, warga sipil di Taiwan akan berada 
dalam bahaya langsung. “Begitu perang dimulai, tidak 
mungkin untuk mengirim pasukan atau pasokan apa pun 
ke Taiwan, jadi ini adalah situasi yang sangat berbeda dari 
Ukraina di mana Amerika Serikat dan sekutunya dapat 
mengirim pasokan terus-menerus ke Ukraina” sejak invasi 
Rusia pada Februari 2022, kata Mark Cancian, seorang 
penasihat senior CSIS dan pemimpin proyek simulasi, 
kepada siaran berita CNN. Apa pun itu yang “akan 
digunakan rakyat Taiwan untuk berperang, mereka harus 
memilikinya ketika perang dimulai.”

PERLINDUNGAN HUKUM SIPIL
Puluhan tahun yang lalu, negara-negara di seluruh dunia 
menetapkan penargetan warga sipil pada masa perang 
sebagai kegiatan ilegal. Konvensi Jenewa, rangkaian empat 
perjanjian yang ditandatangani antara tahun 1864 dan 
1949 serta tiga protokol berikutnya, menetapkan standar 
hukum internasional untuk perlakuan kemanusiaan dalam 
perang, termasuk hak dan perlindungan yang diberikan 
kepada nonkombatan. Seratus sembilan puluh enam 
negara menandatangani dan meratifikasi konvensi tersebut. 
Lebih banyak negara telah menyetujui Konvensi Jenewa 
daripada yang menyetujui perjanjian internasional lainnya. 
Sebagian besar negara juga telah meratifikasi protokol 
pertama dan kedua, yang masing-masing memperkuat 
perlindungan korban konflik bersenjata internasional dan 
noninternasional. Hukum internasional yang melindungi 
warga sipil tidak banyak berubah sejak tahun 1970-an. Pasal 

51, Protokol Tambahan 1, menyatakan bahwa “penduduk 
sipil, serta warga sipil individual, tidak boleh menjadi objek 
serangan. Tindakan atau ancaman kekerasan yang tujuan 
utamanya adalah untuk menyebarkan teror di kalangan 
penduduk sipil dilarang.”

Beberapa negara dan organisasi telah meningkatkan 
perlindungan tersebut. DOD A.S., misalnya, baru-baru 
ini menerbitkan Rencana Aksi Mitigasi dan Tanggapan 
Bahaya Sipil baru untuk memperluas langkah-langkah yang 
menyelamatkan warga sipil dari dampak operasi militer. 
(Lihat bilah sisi, Halaman 21.) Komite Palang Merah 
Internasional melakukan penelitiannya sendiri tentang 
gagasan warga sipil yang mengambil bagian langsung 
dalam permusuhan, yang berjudul “Interpretive Guidance 
on the Notion of Direct Participations in Hostilities under 
International Humanitarian Law,” yang diterbitkan pada 
tahun 2009. Studi selama enam tahun tersebut berusaha 
mengklarifikasi siapa yang dianggap sebagai warga sipil 
untuk tujuan melakukan permusuhan; perilaku apa yang 
merupakan partisipasi langsung dalam permusuhan; dan 
modalitas tepat di mana warga sipil yang berpartisipasi 
langsung dalam permusuhan kehilangan perlindungan 
mereka terhadap serangan langsung. Namun, rekomendasi 
laporan itu hanya mendapat sedikit traksi, karena banyak 
negara belum menerima definisi dan kesimpulan lebih luas 
yang dicapai Palang Merah untuk melindungi warga sipil.

Negara-negara umumnya setuju bahwa warga sipil 
yang terlibat dalam serangan terhadap musuh berarti 
berpartisipasi langsung dalam permusuhan, sebagaimana 
hukum yang berlaku sekarang. Selain itu, objek sipil 
dapat menjadi objek militer dalam keadaan tertentu, 
sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 52, Protokol 
Tambahan 1, serta Manual Hukum Perang DOD, 
demikian penjelasan para analis hukum. 

Negara-negara yang melakukan serangan harus 
membedakan kombatan dari warga sipil. Namun tidak ada 
kewajiban yang jelas untuk menandai atau mengidentifikasi 
warga sipil. Dalam praktik, tanda tersedia untuk bangunan 
yang dilindungi seperti rumah sakit, properti budaya, dan 
struktur pertahanan sipil. Sering kali, agresor mengabaikan 
tanda-tanda tersebut. Rusia, misalnya, dituduh melakukan 
serangan membabi buta terhadap Ukraina. Kantor 

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-
Bangsa (OHCHR) menyatakan “keprihatinan mendalam” 
dan mengeluarkan peringatan kepada Moskow bahwa 
menargetkan nonkombatan dapat dianggap sebagai 
kejahatan perang. “Warga sipil terbunuh dan cacat dalam 
apa yang tampaknya merupakan serangan tanpa pandang 
bulu, dengan pasukan Rusia menggunakan senjata 
peledak dengan efek area yang luas di atau dekat daerah 
berpenduduk,” kata Liz Throssell, juru bicara OHCHR, 
pada Februari 2022. “Ini termasuk rudal, peluru artileri 
berat dan roket, serta serangan udara.” Dia mengatakan 
bahwa penembakan oleh Rusia, sebagian kemungkinan dari 
bom klaster, menghantam sekolah, rumah sakit, dan taman 
kanak-kanak hanya 15 hari setelah dimulainya perang. 
Kematian dan cedera warga sipil terus berlanjut sepanjang 
perang, tetapi Rusia membantah menargetkan warga sipil. 
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) meluncurkan 
penyelidikan pada Maret 2022 terhadap kemungkinan 
kejahatan perang di Ukraina kemudian mengumumkan 
pada Maret 2023 bahwa mereka akan mengajukan tuntutan 
dalam dua kasus terhadap Rusia, demikian menurut laporan 
BBC. Pada pertengahan Maret 2023, ICC mengeluarkan 
surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir 
Putin atas kejahatan perang karena dugaan keterlibatannya 
dalam penculikan anak-anak dari Ukraina, demikian 
laporan The Associated Press.

Dalam hal penggunaan RoRo, PLA belum 
membedakan ferinya dari feri sipil, seperti dengan 
mengecat abu-abu kapal PLA atau membubuhkan tanda 
militer. Selain itu, PKT menciptakan serangkaian undang-
undang dan peraturan domestik yang dimulai pada tahun 
1995 yang mengatur transportasi sipil dan pada dasarnya 
memungkinkan PLA untuk mengaburkan peran RoRo. 
Namun, aturan semacam itu tidak melegitimasi kegiatan 
yang tidak sesuai dengan hukum internasional. 

PLA tampaknya membayangkan sekumpulan fungsi 
militer untuk RoRo, mulai dari pengiriman pasukan 
hingga penempatan ranjau, pengintaian, dan penipuan, 
seperti yang dijelaskan oleh purnawirawan perwira 
intelijen pertahanan A.S. Lonnie D. Henley dalam 
edisi Mei 2022 dari China Maritime Report, yang 
diterbitkan oleh U.S. Naval War College. PLA juga 
bermaksud bersembunyi di balik fasad sipil RoRo untuk 
menggambarkan legitimasi domestik dan menciptakan 
dalih untuk mengajukan tuduhan jika RoRo diserang 
dalam konflik. Selain itu, RoRo dapat digunakan 
untuk mengeksploitasi keraguan pasukan lawan untuk 
menyerang kapal sipil — bahkan mereka yang terlibat 
dalam kegiatan perang, kata para analis.

Melindungi warga sipil dari operasi militer harus 
menjadi perhatian utama negara di bawah Konvensi Jenewa 
Pasal 57 (1), Protokol Tambahan 1, karena sebagian besar 
negara, termasuk RRT, telah secara tersirat setuju. Dengan 
memajukan MCF, Beijing tampaknya menempatkan 
warganya dalam bahaya dalam hal kebijakan pemerintah. 
Penggunaan RoRo dalam latihan militer mendorong 
perlindungan sipil internasional menuruni lereng yang 
licin, demikian pendapat para analis.

BIAYA TINGGI DARI FUSI, HEGEMONI
Banyak negara menggunakan warga sipil dan objek sipil 
untuk menambah operasi militer, baik demi kemudahan 
atau di bawah tekanan. Selama Perang Dunia I, Prancis 
menempatkan menara relai komunikasi militer di atas 
Menara Eiffel di Paris untuk mengirim dan mencegat 
pesan-pesan penting. Selama Perang Dunia II, Britania 
Raya menggunakan kapal nelayan dan kapal pesiar 
untuk menarik pasukan dari Dunkirk saat pasukan 
Jerman maju. Australia telah menggunakan kontraktor 
sipil untuk mendukung pasukan di Asia Tengah dan 
Timur Tengah untuk misi penjaga perdamaian. A.S. juga 
telah menggunakan kontraktor sipil dan rantai pasokan 
komersial untuk mendukung operasi militer global selama 
beberapa dekade.

Akan tetapi, dalam mengejar hegemoni, PKT telah 
berusaha membuat upaya sipil dan militer tidak dapat 
dibedakan, sering kali memperoleh teknologi utama 
dengan menggunakan warga sipil Tiongkok dalam kegiatan 
yang tidak transparan dan terlarang, termasuk transfer 
teknologi paksa, pengumpulan intelijen, dan pencurian. 
“MCF mengancam kepercayaan, transparansi, resiprositas, 
dan nilai-nilai bersama yang melandasi kolaborasi sains 
dan teknologi internasional serta praktik bisnis global yang 
adil,” ungkap DOD dalam arahan tahun 2020.

Cara-cara yang digunakan PKT untuk memperoleh 
teknologi dan aset — untuk menyertakan fasilitas, 
pangkalan, dan infrastruktur militer penggunaan ganda 
— juga dapat memicu kecurigaan terhadap warga sipil 
nonkombatan Tiongkok yang terlibat dalam upaya seperti 
itu selama konflik, demikian tegas para analis.

“MCF ditafsirkan sebagai seruan perang oleh PKT 
untuk siap tempur pada tahun 2022 dan seterusnya — 
sebuah seruan yang telah dilakukan Partai itu sejak segera 
setelah mengambil alih kekuasaan di Tiongkok Daratan 
pada tahun 1949. Mengembangkan PLA menjadi militer 
kelas dunia per tahun 2049 tetap menjadi tujuan utama,” 
tulis Dr. Monika Chansoria, seorang peneliti senior di 
The Japan Institute of International Affairs di Tokyo, 
dalam esai tahun 2021 untuk JAPAN Forward, sebuah 
situs berita berbahasa Inggris. 

“Untuk mencapainya,” dia memprediksi, “realitas 
lapangan yang berkembang dari kegiatan dan agravasi 
Tiongkok di perbatasan Himalaya, Laut Cina Selatan, dan 
Laut Cina Timur makin ditentukan oleh fusi militer-sipil 
dari siluman militer, ekonomi, dan politik.” 

Wawasannya tampak berlaku hingga tahun 2023.
Mengingat tingkat agresi dan ambisi PKT, sekutu 

dan mitra Indo-Pasifik harus menegaskan pentingnya 
menjunjung tinggi Hukum Konflik Bersenjata pada 
masa damai untuk memastikan warga sipil menikmati 
perlindungan yang menjadi hak mereka berdasarkan 
hukum internasional jika terjadi konflik. Jika tidak, 
PLA akan mencoba mengeksploitasi prinsip-prinsip 
perbedaan dan kehormatan dalam hukum itu untuk 
mendapatkan keuntungan. Warga sipil di Tiongkok, 
Taiwan, dan di tempat lain dapat membayar harga 
tertinggi.  o

Zhong Yuan Yu 16 yang 
berbendera Tiongkok 
berlayar di dekat Kepulauan 
Galapagos di Ekuador pada 
Juli 2021. PKT menggunakan 
ribuan kapal penangkap ikan 
perairan jauh sebagai bagian 
dari strategi fusi militer-
sipilnya.  THE ASSOCIATED PRESS
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Sebelum itu, Scripps Institution of Oceanography 
melakukan upaya perintis UDA, yang diluncurkan pada 
tahun 1946 dan disahkan oleh Angkatan Laut A.S., untuk 
memetakan udang gertak. Suara makhluk itu telah diukur 
pada 200 desibel, lebih keras daripada mamalia terbesar 
di Bumi, paus biru dalam kondisi yang serupa. Kelompok 
besar udang gertak di bagian-bagian tertentu dari dasar 
laut dapat mengganggu komunikasi dan penelitian bawah 
air. Studi Scripps mengungkapkan bahwa udang gertak 
terutama hidup di perairan pesisir tropis dan memiliki 
pola vokalisasi unik yang secara akustik dapat membanjiri 
kapal selam nuklir dengan frekuensi yang tumpang tindih 
yang digunakan untuk navigasi dan pengawasan sonar. 

Pada tahun 1988, ada bukti insiden seperti itu 
selama latihan perdana kapal selam bertenaga nuklir di 
Visakhapatnam, India. Ketika kapal selam telah mencapai 
kedalaman yang ditentukan, seluruh layar sonar kosong, 
meski kru melakukan blast transmission untuk mengatasi 
situasi itu. Ada alasan yang cukup untuk mengaitkan 
masalah tersebut dengan udang gertak. Proliferasi kapal 
selam di Indo-Pasifik membutuhkan pertimbangan serius 
terhadap aspek UDA ini. 

LANGKAH KE DEPAN
Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk merencanakan 
pengerahan kapal selam dengan tepat. Pemetaan habitat, 
diikuti oleh pemetaan soundscape, merupakan jalan ke 
depan. Ada 14 subspesies udang gertak di perairan sekitar 
anak benua India saja, masing-masing dengan vokalisasi 
dan variasi unik dalam ekosistem dan siklus hidupnya. 
Ini akan memerlukan R&D khusus lokasi yang signifikan 
dengan kesimpulan berulang kali diuji lapangan.

Pada tahun 2000, latihan SWAM tiga tahun yang 
dikenal sebagai Asian Seas International Acoustics 
Experiment (ASIAEX) diluncurkan di laut Cina Selatan 
dan Cina Timur. Komunitas strategis maritim menyadari 
bahwa RRT telah mengembangkan kemampuan maritim 

yang signifikan dan bahwa UDA sangat penting untuk 
mempersiapkan pasukan bagi pengerahan potensial. 
Kantor Penelitian Angkatan Laut A.S. mendanai ASIAEX, 
dengan enam universitas A.S., yang dipimpin oleh 
University of Washington, mengembangkan model dan 
mengidentifikasi situs validasi eksperimen selama tahap 
pertama. Pada tahap kedua, hampir 20 institusi dari 
RRT, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, A.S., dan negara 
lainnya mengumpulkan data lapangan. RRT menyadari 
kekhawatiran A.S., tetapi berpartisipasi untuk melanjutkan 
inisiatif UDA-nya sendiri.

MEMBANGUN KERANGKA KERJA UDA
Tatanan global kontemporer perlu dikontekstualisasi 
berdasarkan insiden baru-baru ini sebelum sekutu dan 
para pihak dapat sepenuhnya memahami relevansi 
kerangka kerja UDA dan berusaha untuk bergerak maju. 

KTT Dialog Keamanan Kuadrilateral (Quad) di Tokyo 
pada 24 Mei 2022, mempertemukan para pemimpin 
Australia, India, Jepang, dan A.S. ketika komunitas 
internasional mengalami gejolak besar di berbagai bidang. 
Dampak berjenjang dari pandemi, disusul oleh invasi Rusia 
ke Ukraina, berkontribusi terhadap krisis yang belum pernah 
terjadi sebelumnya bagi mesin perekonomian global. KTT 
Quad tumpang tindih dengan pertemuan Forum Ekonomi 
Dunia di Swiss, di mana para pemimpin global lainnya 
bertemu untuk membahas tema “Sejarah pada Titik Balik: 
Kebijakan Pemerintah dan Strategi Bisnis.” 

KTT Quad menghasilkan dua pengumuman besar 
untuk mendukung Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka. 
Pertama, kemitraan kesadaran ranah maritim (maritime 
domain awareness - MDA) akan memberikan aliran data 
baru dari satelit komersial ke negara-negara di seluruh 
kawasan ini. Kedua, Quad memperkenalkan Kerangka 
Kerja Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) untuk kemakmuran, 

DR. ARNAB DAS/LETNAN KOLONEL (PURN.) ANGKATAN LAUT INDIA

DAN

Perspektif Baru tentang Kesadaran Ranah Bawah Air

Bersambung ke halaman 28

P
usat kekuatan global telah bergeser menuju 
samudra Hindia dan Pasifik. Ruang strategis 
Indo-Pasifik diakui sebagai teater utama interaksi 
geopolitik dan geostrategis pada abad ke-21. 
Lebih banyak negara secara global mengerahkan 

aset di kawasan ini untuk memastikan kehadiran dan 
kepentingan strategis mereka. India, Republik Rakyat 
Tiongkok (RRT), dan Rusia muncul sebagai kekuatan 
besar di kawasan ini bersama Amerika Serikat. Kita harus 
menyadari pentingnya ranah maritim dalam proses 
pembentukan tatanan global multipolar. 

Ancaman yang meningkat di bawah gelombang adalah 
aspek penting dari ruang strategis yang berkembang ini 
seiring makin banyaknya negara yang memperoleh kapal 
selam modern. Mitra keamanan di Indo-Pasifik perlu 
memahami mengapa kesadaran ranah bawah air (underwater 
domain awareness - UDA) sangat penting dan cara 
meningkatkannya untuk memenuhi kebutuhan pertahanan.

Misalnya, teknologi sonar yang dikembangkan 
selama Perang Dingin untuk pengawasan bawah air 
tidak berfungsi di perairan pesisir tropis seperti samudra 
Hindia dan Pasifik. Dengan tidak adanya algoritma 
pemrosesan sinyal akustik yang disesuaikan, penggunaan 
perangkat keras untuk memetakan karakteristik khusus 
lokasi perairan tropis menjadi hal yang sia-sia. Di perairan 
Indo-Pasifik, kinerja sonar terdegradasi sekitar 60%, yang 
menghadirkan keterbatasan serius yang banyak ditangani. 

KESADARAN RANAH
Perairan seperti itu menghadirkan banyak peluang dan 
tantangan. Perairan tersebut memiliki kekayaan besar 
dalam hal keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. 

Negara-negara berkembang di kawasan ini biasanya 
tidak dapat memprioritaskan sains dan teknologi (S&T) 
dan penelitian dan pengembangan (R&D) khusus lokasi 
untuk pengembangan kapasitas dan kemampuan akustik 
jangka panjang. Selain itu, banyak negara berkembang 
tidak memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi 
dan memperoleh nilai ekonomi dari perairan mereka. 
Kombinasi ini membuat mereka bergantung pada kekuatan 
luar untuk keamanan strategis dan kesejahteraan ekonomi 
yang membuat mereka terbuka untuk dieksploitasi.

Volatilitas regional dapat berkontribusi pada negara 
kuat dari luar kawasan yang memanipulasi negara-negara 
ini untuk kepentingan pribadi mereka. Aktor non-negara 
beroperasi di kawasan ini, sering kali dengan dukungan 
negara. Keunggulan asimetris dan disruptif yang dimiliki 
aktor non-negara ini merupakan kekhawatiran utama 
yang harus dilawan pasukan keamanan, terutama dengan 
cara konvensional, dan keuntungan seperti itu hanya 
meningkatkan pentingnya UDA.

Mengembangkan UDA di perairan pesisir tropis 
itu rumit, seperti yang diungkapkan berbagai upaya 
pengukuran akustik air dangkal (SWAM). SWAM 
adalah cara yang terbukti untuk membangun kapasitas 
dan kemampuan akustik di perairan tersebut. Langkah 
pertama adalah pemodelan dan simulasi untuk 
mengembangkan pemahaman tentang derau ambien 
(ambient noise) bawah air dan perilaku saluran.

A.S. telah memimpin selama beberapa dekade dalam 
penelitian kapal selam, SWAM, dan UDA. Pada 3 Agustus 
1958, USS Nautilus, kapal selam bertenaga nuklir pertama 
di dunia, menjadi kapal pertama yang menyelesaikan 
perjalanan bawah laut di Kutub Utara. 

Suara dari kelompok besar udang gertak dapat mengganggu 
komunikasi bawah air.TATANAN GLOBAL

INDO-PASIFIK
RUANG STRATEGIS

Kapal selam Angkatan Laut India INS Vagir dioperasikan di 
Mumbai pada Januari 2023. Militer Indo-Pasifik meningkatkan 
kemampuan kapal selam. REUTERS
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PEMANTAUAN SAMUDRAKESADARAN RANAH MARITIM

Radar Frekuensi Tinggi
mengukur arus dan 
gelombang dari daratan

Long Range 
Identification and 

Tracking (LRIT)

Virtual Private 
Network (VPN)

Very Small 
Aperture Terminal 

(VSAT)

Vessel Monitoring 
System (VMS) 

Synthetic Aperture 
Radar (SAR) 

Global 
Positioning 

System (GPS) Airborne Lidar 
mengukur atmosfer 
di atas samudra 
dan aerosol 
samudra

Satelit 
mengukur suhu 
permukaan laut, 
permukaan 
laut, dan es 
laut, dan juga 
digunakan untuk 
pemantauan 
samudra

Drifting Ocean Buoy  
mengukur suhu air, tinggi 
gelombang, dan periode gelombang 

Kapal Pengamat Sukarela   
menyediakan data meteorologi 
dan oseanografi 

Moored Buoy 
mengukur suhu 
air, salinitas, 
dan meteorologi 
permukaan

Bio-logging 
melibatkan 
pemasangan sensor 
pada hewan laut 
untuk mengamati 
perilaku mereka

Expendable 
Bathythermograph 
mengukur suhu 
pada kedalaman samudra 
yang berbeda-beda

Air Gun dan Streamer 
Cable digunakan untuk 
survei seismik untuk 
menyelidiki fitur geologi di 
bawah dasar samudra 

Sistem Kabel Bawah Laut 
mengukur gempa bumi dan 
tsunami di dasar samudra

Wahana Bawah Air Otonom 
memperoleh data topografi dasar 
samudra dan data profiler sub-bottom

Glider Bawah Air 
Sistem pengamatan otonom

Dredge Bucket 
mengumpulkan 
sedimen dan bebatuan 
di dasar samudra

Water Sampler dengan 
sensor konduktivitas, 
suhu, dan kedalaman 
mengumpulkan sampel 
air laut dan mengukur 
suhu, salinitas, dan 
tekanan samudra Wahana yang 

Dioperasikan dari 
Jarak Jauh digunakan 
untuk survei laut dalam, 
pengambilan sampel 
dasar samudra, dan 
pemasangan peralatan 

Sistem Argo Float 
Drifting mengukur suhu 
dan salinitas, saat naik 
dan turun di samudra 

VMS

LRITPENGGUNA

PUSAT 
KESADARAN 
RANAH MARITIM

PELABUHAN

STASIUN AIS
PESISIR

KEMERA 

LAYANAN LALU LINTAS KAPAL

LRIT

RADAR 

AIS

Penghindaran Tabrakan: 
Automatic Identification 

System (AIS)

AIS Aids to 
Navigation 

BATAS PENANGKAPAN IKAN

Jangkauan AIS: Rata-rata 20 hingga 40 mil 

Automatic Identification System (AIS) melacak 
kapal dan berfungsi sebagai transponder, menyiarkan 
informasi dalam pita maritim bergerak VHF.

AIS Aids to Navigation adalah panduan yang 
disiarkan melalui radio AIS dari stasiun darat atau 
lepas pantai atau secara virtual untuk ditampilkan di 
lokasi yang ditentukan pada radar berkemampuan AIS 
atau sistem grafik elektronik.

Long Range Identification and Tracking (LRIT) 
adalah mekanisme pelaporan real-time berbasis 
satelit yang dapat menemukan kapal yang tadinya 
tidak terlihat dan berpotensi menjadi ancaman. 

Komunikasi Satelit: Privat dan Aman

AIS: Publik dan Tidak Aman

Multiple Corers 
mengumpulkan sampel 
sedimen dari dasar 
samudra Bottom-Mounted 

Acoustic Doppler 
Current Profiler 
mengukur arus 
samudra dan 
pesisir

Perangkap 
Sedimen 
mengumpulkan 
partikel yang 
jatuh ke dasar 
samudra 

Sumber: Buku Putih tentang Samudra dan Kebijakan Samudra di Jepang 2019, Ocean Policy Research Institute, Sasakawa Peace Foundation; Japan Agency for Marine-Earth Science and 
Technology. https://www.jamstec.go.jp/e/about/equipment/observe/

Power Grab 
mengumpulkan 
sampel seperti 
mineral dasar laut
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adalah pemahaman tentang apa pun yang terkait dengan ranah maritim, seperti infrastruktur, orang, kargo, kapal, 
dan angkutan lainnya, yang dapat memengaruhi keamanan, keselamatan, perekonomian, dan lingkungan. 

melibatkan pengumpulan dan penyediaan data pengamatan untuk 
memahami keadaan lingkungan samudra saat ini dan perubahan 
apa yang telah dialami samudra. Para peneliti, pakar industri, dan 
ahli teknologi militer menggunakan berbagai instrumen dan teknik 
pengukuran untuk memantau samudra.

Komunikasi satelit Very Small Aperture Terminal (VSAT) 
bergantung pada stasiun yang berbasis di Bumi untuk 
menerima dan mengirimkan data real-time. 

Vessel Monitoring System (VMS) adalah sistem komunikasi 
satelit yang digunakan oleh badan regulator untuk memantau 
pergerakan dan lokasi kapal penangkap ikan komersial. 

Virtual Private Network (VPN) menciptakan koneksi yang 
aman dan terenkripsi melalui jaringan publik atau kurang 
aman, seperti internet. 

Sumber: Pole Star, Absolute Software Corp.

Synthetic Aperture Radar (SAR) menggunakan rentang 
gelombang mikro dari spektrum elektromagnetik untuk 
mendeteksi kapal, termasuk pada malam hari atau dalam 
kondisi visibilitas yang buruk.

Kesadaran Ranah Bawah Air (Underwater Domain 
Awareness - UDA) berkaitan dengan MDA yang berfokus 
pada sektor bawah air untuk mencakup jalur komunikasi 
laut, perairan pesisir, dan beragam aset maritim. Dalam hal 
keamanan, ini memerlukan proliferasi kemampuan kapal 
selam dan ranjau yang dimaksudkan untuk membatasi akses 
ke laut dan perairan pesisir serta aktor yang berseteru.

Sistem legasi untuk memantau kegiatan maritim meliputi radar pesisir serta 
patroli udara dan permukaan. Kemampuan pelacakan canggih seperti AIS dan 
VMS memberikan cakupan yang tidak merata sebab kerangka kerja hukum di 
sebagian besar wilayah samudra belum mewajibkan pemasangannya.

Kesadaran Ranah 
Bawah Air (UDA) 

Pengukuran Akustik 
Air Dangkal
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sebuah kelompok ekonomi yang dipimpin A.S. yang 
terdiri dari 12 negara. Negara-negara ini menyumbang 
40% dari produksi domestik bruto global. Kerangka 
kerja ekonomi ini secara luas bertumpu pada empat pilar: 
perdagangan, ketahanan rantai pasokan, energi bersih, 
dan dekarbonisasi, selain pajak dan langkah-langkah 
antikorupsi. Pernyataan bersama itu menyebutkan bahwa 
kerangka kerja tersebut bertujuan untuk “memajukan 
ketahanan, keberlanjutan, inklusivitas, pertumbuhan 
ekonomi, keadilan, dan daya saing” di negara-negara ini. 

Banyak yang menganggap pengumuman MDA ini 
sebagai tambahan substansial bagi agenda Quad dan inisiatif 
yang paling menjanjikan hingga saat ini. Secara khusus, hal 
ini memuaskan keinginan sebagian besar mitra regional bagi 
Quad untuk menyediakan barang publik dan memenuhi 
kebutuhan negara-negara kecil di ruang strategis Indo-
Pasifik. Jika Quad dapat mengimplementasikan kemitraan 
MDA dengan benar, Quad akan menjadi pengubah 
permainan bagi seluruh wilayah ini dan menunjukkan nilai 
nyata bagi semua negara. 

MELACAK PERBAIKAN
Sistem legasi untuk memantau kegiatan maritim 
meliputi radar pesisir serta patroli udara dan permukaan. 
Kemunculan sistem identifikasi otomatis (AIS) baru-baru 
ini untuk memantau lalu lintas pengiriman yang lebih 
besar di perairan internasional dan mandat penggunaan 
sistem pemantauan kapal (VMS) oleh kapal penangkap 
ikan berlisensi di beberapa negara memungkinkan 

Pengembangan Pengembangan 
Kapabilitas & Kapasitas Kapabilitas & Kapasitas 

AkustikAkustik

Sain
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Keamanan Nasional

Korporat

Lingkungan Laut

Peralatan 

Modern

Angkatan Laut 

Anti-Bajak Laut, Terorisme 

Maritim
Keselamatan Pasukan Penjaga 

Pantai, Pengendalian Polusi, 

Dukungan dan Pengumpulan 

Data Ilmiah

MelawanPolusi

Industri 

Minyak & Gas

Ladang Angin

Lepas Pantai

Peraturan

Peraturan
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•	Pusat Pengawasan Perikanan Badan Perikanan 
Forum Kepulauan Pasifik di Kepulauan Solomon.

Ketersediaan data kualitas tinggi untuk pusat-pusat 
ini akan secara signifikan meningkatkan inisiatif MDA di 
kawasan ini.

Pakta keamanan yang ditandatangani oleh Australia, 
Britania Raya, dan A.S. pada September 2021 akan 
mendukung akuisisi kapal selam bertenaga nuklir yang 
dipersenjatai secara konvensional oleh Canberra, serta 
memajukan kolaborasi dalam teknologi canggih, termasuk 
kemampuan bawah laut. Armada kapal selam bertenaga 
nuklir membutuhkan UDA pada skala yang luar biasa 
besar, yang membuat latihan SWAM utama menjadi 
kebutuhan bagi Australia, Britania Raya, dan A.S..

RRT telah melakukan sejumlah besar perjalanan 
penelitian di kawasan Samudra Hindia dalam beberapa 
tahun terakhir untuk meningkatkan UDA, lebih dari 
gabungan Prancis, India, dan A.S. Sejak tahun 2019, 
kapal-kapal Tiongkok telah melakukan puluhan misi 
untuk menyurvei perairan dalam di Teluk Benggala, 
Laut Arab, dan perairan di sebelah barat Indonesia, yang 
dianggap sebagai area operasi kapal selam yang penting 
bagi Australia dan India. 

Pusat Penelitian Maritim di Pune, India, bekerja 

sama dengan Nir Dhwani Technology Pvt. Ltd. telah 
mengusulkan kerangka kerja UDA yang mendorong  
penggabungan sumber daya dan upaya sinergi dari 
para pemangku kepentingan dalam keamanan maritim, 
ekonomi biru, manajemen lingkungan dan bencana, 
serta komunitas sains dan teknologi. Bahkan negara 
dengan kecenderungan geopolitik yang beragam dapat 
berkolaborasi dalam masalah manajemen lingkungan dan 
bencana, yang akan mendorong pengerahan S&T yang 
lebih tinggi di seluruh aplikasi. (Lihat gambar di atas.)

Namun, di perairan pesisir tropis Indo-Pasifik, 
persyaratan inti akan tetap berupa peningkatan kapasitas 
dan kemampuan akustik. Tanpa adanya sonar yang efektif, 
tidak ada solusi yang layak. Dengan adanya dorongan 
yang tepat, visi kerangka kerja UDA dapat mengatasi 
beberapa tantangan global.

Tatanan global menuntut agar keamanan dan 
pertumbuhan dihadapi dengan mulus. Tantangan dan 
peluang yang dihadirkan oleh perairan pesisir tropis 
Indo-Pasifik dapat ditangani secara komprehensif dengan 
implementasi kerangka kerja UDA. Berbagai forum 
kemitraan seperti, Asosiasi Lingkar Samudra Hindia, dan 
Quad, di antara yang lainnya, harus memprioritaskan dan 
melembagakan kerangka kerja ini dalam agenda mereka.  o

PERSPEKTIF KOMPREHENSIF TENTANG KESADARAN RANAH BAWAH AIR
Sambungan dari halaman 25

Seorang pekerja Ukraina menggunakan drone bawah air untuk 
mencari persenjataan yang tidak meledak di sebuah danau 
dekat Kyiv.  REUTERS

pelacakan, dengan mengidentifikasi data, posisi, jalur, dan 
kecepatan yang diteruskan ke kapal dan stasiun penerima 
di sekitar, baik di darat maupun di ruang angkasa. 

Namun, cakupan AIS dan VMS tidak merata sebab 
kerangka kerja hukum di beberapa wilayah samudra belum 
mengamanatkan pemasangan sistem semacam itu. Selain 
itu, ada upaya serius untuk merongrong implementasinya 
oleh aktor yang terlibat dalam operasi penangkapan ikan 
ilegal dan kegiatan terlarang lainnya. Dengan demikian, 
lembaga penegak hukum maritim bergantung pada radar 
pesisir serta patroli udara dan permukaan, yang memiliki 
jangkauan terbatas. Transponder AIS dan VMS terestrial 
tradisional sama-sama memiliki keterbatasan tersebut. 
Radar pesisir dan AIS/VM terestrial terlalu banyak bekerja 
dan kalah jumlahnya untuk melawan skala aktivitas 
terlarang di Indo-Pasifik. 

AIS/VMS berbasis satelit adalah alternatif yang baik 
untuk mencakup area samudra yang besar, tetapi tidak 
tersedia secara luas. Sistem satelit ini memiliki sensor 
radar apertur elektro-optik dan sintetis untuk pencitraan 
permukaan bumi. Peralihan dari satelit besar di orbit 
geosinkron ke konstelasi satelit kecil di orbit Bumi 
rendah telah mengurangi biaya data satelit. Namun, 
skala data pengindraan jarak jauh berbasis ruang angkasa 
yang diperlukan untuk secara konsisten memantau zona 
ekonomi eksklusif masih menjadi hambatan bagi negara-
negara berkembang di Indo-Pasifik. 

Satelit pencitraan memerlukan perimbangan antara 
resolusi dan apertur: Frekuensi yang lebih rendah 
memberikan jangkauan yang lebih baik, tetapi resolusi 
yang lebih buruk dan sebaliknya. Oleh karena itu, sistem 
hibrida diperlukan untuk memastikan area yang lebih 
besar tercakup oleh resolusi rendah, sensor elektro-optik, 
atau radar, sementara area yang lebih kecil dipetakan 
menggunakan kamera pencitraan resolusi tinggi.

Dalam hal analisis, otomatisasi dan pembelajaran 
mesin sangat penting untuk identifikasi perilaku 
mencurigakan secara real-time dari berbagai sumber 
data. Tantangannya berkisar dari kerangka kerja 
peraturan yang tidak merata di berbagai negara, 
keterbatasan kapasitas dan kapabilitas, masalah privasi 
data, kurangnya kerja sama yang mulus di seluruh 
kawasan, dan kurangnya R&D khusus lokasi. 

HawkEye360 yang berbasis di A.S. adalah operator 
komersial terkemuka, dan anggota Quad berencana 
membeli dan berbagi datanya dengan mitra di seluruh 
Indo-Pasifik. Quad juga akan memfasilitasi pemrosesan 
dan pembagian data secara real-time melalui saluran 
yang ada.

Fasilitas analisis data yang saat ini beroperasi di Indo-
Pasifik meliputi: 

•	Platform SeaVision Angkatan Laut A.S.
•	Pusat Fusi Informasi Samudra Hindia India
•	Pusat Fusi Informasi yang berbasis di Singapura
•	Pusat Fusi Pasifik yang disponsori Australia  

di Vanuatu
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Makin banyak muncul tanda-tanda bahwa 
berbagai negara — terutama di Indo-
Pasifik — menganggap Republik Rakyat 
Tiongkok (RRT) sebagai ancaman keamanan. 
Indikatornya termasuk rencana Jepang untuk 

secara drastis meningkatkan belanja pertahanannya, 
pemilihan presiden Korea Selatan yang kritis terhadap 
paksaan Tiongkok, dan partisipasi pertama kali dalam 
KTT tahunan NATO oleh empat mitra Indo-Pasifik.

Langkah-langkah ini dan yang lainnya datang 
setelah Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok 
(PKT) Xi Jinping menyatakan bahwa bangsanya akan 
memprioritaskan masalah keamanan di atas yang lainnya. 
Xi memperkenalkan konsep keamanan pada tahun 
2014 yang khas bagi RRT dan menegaskan kembali 
ketentuannya selama Kongres Nasional ke-20 PKT pada 
Oktober 2022, ketika dia mengamankan masa jabatan 
lima tahun ketiga sebagai pemimpin partai. Kebijakan 
keamanan nasional yang komprehensif ini mencakup 16 
bidang tata kelola, termasuk ketahanan budaya, ketahanan 
pangan, ketahanan energi, dan keamanan militer. 

“Sekuritisasi bertahap dari segalanya adalah apa yang 
kita lihat di Tiongkok,” kata Helena Legarda, kepala analis 
Mercator Institute for China Studies yang berbasis di Berlin, 
kepada FORUM. “Segala bidang kebijakan dapat dilihat oleh 
Beijing sebagai masalah keamanan nasional jika hal itu dapat 
menimbulkan tantangan bagi rezim dan sistem politik.” 

Tampaknya, tujuan kebijakannya, sebagian didorong 
oleh persepsi ancaman internal dan eksternal, adalah 
kemandirian. “Secara efektif, ini adalah persiapan Beijing 
untuk hal terburuk jika mereka perlu memutuskan 
hubungan dengan Barat,” kata Legarda.

Berbagai reaksi terhadap keangkuhan RRT telah 
muncul di antara negara-negara yang khawatir tentang 
pemaksaan, banyak di antaranya menganggap RRT 
sebagai mitra dagang utama atau menghindari memihak 
antara RRT dan Amerika Serikat. “Mereka ingin mencoba 
menyelesaikan perselisihan sebaik mungkin atau setidaknya 
mengendalikan eskalasi dan mencoba menjaga hubungan 
baik dengan semua kekuatan di kawasan ini,” kata Legarda. 

Namun, di bidang seperti penangkapan ikan komersial, 
kedaulatan teritorial, dan proyeksi kekuatan militer, 
kekhawatiran sedang disampaikan. “Ketika kita melihat 
reaksi dari berbagai negara, terutama di Indo-Pasifik,” 
ujarnya,“saya pikir kita mulai melihat sedikit pola.”

Australia, India, dan Jepang, khususnya — semua 
negara demokrasi dan mitra dengan A.S. dalam kemitraan 
Kuadrilateral, atau Quad — makin berani dalam tanggapan 
mereka terhadap peningkatan militer PKT yang telah 
dipercepat sejak Xi berkuasa pada tahun 2012. “Selama 
empat atau lima tahun terakhir, kita telah melihat Tiongkok 
di mana pragmatisme dikesampingkan demi ideologi,” 

kata Legarda. “Ini adalah Tiongkok yang tampaknya lebih 
bersedia menerima biaya ekonomi atau reputasi dalam 
melayani tujuan strategis dan politiknya yang besar.”

Phillip C. Saunders, direktur Pusat Studi Urusan 
Militer Tiongkok di Universitas Pertahanan Nasional 
A.S., melihat ironi dalam hal ini. 

“Tiongkok prihatin dengan potensi negara-negara 
Quad yang bekerja sama, lebih mengambil bentuk 
terinstitusionalisasi, melakukan lebih dalam hal keamanan 
regional,” kata Saunders kepada FORUM. “Namun justru 
tindakan Tiongkok yang merangsang persepsi ancaman di 
semua anggota Quad dengan cara yang membuat mereka 
ingin meningkatkan kerja sama keamanan … dan berpotensi 
bagi negara-negara lain untuk tertarik bergabung dengan 
Quad, atau dalam suatu bentuk, Quad-plus.”

Dua perkembangan mendasari persepsi ancaman RRT 
baru, kata Saunders. Pertama, Tentara Pembebasan Rakyat 
(PLA) telah mengembangkan kemampuan yang lebih besar 
dan kesediaan yang lebih besar untuk memproyeksikan 
kekuatan, seperti yang terlihat dalam pengerahan dua 
kapal induk di sekitar Taiwan, pulau dengan pemerintahan 
mandiri yang diklaim RRT sebagai wilayahnya, dan ke 
Laut Cina Selatan, serta dalam simulasi misi pengeboman 
jarak jauh dan pengembangan pesawat tempur yang lebih 
canggih. Kedua adalah reaksi RRT terhadap kunjungan 
delegasi A.S. ke Taiwan pada Agustus 2022 yang dipimpin 
oleh Ketua DPR  saat itu Nancy Pelosi. “Mereka tidak 
senang dengan hal ini dan memilih untuk mengungkapkan 
ketidaksenangan itu menggunakan cara militer,” kata 
Saunders. “Itu tentu mendapat perhatian di Taiwan, dan 
juga di tempat lain di kawasan ini.” Dalam beberapa hari 
setelah kunjungan itu, PLA menggelar latihan besar di 
sekitar Taiwan dan menembakkan rudal balistik yang 
mendarat di dekat pelabuhan pulau itu dan di perairan di 
dalam zona ekonomi eksklusif Jepang, yang memicu protes 
diplomatik ke Beijing.

Negara-negara yang khawatir dengan kegiatan 
destabilisasi RRT berpaling ke A.S. ketika mereka 
memberikan tanggapan, kata Raymond Kuo, seorang 
ilmuwan politik di Rand Corp., sebuah kelompok 
penelitian dan analisis keamanan yang berbasis di A.S. 
“Perilaku agresif Tiongkok menyebabkan negara-negara 
ingin berpaling ke Amerika Serikat,” kata Kuo kepada 
FORUM. “Amerika Serikat mulai mengenakan jubah 
kepemimpinan dalam menghimpun tanggapan yang lebih 
regional dan terpadu terhadap tantangan Tiongkok.”

Jepang telah menunjukkan beberapa perlawanan 
terkuat terhadap agresi Tiongkok, kata Kuo, termasuk 
pernyataan dengan A.S. pada tahun 2021 yang 
mengidentifikasi Selat Taiwan di antara Tiongkok 
dan Taiwan — rute pengapalan yang sangat penting 
bagi Jepang dan Korea Selatan, dan juga negara-

STAF FORUM  |  FOTO OLEH REUTERS

MELAWAN

Negara-Negara Menanggapi Prioritisasi Masalah Keamanan Beijing 

EKSPANSIONISME 
BARU RRT

BERDIRI TEGUH



32 IPD FORUMFORUM 33IPD FORUMFORUM

yang saat itu mencalonkan diri menyerukan 
“dialog strategis tingkat tinggi” dengan RRT, 
tetapi menyatakan dia tidak akan membiarkan 
ketergantungan Korea Selatan pada perdagangan 
Tiongkok mendikte ketentuan hubungan 
mereka atau kebijakan luar negeri negaranya 
yang lebih luas. Pembalasan RRT atas THAAD, 
yang dianggapnya sebagai ancaman terhadap 
kepentingannya sendiri, “memiliki dampak 
jangka panjang pada pandangan populer terhadap 
Tiongkok, dan juga pandangan pemerintah dan 
militer,” kata Saunders. “Pernyataan yang datang 
dari Korea Selatan lebih terus terang tentang niat 
dan kemampuan militer Tiongkok.”

VIETNAM mungkin telah menunjukkan 
perlawanan paling sengit terhadap paksaan 
maritim RRT, kata Kuo, ketika sebanyak 30 kapal 
angkatan laut Hanoi menantang hingga 160 
kapal Tiongkok selama konfrontasi Mei 2014 
atas eksplorasi pengeboran minyak oleh RRT 
di perairan yang disengketakan di Laut Cina 
Selatan. Ratusan kapal dilaporkan ditabrak pada 
bulan terakhir kebuntuan. Insiden ini dan lainnya 
yang melibatkan kontrol atas pulau Paracel 
dan Spratly serta pengerukan dan militerisasi 
PLA terhadap terumbu karang buatan dan fitur 
maritim lainnya telah membuat Vietnam “ingin 
melibatkan kekuatan luar guna menyeimbangkan 
situasi,” kata Saunders. Dalam buku putih 
pertahanan tahun 2019, Vietnam memperinci 
agresi Tiongkok yang dihadapinya, termasuk 
“pemaksaan sepihak dan berbasis kekuasaan, 
pelanggaran hukum internasional, militerisasi, 
perubahan status quo, dan pelanggaran atas 
kedaulatan, hak kedaulatan, dan yurisdiksinya.” 
Vietnam bekerja dengan Angkatan Udara A.S. 
untuk mengembangkan kemampuan militernya 
dan menjauh dari ketergantungan pada senjata 
Rusia dan pengaruh RRT, demikian menurut 
laporan Journal of Indo-Pacific Affairs dari Air 
University pada Desember 2021. Terlepas dari 
ikatan ekonomi yang kuat dan ideologi yang 
sama, Saunders mengatakan, Vietnam telah 
menunjukkan “nasionalisme adalah kekuatan 
yang kokoh, dan itu menimbulkan kecurigaan 
terhadap Tiongkok. Mereka memainkan 
permainan halus yang memiliki elemen 
diplomatik, militer, dan ekonomi.”

INDIA dan RRT berperang di perbatasan 
pada tahun 1962, dan ketegangan terus 
berkobar. Sebuah pertempuran pada Juni 2020 
menyebabkan 20 Tentara India dan menurut 
beberapa pihak hingga 40 tentara Tiongkok 
tewas, demikian menurut laporan surat kabar 
The Times of India. Pada November 2021, para 

pejabat militer India menyebut RRT sebagai 
ancaman keamanan nomor satu bagi negara 
itu dan bersumpah untuk menangani serangan 
perbatasan. Sebagai negara nonblok, India 
menahan diri untuk tidak membuat aliansi militer 
formal, tetapi secara rutin melakukan latihan 
dengan A.S. dan sekutu serta mitranya. Meski 
India dan RRT adalah anggota bersama dengan 
Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan dalam kelompok 
ekonomi BRICS, India, sebagai anggota Quad, 
mengeluarkan pernyataan bersama yang menegur 
RRT, termasuk mengutuk tindakan di Laut Cina 
Timur dan Selatan yang melibatkan “militerisasi 
fitur yang disengketakan, penggunaan berbahaya 
kapal pasukan penjaga pantai dan milisi maritim, 
serta upaya untuk mengganggu kegiatan 

eksploitasi sumber daya lepas pantai negara 
lain.” Saunders menggambarkan kebijakan India 
sebagai “kebijakan yang melindungi dirinya 
dari Tiongkok, tetapi seiring meningkatnya 
masalah keamanan, mereka bersedia berbuat 
lebih dengan Amerika Serikat sebagai bagian dari 
perlindungan diri itu.”

AUSTRALIA bergabung dengan Britania 
Raya dan A.S. dalam meluncurkan kemitraan 
keamanan pada September 2021, yang akan 
memberi Australia kemampuan militer canggih, 
termasuk kapal selam bertenaga nuklir yang 
dipersenjatai secara konvensional. Setelah 
pertemuan pada Mei 2023 dengan mitranya dari 
Australia, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian 
Balakrishnan menyampaikan dukungannya untuk 
kemitraan keamanan tersebut dan mengatakan 
dia percaya Australia akan memainkan peran yang 
lebih besar dalam keamanan regional. “Terkait 
AUKUS, sepanjang pakta ini berkontribusi secara 
konstruktif terhadap keamanan regional, kami 

negara lainnya — sebagai masalah keamanan utama. 
Itu adalah pernyataan bersama pertama sekutu dalam 
lebih dari lima dekade. Selain itu, Jepang mendirikan 
kementerian keamanan ekonomi pada Mei 2022 untuk 
mempertahankan rantai pasokan, infrastruktur, dan 
teknologi terkemuka. Langkah ini mencerminkan 
meningkatnya kekhawatiran tentang hambatan 
perdagangan dan spionase ekonomi RRT, demikian 
menurut sebuah esai untuk Forum Asia Timur oleh 
Toshiya Takahashi dari Universitas Shoin di Jepang. 
“Undang-undang itu membantu kerja sama keamanan 
Jepang dengan Amerika Serikat dan Australia — yang 
keduanya menerima langkah-langkah penanggulangan 
ekonomi terhadap Tiongkok,” tulis Takahashi.

RRT mengkritik Jepang ketika Tokyo menerbitkan 
buku putih pertahanan tahunannya pada Juli 2022 
yang menyoroti dampak dari invasi Rusia ke Ukraina, 
intimidasi RRT terhadap Taiwan, dan rantai pasokan 
teknologi yang rentan sebagai ancaman keamanan 
nasional yang makin meningkat. Buku putih itu 
mencatat rencana Jepang untuk meningkatkan anggaran 
pertahanannya dan mengembangkan kemampuan 
serangan balik. RRT mengatakan buku putih itu berisi 
“tuduhan dan fitnah” terhadap kebijakan pertahanan 
Tiongkok dan merupakan upaya Jepang untuk “mencari 
alasan bagi persenjataan militernya sendiri yang kuat.”

Tokyo dan Beijing menormalisasi hubungan pada 
tahun 1972, dan perasaan Jepang yang umumnya 
bersahabat terhadap RRT mencapai titik tertinggi pada 
tahun 1980, ketika sebuah jajak pendapat pemerintah 
menunjukkan 79% penduduk memiliki kesan positif 
terhadap Tiongkok, demikian menurut majalah berita 
online The Diplomat. Empat dekade kemudian, pada 
tahun 2021, jajak pendapat swasta menunjukkan bahwa 
lebih dari 90% penduduk Jepang memiliki pandangan 
negatif terhadap Tiongkok, demikian menurut laporan 
The Diplomat.

Contoh lain dari tentangan terhadap keangkuhan 
RRT:

KOREA SELATAN telah mengupayakan peningkatan 
kerja sama dengan A.S. dan Jepang sejak pemilihan 
Presiden Yoon Suk Yeol pada Maret 2022, kata Saunders. 
Selama kampanyenya, Yoon menyatakan bahwa RRT 
telah memberlakukan pembatasan ekonomi yang 
menyebabkan kerugian bagi Korea Selatan sekitar 111,3 
triliun rupiah (7,5 miliar dolar A.S) sebagai tanggapan 
atas pengerahan Seoul pada tahun 2017 atas sistem 
pertahanan rudal antibalistik A.S. yang dikenal sebagai 
Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) untuk 
melindungi terhadap serangan rudal Korea Utara. Dalam 
esai Februari 2022 untuk majalah Foreign Affairs, Yoon 

Sekretaris 
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Komunis 
Tiongkok 
Xi Jinping 
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hubungan bilateral mereka.
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berselisih dengan negara-negara lain. RRT 
memiliki sengketa teritorial dengan lebih dari 
sepuluh negara, termasuk perselisihan tentang 
kedaulatan atas pulau-pulau dan hak navigasi 
di Laut Cina Selatan. Selain itu, peretas yang 
terkait dengan RRT telah dituduh melakukan 
serangan siber di seluruh dunia, demikian 
laporan Center for Strategic and International 
Studies pada Oktober 2022, termasuk 
menargetkan “beberapa pemerintah Asia 
Tenggara … menggunakan malware kustom 
yang terkait dengan kelompok yang disponsori 
negara Tiongkok.”

A.S. melawan keangkuhan RRT dengan cara-
cara baru. Inisiatif Keamanan Maritim Indo-
Pasifik akan meningkatkan kesadaran ranah 
maritim di antara negara-negara di sepanjang 
Laut Cina Selatan dan ke Asia Selatan. Inisiatif 
Penangkalan Pasifik senilai 90,7 triliun rupiah 
(6,1 miliar dolar A.S.) menuding RRT dan 
menyatakan bahwa “banyak investasi dan upaya 
Departemen [Pertahanan A.S.] difokuskan pada 
ancaman ini dan memperkuat penangkalan 
Indo-Pasifik.” Strategi Indo-Pasifik A.S. 
yang dirilis pada Februari 2022 mencatat 
meningkatnya persaingan dari RRT dan 
berkomitmen pada inisiatif termasuk lima aliansi 
perjanjian A.S. di kawasan ini, serta memperkuat 
Quad, mendukung kepemimpinan regional 
India yang berkelanjutan, dan memperluas 
kehadiran diplomatik A.S. Saunders juga 
menunjuk pembatasan baru A.S. pada penjualan 
microchip ke RRT dan, lebih luas, pada produk 
yang menggunakan teknologi A.S. Pembatasan 
sebelumnya berfokus pada teknologi yang 
dapat membantu kemampuan nuklir RRT. 
“Sekarang, dalam arti yang lebih umum, kami 
tidak ingin Tiongkok menjadi pesaing mutakhir 
dengan sirkuit terintegrasi. Kami tidak ingin 
mereka memiliki industri kecerdasan buatan 
kelas dunia,” kata Saunders. A.S. mendesak 
negara-negara yang berpandangan serupa untuk 
mematuhi pembatasan baru tersebut dan mulai 
memisahkan bagian-bagian ekonomi dan rantai 
pasokan mereka dari RRT. “Kami akan meminta 
Jepang dan Korea Selatan serta negara-negara 
Asia Tenggara untuk berhati-hati dengan apa 
yang Anda perdagangkan dengan Tiongkok,” 
kata Saunders. “Dan kami melakukan hal yang 
sama dengan Eropa.”

Di antara banyak negara yang prihatin 
dengan ancaman RRT yang makin meningkat 
adalah anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa 
Asia Tenggara (ASEAN), yang sedang 
bernegosiasi dengan Beijing mengenai 
pedoman perilaku Laut Cina Selatan untuk 

navigasi, klaim teritorial, dan masalah lainnya. 
Pembicaraan telah berlangsung selama satu 
dekade dan tampaknya hanya menawarkan 
sedikit harapan untuk kemajuan, kata Kuo, 
analis Rand Corp. Di antara poin-poin penting 
dalam negosiasi Laut Cina Selatan: desakan 
RRT pada perjanjian bilateral dengan masing-
masing negara anggota seperti Filipina dan 
Vietnam daripada dengan ASEAN secara 
keseluruhan. “Jika ASEAN benar-benar dapat 
bertindak bersama sebagai sebuah blok,” kata 
Kuo, “mereka akan memiliki lebih banyak 
otoritas dan lebih banyak kemampuan untuk 
membentuk kawasan ini.” 

Namun, Saunders mengatakan, pembicaraan 
yang telah berlangsung lama mengungkapkan 
niat sejati RRT: untuk membatasi kebebasan 
dan kedaulatan negara-negara ASEAN. RRT, 
misalnya, ingin membatasi kemampuan 
anggota ASEAN untuk melakukan latihan 
militer dengan negara nonanggota dan 
mengeksploitasi sumber daya minyak dengan 
bantuan dari perusahaan asing. “Mereka ingin 
hanya perusahaan ASEAN atau perusahaan 
Tiongkok,” kata Saunders. “Perjalanan 
negosiasi ini telah memperlihatkan secara 
gamblang apa yang banyak ditakutkan 
negara-negara ini, yaitu Tiongkok mencoba 
mendominasi kawasan ini dan mendikte apa 
yang terjadi di sana atau setidaknya memiliki 
hak veto atas apa yang terjadi di sana.” 
Pendekatan yang keras ini telah memupuk 
ketidakpercayaan terhadap RRC di seluruh 
kawasan ini. Survei State of Southeast Asia 
2022, yang dilakukan oleh ISEAS-Yusof Ishak 
Institute of Southeast Asian Studies Singapura, 
menemukan bahwa 64% responden di 
negara-negara ASEAN menyambut pengaruh 
regional, politik, dan strategis A.S. dan bahwa 
53% percaya A.S. akan melakukan hal yang 
benar mengenai perdamaian, keamanan, 
kemakmuran, dan tata kelola global. Sementara 
angka persentase untuk RRT: 24% dan 27%.  o

Pengerahan sistem 
pertahanan rudal 
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untuk melindungi 
terhadap serangan 
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mahal dari Republik 
Rakyat Tiongkok.  

mendukungnya,” kata Balakrishnan, demikian menurut 
surat kabar The Guardian. “Kami merasa nyaman dengan 
ketiga mitra dalam AUKUS, karena dengan masing-masing 
dari mereka, kami memiliki hubungan jangka panjang, dan 
itulah mengapa saya pikir kami dapat bekerja sama.”  

Para pemimpin pertahanan pada tahun 2022 juga 
menegaskan kembali rencana untuk merotasi lebih 
banyak pasukan darat, laut, dan udara A.S. ke Australia di 
tengah kekhawatiran bersama tentang proyeksi kekuatan 
RRT yang meningkat. Di sisi lain, Australia menyerukan 
penyelidikan tentang asal-usul COVID-19 di Tiongkok, 
memberlakukan larangan jaringan 5G pada raksasa 
komunikasi RRT Huawei, dan menyelidiki warga negara 
Tiongkok di bawah undang-undang campur tangan asing 
baru Canberra. RRT menanggapi dengan menjatuhkan 
sanksi terhadap produk Australia seperti batu bara, 
makanan laut, dan minuman anggur. Selain itu, Australia 
menghadiri KTT NATO pada Juni 2022 sebagai salah 
satu mitra Indo-Pasifik dari aliansi keamanan tersebut 
bersama dengan Jepang, Selandia Baru, dan Korea 
Selatan. Konsep Strategi NATO 2022 menuding RRT 
untuk pertama kalinya sebagai ancaman terhadap nilai 
dan prinsip aliansi tersebut, mengutuk “kebijakan koersif” 
negara komunis itu, dan menyimpulkan bahwa RRT 
“berusaha untuk menumbangkan tatanan internasional 
berbasis aturan, termasuk di ranah ruang angkasa, 
siber, dan maritim.” Para pemimpin Australia dan RRT, 
sementara itu, berbicara pada November 2022 untuk 
pertama kalinya sejak tahun 2016.

SELANDIA BARU telah mempertanyakan keangkuhan 
RRT. Perdana Menteri saat itu Jacinda Ardern, juga 
selama KTT NATO 2022, mendesak perlawanan 
terhadap ekspansionisme RRT, demikian menurut 
surat kabar South China Morning Post, mengatakan 
RRT telah “menjadi lebih angkuh dan lebih bersedia 
untuk menantang aturan dan norma internasional.” 

Dalam beberapa tahun terakhir, Selandia Baru telah 
bergabung dalam lebih dari 20 pernyataan internasional 
yang mengkritik tindakan PKT termasuk penindasan 
terhadap populasi Muslim Uyghur di Tiongkok barat 
laut dan pengikisan hak-hak sipil di Hong Kong, 
demikian menurut laporan surat kabar The Economist 
pada Oktober 2022. Selandia Baru juga termasuk di 
antara 50 negara, termasuk Australia dan Negara-Negara 
Kepulauan Pasifik yakni Kepulauan Marshall, Nauru dan 
Palau, yang mengeluarkan pernyataan bersama di Majelis 
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Oktober 2022 
yang menyatakan bahwa perlakuan PKT terhadap warga 
Uyghur “mungkin merupakan kejahatan internasional, 
khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan.” 

NEGARA-NEGARA BALTIK Estonia, Latvia, dan 
Lithuania baru-baru ini menarik diri dari inisiatif yang 
dipimpin Beijing yaitu Kerja Sama antara Tiongkok dan 
Negara-Negara Eropa Tengah dan Timur. Keputusan itu 
muncul di tengah kritik terhadap tekanan militer RRT 
yang meningkat terhadap Taiwan dan penguatan hubungan 
Beijing dengan Moskow meski adanya invasi Rusia ke 
Ukraina. Penarikan diri Lithuania bertepatan dengan 
pengumuman pembukaan kantor perdagangan Taiwan 
di ibu kotanya, Vilnius, dan ketika negara itu menganut 
kebijakan luar negeri “nilai yang utama”, berjanji “akan 
secara aktif menentang segala pelanggaran hak asasi 
manusia dan kebebasan demokratis, dan akan membela 
mereka yang berjuang demi kebebasan di seluruh dunia, 
dari Belarus hingga Taiwan.” RRT menanggapinya dengan 
melarang ekspor dari negara Baltik itu.

UNI EROPA melaporkan bahwa 30 negara Indo-
Pasifik menghadiri Forum Tingkat Menteri untuk Kerja 
Sama di Indo-Pasifik di Paris pada Februari 2022. Di 
antara “ambisi bersama” yang dibahas adalah keamanan 
maritim dan keamanan siber — dua bidang di mana RRT 
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INTEGRASI
MULTIRANAH

Project Convergence 22 meningkatkan 
kesadaran situasional ruang pertempuran

KAPTEN PATRICK HINTON/ANGKATAN DARAT BRITANIA RAYA

Sebuah kapal pendarat berpartisipasi dalam Project Convergence 2022 di Red Beach, Kamp Pangkalan Pasukan Marinir A.S. 
Pendleton, California.  JUAN MAGADAN/PASUKAN MARINIR A.S.

Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat 
mengadakan eksperimen di California pada akhir 
2022 yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi 

dan interoperabilitas di antara pasukan militer, sebuah 
upaya yang dimulai pada Juli 2020 ketika tentara Britania 
Raya dan A.S. menandatangani nota kesepakatan tentang 
modernisasi bersama. 

Dikenal sebagai Project Convergence 22 (PC22), 
kampanye pembelajaran ini memungkinkan sekutu 
untuk menggabungkan kemampuan, bereksperimen 
dengan peralatan, taktik, teknik, dan prosedur baru 
melalui skenario yang menantang terhadap “musuh” 
sebaya di seluruh dunia, termasuk Indo-Pasifik. 
Keterlibatan ini memungkinkan pasukan gabungan untuk 
mengintegrasikan kecerdasan buatan, robotika, dan 
otonomi untuk meningkatkan kesadaran situasional ruang 
pertempuran, menghubungkan sensor, dan mempercepat 
pengambilan keputusan. 

Pasukan mencapai beberapa hal pertama selama 
pengerahan ini. Pesawat F-35B Lightning II Pasukan 
Marinir A.S. secara otonom melepaskan tembakan dari 
Sistem Roket Peluncuran Ganda Britania Raya. Radar 
Giraffe Agile Multi Beam Britania Raya yang terhubung 
ke Integrated Air and Missile Defense Battle Command 
System (IBCS) A.S. bakal berkontribusi pada jaringan 
serangan terpadu — pencapaian yang signifikan karena 
IBCS tadinya merupakan sistem khusus A.S.  

Banyak fokus ditempatkan pada logistik dan 
keberlanjutan. Perangkat lunak prediktif menghasilkan 
rekomendasi pasokan ulang dalam waktu 90 detik, sebuah 

proses yang mungkin akan memakan waktu beberapa 
jam bagi perencana brigade. Sebuah pesawat L3Harris 
FVR-90 yang dipiloti dari jarak jauh mengirimkan darah 
ke simulasi skenario korban massal sementara Battlefield 
Assisted Trauma Distributed Observation Kit, sebuah 
aplikasi ponsel cerdas, memungkinkan manajemen 
berjejaring dan pemindahan korban serta data mereka 
secara efektif. 

Kacamata realitas virtual HoloLens membantu 
insinyur dalam menerima saran ahli tentang perbaikan. 
Pasukan Britania Raya dan A.S. juga mencetak 
komponen menggunakan printer 3D untuk peralatan 
masing-masing. Kerja sama ini meningkatkan ketahanan 
dan mengurangi beban pengiriman suku cadang dan 
pengiriman kembali peralatan. 

Manajemen Spektrum Elektromagnetik dan Data 
Dengan banyaknya sensor udara dan darat yang 
dikerahkan, jelas bahwa pengumpulan data tidak 
membatasi integrasi multiranah. Sebaliknya, manajemen 
data sangatlah penting. “Jaringan ini benar-benar akan 
menjadi landasan,” kata Sekretaris Angkatan Darat 
A.S. Christine Wormuth pada akhir proyek 2021, yang 
menekankan pentingnya “jaringan yang terjamin,andal, 
tangguh yang melandasi semua sistem yang kita gunakan.” 

Peserta PC22 mengeksplorasi cara terbaik untuk 
mengelola aliran data, mengakui bahwa informasi harus 
disampaikan kepada para pejuang perang dengan cara 
yang meningkatkan kesadaran situasional medan perang 
sekaligus mendorong keputusan. 

Prajurit A.S. menggunakan Integrated Visual Augmentation System 
selama Project Convergence 2022 di Camp Talega, California.
THIEM HUYNH/ANGKATAN DARAT A.S.
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Tentara dengan Komando Operasi Khusus 
Angkatan Darat A.S. menggunakan perangkat 
berjejaring untuk mempersiapkan Project 
Convergence 2022.  ALEX WERDEN/ANGKATAN DARAT A.S.

Bandwidth juga menjadi sorotan. Seperti yang dinyatakan 
Wormuth, jaringan yang tangguh sangat penting untuk integrasi 
multiranah. Dengan demikian, jaringan tidak boleh terlalu tertekan, 
yang dapat mencegah informasi penting mencapai penerima 
yang dituju. Dalam perang di Irak dan Afganistan pasukan koalisi 
diproyeksikan dari pangkalan mapan dengan arsitektur jaringan 
kuat yang dikembangkan selama bertahun-tahun. Komandan 
menjadi terbiasa dengan umpan video definisi tinggi dari berbagai 
operasi. PC22 mengajarkan perencana bahwa melindungi jaringan 
membutuhkan gerakan menuju gambar statis dan bahkan teks untuk 
menggambarkan target, dan komandan telah mengidentifikasi 
pengambilan keputusan terdistribusi sebagai salah satu solusi. Konsep 
ini melibatkan analisis data lebih dekat ke sumbernya daripada di 
hub pusat, yang dapat mengurangi permintaan bandwidth serta 
penundaan pemrosesan. 

Manajemen Ruang Pertempuran 
Manajemen ruang pertempuran dan keamanan ruang udara menjadi 
lebih sulit dengan meningkatnya jumlah pesawat yang dipiloti dan 
dioperasikan dari jarak jauh. Penggunaan data dan sensor yang lebih 
baik sangat penting untuk membuka kunci masalah ini, kata Kepala 
Staf Angkatan Darat A.S. Jenderal James McConville selama PC22. 
Misalnya, perangkat lunak penargetan yang menyebarkan informasi dari 
sensor harus sepenuhnya terintegrasi antara pasukan darat dan udara. 

Selama PC22, robotika dan sistem otonom (RAS) diuji coba 
di lapangan untuk mengeksplorasi cara mengintegrasikannya ke 
dalam desain pasukan. Komandan mendapati RAS berguna untuk 
mengidentifikasi dan memulai kontak dengan pasukan musuh, 
sehingga mengurangi eksposur Tentara mereka sendiri. Menggunakan 
sensor robot di depan pasukan terbukti sangat berharga, memaksa 
pasukan lawan untuk mengungkapkan posisi mereka lebih awal. Meski 
RAS berkembang, robot tetap menjadi aspek yang paling umum. 
Peralatan yang dioperasikan dari jarak jauh membuat lebih sedikit 
Tentara yang menghadapi bahaya dan memperluas area pengamatan 
dan operasi. 

Apakah Integrasi Penuh Telah Terjadi? 
Mengintegrasikan kekuatan melintasi batas-batas nasional masih dalam 
tahap awal, dan peserta PC22 menekankan bahwa iterasi ketiga dari 
Project Convergence adalah eksperimen, bukan latihan. Penting bahwa 
upaya kolaborasi dan integrasi berlanjut sampai iterasi berikutnya, yang 
diharapkan pada tahun 2024. PC22 adalah peristiwa penting di tengah 
kumandang reguler inisiatif integrasi yang lebih kecil, didukung oleh 
upaya seperti program Tentara Masa Depan Angkatan Darat Britania 
Raya. Berbagai upaya ini harus bersumber daya dan diprioritaskan ke 
depannya. 

Meski tetap ada hambatan, seperti kebijakan dan peraturan yang 
berbeda-beda, PC22 merupakan langkah penting menuju integrasi 
multiranah lintas batas nasional. Keuntungan terbesar datang dari 
pengerahan kekuatan bersama dengan kebebasan untuk memecahkan 
masalah dan bereksperimen. Ini akan mengungkapkan sifat sejati 
dari sebuah tantangan dan menempatkan resolusinya di tangan 
mereka yang pada akhirnya dapat menggunakan konsep itu di medan 
pertempuran.  o

Artikel ini awalnya diterbitkan pada bulan Desember 2022 oleh Royal United Services Institute (RUSI), sebagai 
bagian dari Sistem Pertahanan RUSI. RUSI adalah wadah pemikir berbasis di Britania Raya yang berfokus pada 
pertahanan, keamanan, dan urusan internasional.
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ada malam tanggal 21 November 1918 — 10 hari 
setelah penandatanganan gencatan senjata yang 
mengakhiri Perang Dunia I — anggota Kabinet 
Perang Britania Raya George Curzon memimpin 
makan malam untuk menghormati Inter-Allied 

Petroleum Conference. Bersulang untuk para delegasi yang 
berkumpul di London, Curzon menyatakan bahwa Sekutu 
telah “melayang menuju kemenangan dengan gelombang 
minyak” karena armada truk mereka yang sangat besar. 
Delegasi Prancis Henry Berenger mencatat bahwa Jerman 
diperkirakan akan menang karena cadangan batu baranya 
yang signifikan, tetapi Sekutu menang dengan minyak. Hal 
itu, ungkapnya, adalah kemenangan mobil atas kereta api.

Lebih dari satu abad setelah konflik global itu 
mengantarkan era geopolitik yang haus akan minyak, 
militer dan badan pertahanan di seluruh Indo-Pasifik 
berada di ujung tombak lonjakan kemajuan ilmiah dan 
teknik yang menjanjikan bakal menandai era baru. 
Dari pangkalan bertenaga panas bumi dan kendaraan 
listrik nol emisi hingga bahan bakar jet yang dihasilkan 
dari biomassa seperti ganggang, tanaman, dan limbah 
rumah tangga, angkatan bersenjata mempercepat transisi 
mereka menuju energi terbarukan. Evolusi ini bertujuan 
untuk meningkatkan operasi di masa damai dan perang, 
sekaligus mengurangi gas rumah kaca yang berbahaya. 
Perpaduan berbagai faktor mendorong inovasi: mandat 
sipil dan militer untuk mengurangi dampak iklim dan 
membangun ketahanan; cadangan bahan bakar fosil yang 
menipis; tekanan dan permintaan berlebihan pada pasokan 
minyak dan gas yang disebabkan oleh krisis seperti perang 
di Ukraina; dan teknologi bersih yang sedang berkembang 
untuk mempersiapkan dan melindungi pasukan dengan 
lebih baik.

“Sistem energi global sedang mengalami pergeseran 
yang cepat dan bertahan lama dengan implikasi yang tak 
terhindarkan bagi militer,” tulis Letnan Kolonel Penerbang 
Angkatan Udara Australia (RAAF) Ulas Yildirim, yang saat 
itu menjadi peneliti tamu di Australian Strategic Policy 
Institute (ASPI), dalam laporan Juni 2022 untuk wadah 
pemikir tersebut. “Ketergantungan Australia pada impor 
untuk keamanan bahan bakar cair menempatkan ADF 
[Pasukan Pertahanan Australia] dalam bahaya. Risikonya 
bukan apakah ADF dapat mencapai area operasi dan 
berkinerja buruk, tetapi apakah ADF dapat benar-benar 
sampai di sana. ... Dalam konteks ini, transisi ADF ke sumber 
terbarukan bukanlah pilihan zero-sum yang menyebabkan 
kemampuan operasional dirongrong atau terdegradasi. 
Transisi yang cepat ke sumber terbarukan akan membuat 
ADF lebih efektif dalam melakukan apa yang diarahkan dan 
dituntut Pemerintah Australia di dunia dan kawasan yang 
lebih terbagi dan berbahaya yang sudah kita alami.”

Peningkatan kinerja operasional juga merupakan inti 
dari Rencana Aksi Iklim Departemen Angkatan Udara 
Amerika Serikat, yang dirilis pada Oktober 2022. “Tujuan 
kami secara keseluruhan,” kata lembaga itu,“ adalah untuk 
memberikan lebih banyak kekuatan tempur kepada para 
pejuang dengan menggunakan lebih sedikit bahan bakar.”

MENGHASILKAN KESUKSESAN 
Di hanggar transportasi pesawat tanker di Pangkalan 
Udara Changi, Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) 
melakukan lebih dari sekadar mengurangi konsumsi 
bahan bakar — mereka juga menghasilkan energi 
terbarukan yang cukup untuk memberi daya pada bagian 
lain pangkalan. Panel surya, ventilasi alami, atap yang 
tertutup rumput, dan bahan bangunan ramah lingkungan 

di fasilitas tersebut menghemat listrik, 
sementara air hujan dikumpulkan untuk 
irigasi dan penggunaan nonminum 
lainnya. “Energi surya tetap menjadi 
sumber energi terbarukan yang paling 
menjanjikan bagi Singapura, dan kami 
telah memulai pemasangan panel surya di 
atap yang sesuai di kamp dan pangkalan 
militer, menghasilkan listrik sekitar 20 
MWp [megawatt-peak],” kata Brigadir 
Jenderal Frederick Choo, kepala petugas 
keberlanjutan SAF dan Kementerian 
Pertahanan Singapura (MINDEF), 
kepada FORUM. 

“Per tahun 2025, semua kamp militer 
lainnya akan memiliki panel surya 
yang dipasang di atap yang sesuai, yang 
mampu menghasilkan listrik sekitar total 
50 MWp,” kata Choo, yang cukup untuk 
memberi daya lebih dari 12.500 rumah 

P
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Konvoi Angkatan Darat Prancis membawa pasukan dan kargo di Nixeville, Prancis, 
selama Pertempuran Verdun pada tahun 1916.  THE ASSOCIATED PRESS
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tangga setiap tahunnya. “Untuk memaksimalkan adopsi 
surya, kami juga bekerja dengan lembaga nasional untuk 
mengeksplorasi fotovoltaik surya terapung di atas waduk 
yang terletak di dalam tanah MINDEF.” 

Singapura menghasilkan sekitar 96% listriknya dari 
impor gas alam, yang tiba melalui jaringan pipa dari 
Indonesia dan Malaysia dan dalam bentuk cair dari Afrika, 
Australia, dan Amerika Utara. Dengan massa lahan seluas 
720 kilometer persegi, negara kota berpenduduk 5,6 
juta orang ini mengalami keterbatasan dalam hal berapa 
banyak energi terbarukan yang dapat dihasilkannya dari 
sumber seperti matahari, demikian menurut Otoritas 
Pasar Energi pemerintah. Pada akhir tahun 2021, para 
pejabat mengumumkan rencana untuk mengimpor sekitar 
sepertiga listrik Singapura dari sumber terbarukan dan 
rendah karbon seperti pembangkit listrik tenaga angin 
dan tenaga air per tahun 2035.

Inisiatif energi terbarukan SAF dan MINDEF sejalan 
dengan Rencana Hijau Singapura 2030, “gerakan seluruh 
negeri yang diluncurkan pada Februari 2021 untuk 
memetakan target konkret selama 10 tahun ke depan 
guna memajukan agenda nasional Singapura tentang 
pembangunan berkelanjutan,” kata Choo. Militer berusaha 
untuk menjadi yang terdepan dalam upaya tersebut, 
dengan rencana untuk mengganti armada kendaraan 
administratifnya dengan kendaraan listrik (EV) per tahun 
2030. Militer juga bekerja sama dengan Badan Sains dan 
Teknologi Pertahanan dan Badan Lingkungan Nasional 
untuk menghasilkan energi dengan biogas yang dihasilkan 
dari limbah pangan, sementara Angkatan Udara Singapura 
akan memulai uji coba menggunakan bahan bakar 
penerbangan hijau di beberapa jet tempur F-16 miliknya.

“Beradaptasi dengan menggunakan teknologi hijau 
juga dapat menuai keuntungan operasional,” kata Menteri 

Pertahanan Singapura Dr. Ng Eng Hen kepada Parlemen 
pada Maret 2020 dalam pembukaan hangar Changi, yang 
mengutip penelitian Angkatan Laut Singapura dalam 
sistem propulsi hibrida hemat energi untuk meningkatkan 
daya tahan.

PERALIHAN DAYA 
Langkah keberlanjutan Singapura adalah bukti percepatan 
tren di seluruh kawasan ini. “Beberapa militer negara Asia 
sedang bersiap untuk paradigma energi baru di tengah 
badai sempurna masalah keamanan, perubahan iklim, dan 
munculnya opsi sumber daya terbarukan yang mendorong 
perubahan operasional,” demikian menurut laporan majalah 
Defense News pada Agustus 2021. Bagi kekuatan industri 
seperti Jepang dan Korea Selatan, yang bergantung pada 
impor bahan bakar fosil, “kebutuhan akan ketahanan 
energi lebih mendesak bagi militer mereka, mengingat 

tugas keamanan nasional kompleks yang 
mencakup menangkal agresi Tiongkok, 
bersiap menghadapi sifat tak terduga 
dari Korea Utara yang bersenjata nuklir, 
dan mengatasi bencana kemanusiaan. 
Ketika sumber energi alternatif menjadi 
makin layak, negara-negara ini dan militer 
mereka memperbarui upaya untuk beralih 
ke hal tersebut.”

Sebulan sebelumnya, buku putih 
pertahanan Jepang mengutip dampak 
iklim seperti pengerahan yang lebih 
sering untuk bencana alam, dan 
meningkatnya beban pada pangkalan 
dan peralatan militer. Ini menandai 
rujukan pertama pada perubahan iklim 
dalam laporan tahunan tentang kesiapan 
dan tantangan keamanan negara itu, 
yang dirilis Jepang tak lama setelah 
membentuk satuan tugas Kementerian 
Pertahanan untuk mendukung tujuan 
Tokyo berupa masyarakat dekarbonisasi 
per tahun 2050.

Pada KTT iklim yang digelar oleh Presiden A.S. 
Joe Biden pada April 2021, Menteri Pertahanan Jepang 
saat itu Nobuo Kishi mengatakan setidaknya 50% dari 
fasilitas kementeriannya akan mulai menghasilkan listrik 
dengan sumber terbarukan seperti surya pada tahun fiskal 
tersebut. Kementerian tersebut juga mengembangkan 
prototipe kendaraan darat dengan mesin hibrida listrik-
diesel dan berkolaborasi dengan A.S. untuk meningkatkan 
kapasitas listrik kendaraan Pasukan Bela Diri Jepang. 
“Dalam pandangan saya, kegiatan untuk pertahanan 
nasional dan pertimbangan lingkungan dapat berjalan 
beriringan,” kata Kishi.

Angkatan Darat India ingin mengurangi jejak 
karbonnya dengan mengganti 25% kendaraan ringan, 
38% bus, dan 48% sepeda motor dengan kendaraan 
listrik di beberapa unit masa damai, demikian menurut 
laporan surat kabar Hindustan Times pada Oktober 2022. 

Angkatan Darat sedang menyiapkan lokasi pengisian 
daya kendaraan listrik di tempat parkir komersial dan 
perumahan, serta mengembangkan titik pengisian daya 
bertenaga surya. India menempati peringkat sebagai 
konsumen energi terbesar ketiga di dunia, dengan 
batu bara menyumbang lebih dari 70% dari sektor 
listriknya, dan New Delhi telah menetapkan “target 
energi terbarukan yang ambisius,” demikian menurut 
Administrasi Perdagangan Internasional A.S.

KETAHANAN MEDAN PERTEMPURAN 
Teknologi hijau juga menawarkan manfaat taktis. “ADF 
sudah memanfaatkan keuntungan ini dengan cara 
yang sederhana,” kata Yildirim, yang memiliki gelar 
doktor di bidang teknik, dalam laporannya untuk ASPI. 
“Sepeda motor listrik telah diuji coba sebagai tambahan 
bagi kemampuan pengintaian lapis baja. Kendaraan 
yang senyap menawarkan keuntungan besar di medan 
pertempuran.”

Demikian pula, kendaraan listrik dan hibrida 
membatasi kerentanan logistik, terutama di medan yang 
keras, demikian menurut Paul Farnan, wakil utama 
asisten sekretaris Angkatan Darat A.S. bidang instalasi, 
energi, dan lingkungan. “Jika kita dapat mengurangi 
jumlah bahan bakar yang digunakan kendaraan kita 
sebesar 30%, 40%, 50%, itu setengah dari konvoi 
bahan bakar yang sekarang harus kita lindungi,” kata 
Farnan dalam peluncuran rencana implementasi iklim 
Angkatan Darat pada Oktober 2022, yang menyerukan 
nol emisi untuk armada kendaraan ringan, nontaktis 
dan pengembangan kendaraan tempur beroda taktis 
berkendara hibrida, keduanya per tahun 2027. “Itu 
setengah dari korban yang akan kita pertaruhkan. Itu 
setengah dari jumlah pasukan tempur yang kita tarik dari 
pertempuran.”

Kendaraan tersebut juga dapat menjalankan sistem 
kelistrikan seperti komunikasi dan radar tanpa menjalankan 
mesin, “mengurangi jejak akustik dan jejak panas Anda, 
dua hal yang dapat mengarahkan perhatian senjata,” 
kata Farnan selama acara di Center for Strategic and 
International Studies, sebuah wadah pemikir yang berbasis 
di A.S. “Jadi, hanya dengan melakukan hal ini, kita tidak 
hanya mengurangi jumlah bahan bakar yang dibutuhkan 
kendaraan tersebut dan jumlah bahan bakar yang harus 
kita pindahkan ke medan perang; kita memberikan 
perlindungan yang lebih baik bagi Tentara kita.”

Angkatan udara di Australia, Britania Raya, dan A.S. 
juga sedang mengembangkan peralatan portabel untuk 
menghasilkan bahan bakar penerbangan dari biomassa 
dan sumber berkelanjutan lainnya, kata Yildirim, yang 
memberikan otorisasi kepada penerbangan berbahan 
bakar biomassa pertama ADF pada tahun 2012 saat 
menjabat sebagai kepala teknisi Badan Bahan Bakar dan 
Pelumas Gabungan RAAF. Kit semacam itu, tulisnya, 
“memiliki janji produksi pada titik penggunaan alih-alih 
bergantung pada sistem distribusi yang rumit di lokasi 
yang sering kali sulit.”

Pesawat tanker KC-30A Angkatan Udara Australia (RAAF) 
mengisi bahan bakar jet tempur F-2A Pasukan Bela Diri 
Udara Jepang di atas Jepang pada April 2022. RAAF sedang 
mengembangkan kit portabel untuk menghasilkan bahan 
bakar penerbangan dari biomassa dan sumber berkelanjutan 
lainnya.  DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA

JIKA KITA DAPAT MENGURANGI 
JUMLAH BAHAN BAKAR YANG 
DIGUNAKAN KENDARAAN KITA 
SEBESAR 30%, 40%, 50%, ITU 

SETENGAH DARI KONVOI BAHAN 
BAKAR YANG SEKARANG HARUS 
KITA LINDUNGI. ITU SETENGAH 

DARI KORBAN YANG AKAN KITA 
PERTARUHKAN. ITU SETENGAH 

DARI JUMLAH PASUKAN 
TEMPUR YANG KITA TARIK DARI 

PERTEMPURAN.”

“

~ Paul Farnan
Wakil utama asisten sekretaris Angkatan Darat A.S.

bidang instalasi, energi, dan lingkungan
Sebuah proyek tenaga surya di Pangkalan Udara Misawa di Jepang, yang didanai 
oleh Badan Logistik Energi Pertahanan A.S., diperkirakan akan mengurangi konsumsi 
energi sebesar 20% di hampir 700 bangunan dan mengurangi beban listrik tahunan 
pangkalan tersebut hingga 60%.  PANGKALAN UDARA MISAWA
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tanpa adanya kebisingan dan panas mesin. “Ini 
meningkatkan letalitas dan kemampuan bertahan 
kendaraan serta secara masif memperluas lingkup 
operasionalnya,” demikian menurut laporan The 
National Interest. Demikian pula, kelima peserta 
industri dalam program Kendaraan Tempur Berawak 
Opsional Angkatan Darat untuk menggantikan 
kendaraan tempur infanteri M2 Bradley telah 
mengusulkan desain hibrida-listrik.

•	Selain memperluas penggunaan bahan bakar 
penerbangan berkelanjutan dan mengeksplorasi 
elektrifikasi pesawat mobilitas kecil dan rotorcraft, 
Angkatan Udara A.S. berkolaborasi dengan NASA, 
perusahaan pertahanan dan mitra lainnya untuk 
mengembangkan pesawat sayap bauran dengan 
hambatan yang lebih sedikit dan efisiensi bahan bakar 
yang lebih besar. Dengan bahan bakar penerbangan 
menyumbang sekitar 80% dari konsumsi energi matra 
itu, kemajuan tersebut tetap wajib bagi A.S. untuk 
mempertahankan dominasi teknologinya atas RRT 
dan lainnya, demikian menurut John Sneden, kepala 
Direktorat Propulsi Angkatan Udara. “Saya akan 
memberi tahu Anda bahwa kapan pun Anda memiliki 
keunggulan, penting untuk mencari tahu siapa saja 
yang ada di belakang Anda,” kata Sneden selama 
Konferensi Udara, Ruang Angkasa, dan Siber Asosiasi 
Angkatan Udara dan Ruang Angkasa di Maryland 
pada September 2022. Seberapa cepat musuh datang 
di belakang Anda? Apa yang sedang terjadi? Kita tidak 
dapat terus hidup dari keunggulan. Kita harus selalu 
berinovasi, selalu bergerak maju.”

•	Pasukan Marinir A.S. dan Angkatan Laut A.S. juga 
sedang membangun fondasi kemajuan dalam energi 
berkelanjutan, mulai dari pengoperasian kapal selam 

dan kapal bertenaga nuklir pertama di dunia hampir 
70 tahun yang lalu hingga produksi tenaga panas 
bumi di pangkalan pada pertengahan 1980-an, dan 
pengerahan Armada Hijau Besar yang terdiri dari 
pesawat dan kapal yang ditenagai, sebagian, oleh 
bahan bakar hayati dalam satu dekade terakhir. Pada 
tahun 2022, Pangkalan Logistik Albany Pasukan 
Marinir di Georgia menjadi instalasi Departemen 
Pertahanan pertama yang mencapai energi nol bersih, 
yang berarti pangkalan tersebut menghasilkan lebih 
banyak listrik dari sumber terbarukan seperti turbin 
uap biomassa dan generator landfill gas daripada yang 
dikonsumsi setiap tahun dari penyedia utilitasnya. 

Inisiatif ini juga akan memberikan manfaat di arena 
sipil. “Militer A.S. telah menjadi salah satu inovator 
teknologi terbesar di planet ini. Ini tidak akan berbeda 
di bidang energi,” tulis Grant di The National Interest. 
“Selain peningkatan keamanan melalui peningkatan 
energi terbarukan, masyarakat dapat memperoleh manfaat 
dari banyak aplikasi hilir teknologi energi canggih.”

Bagi militer dan organisasi pertahanan Indo-
Pasifik, tugas inti tetap konstan di tengah gelombang 
transformatif dari keuntungan energi terbarukan ini. 
“Jangan salah — misi departemen tetaplah untuk 
terbang, bertarung, dan menang, kapan saja dan di 
mana saja,” kata Sekretaris Angkatan Udara A.S. Frank 
Kendall dalam sebuah pernyataan yang menyingkap 
rencana iklim badan tersebut. “Kami berfokus pada 
modernisasi dan meningkatkan postur operasional kami 
terhadap tantangan laju kami: Tiongkok. Kami tetap 
siap untuk merespons dan mencapai dominasi udara 
dan ruang angkasa kapan pun dan di mana pun bangsa 
membutuhkan kami.  o

MENYIAPKAN PASUKAN UNTUK MASA DEPAN 
Investasi tahunan global dalam energi bersih diperkirakan 
akan melampaui 29.803,8 triliun rupiah (2 triliun 
dolar A.S.) per tahun 2030, lonjakan lebih dari 50% 
dibandingkan tahun 2022, demikian menurut Badan 
Energi Internasional (IEA). Invasi tak beralasan Rusia 
ke Ukraina pada Februari 2022 dan perang yang terjadi 
memicu “krisis energi global pertama — kejutan dengan 
luas dan kompleksitas yang belum pernah terjadi 
sebelumnya,” kemungkinan mempercepat peralihan 
dari minyak dan batu bara ke angin, surya, dan energi 
terbarukan lainnya, IEA melaporkan pada akhir 2022.

Sebagai konsumen energi utama, angkatan bersenjata 
dunia akan dibentuk oleh — dan dapat membantu 
membentuk — transformasi ini. Militer Australia, 
misalnya, menghabiskan lebih banyak dana untuk bahan 
bakar daripada komoditas lainnya pada tahun 2016-17, 
sekitar 4,4 triliun rupiah (300 juta dolar A.S.), demikian 
ungkap Yildirim. Bahan bakar yang menjalankan ADF 
sebagian besar berasal dari “minyak mentah dari sumber 
global yang mengalir melalui beberapa kilang Asia Timur 
dan Tenggara,” tulisnya. “Namun, pengaturan pasokan 
untuk komoditas yang sangat penting ini cenderung 
menjadi lebih tertekan.”

Prospek krisis atau konflik yang membatasi pasokan 
bahan bakar adalah masalah keamanan akut, terutama 
untuk negara seperti Australia, yang merupakan importir 
bersih minyak mentah dan olahan, dan bergantung pada 
minyak bumi untuk sekitar sepertiga dari konsumsi 
energinya. Rekomendasi Yildirim untuk mengatasi skenario 
seperti itu meliputi transisi kendaraan nontempur ADF 
ke kendaraan listrik, mengadopsi energi surya dan energi 
terbarukan lainnya dalam meningkatkan instalasi militer, 
dan memperluas penggunaan teknologi simulasi untuk 
pelatihan dan latihan guna mengurangi konsumsi energi.

Dia juga menyerukan untuk memanfaatkan keahlian 
entitas sektor komersial seperti maskapai penerbangan 

dan perusahaan pengapalan, serta 
lembaga penelitian sipil dan militer 
mitra untuk menghindari duplikasi 
dan meningkatkan interoperabilitas. 
“Menyiapkan ADF untuk masa depan 
membutuhkan pertumbuhan sektor 
bahan bakar alternatif di Australia untuk 
memenuhi kebutuhan lebih luas yang 
mencakup, tetapi tidak ditentukan oleh 
ADF saja,” tulisnya. “Itu hanya dapat 
dicapai melalui kemitraan karena tidak 
ada satu operator atau perusahaan yang 
memiliki monopoli di sektor energi.”

KEPASTIAN MISI 
Karena kemitraan publik-swasta semacam 
itu berakar di seluruh Indo-Pasifik, 
pendekatan seluruh masyarakat terhadap 
energi terbarukan sudah membuahkan 
hasil bagi Departemen Pertahanan A.S., 

pengguna energi terbesar pemerintah dan salah satu 
pembeli listrik terbesar di dunia. Militer A.S. hampir 
menggandakan produksi energi terbarukannya dari tahun 
2011-15, jauh melampaui negara itu secara keseluruhan, 
demikian menurut James Grant, manajer program Energi, 
Pertumbuhan, dan Keamanan di International Tax and 
Investment Center yang berbasis di A.S. “Pada era baru di 
mana sumber energi terbarukan dapat menjadi perbedaan 
antara kekuatan tempur yang tangkas dan aman dengan 
yang lamban yang berisiko terkena kejutan pasar dan 
infrastruktur usang, tak banyak ruang bagi Amerika 
Serikat untuk berpuas diri,” tulis Grant dalam sebuah 
artikel pada April 2021 untuk majalah The National 
Interest, yang mencatat peningkatan target Republik 
Rakyat Tiongkok (RRT) untuk teknologi terbarukan. 
“Sama seperti ketika militer A.S. berfokus pada 
tritunggal nuklir untuk menangkal musuh selama Perang 
Dingin, tujuannya pada abad ke-21 hendaknya untuk 
meningkatkan keunggulannya sebagai kekuatan tempur 
yang tidak bergantung pada energi.”

Militer A.S. mengupayakan tujuan ini di berbagai 
bidang, dengan dorongan tambahan dari perintah eksekutif 
Presiden Biden pada Desember 2021 bahwa lembaga federal 
mencapai 100% listrik bebas polusi karbon per tahun 2030, 
setidaknya setengahnya harus energi bersih pasokan lokal, di 
antara target lainnya. Departemen Pertahanan dan cabang-
cabangnya mengikuti arahan tersebut dengan menerapkan 
rencana mitigasi dan ketahanan iklim yang komprehensif. 
Inisiatif tersebut antara lain:

•	Angkatan Darat A.S., bekerja sama dengan produsen 
General Dynamics Land Systems, meluncurkan 
prototipe tank tempur Abrams generasi berikutnya 
pada akhir 2022. AbramsX menggabungkan 
propulsi hibrida-listrik yang akan mengurangi 
konsumsi bahan bakar dan memungkinkan krunya 
untuk mengoperasikan sensor dan sistem lainnya 

Laboratorium Penelitian Angkatan Udara 
A.S., NASA, dan Boeing mengembangkan 
X-48B, sebuah prototipe pesawat sayap 
bauran yang sangat efisien.  NASA

Seorang insinyur memasang sistem baterai litium di kendaraan darat otonom di 
laboratorium penelitian Komando Pengembangan Kemampuan Tempur Angkatan 
Darat A.S. di Maryland.  T’JAE ELLIS/ANGKATAN DARAT A.S.
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ulu dipandang sebelah mata sebagai teknologi 
inferior, perangkat commercial off-the-shelf 
(COTS) seperti drone udara dan maritim, ponsel 
aman, dan instrumen GPS membantu Ukraina 
melawan serangan Rusia dan menarik minat 
yang makin besar dari militer di seluruh dunia, 
termasuk di Indo-Pasifik.

Persentase yang relatif kecil dari peralatan yang 
digunakan Ukraina melawan penjajah Rusia tidak 
mahal, tersedia untuk umum, dan mudah diakses. Drone 
udara, misalnya, dijual di toko hobi dan online sebelum 
Ukraina mulai menggunakannya untuk mendeteksi tank 
dan pasukan musuh yang akan menyerang. Beberapa 
produk COTS dikombinasikan dengan komponen yang 
diproduksi atau dimanufaktur untuk membuat senjata dan 
perlengkapan perang lainnya.

Rusia telah memperhatikan penggunaan perangkat 
COTS oleh Ukraina. Kedua negara telah mengerahkan 
drone kecil yang dikendalikan dari jarak jauh untuk 
intelijen, pengawasan, dan pengintaian, serta untuk 
menjatuhkan persenjataan pada target utama. Sementara 
itu, peralatan GPS komersial dapat menemukan dan 
melacak pasukan musuh, termasuk mengonfirmasi 
keberadaan pasukan lawan di lokasi kejahatan perang 
potensial. Peralatan siber memantau dan bahkan 
melumpuhkan peralatan musuh.

Teknologi komersial juga meningkatkan efisiensi 
peralatan militer tradisional. Intelijen yang diperoleh 
tentang lokasi musuh, misalnya, dapat digunakan untuk 
menargetkan serangan rudal. “Perang di Ukraina cocok 
dengan solusi COTS,” kata Mark Cancian, purnawirawan 
kolonel Pasukan Marinir Amerika Serikat dan penasihat 
senior di Center for Strategic and International Studies 
(CSIS), kepada FORUM. “Anda memiliki garis depan 
yang relatif stabil. Orang-orang memiliki waktu untuk 
mengatur hal tersebut dan belajar cara menggunakannya.”

Sangatlah penting untuk menghubungkan pengguna 
perangkat COTS sipil — operator drone udara, misalnya 
— dengan unit militer yang dapat mengeksploitasi 
informasi tersebut. “Seorang pria menerbangkan 
kuadkopter dan melihat sekelompok tank, itu sangat bagus 
dan menarik, tetapi tidak benar-benar melakukan apa pun 
secara militer,” kata Cancian.

Penggunaan peralatan COTS bukanlah hal baru, 
terutama dalam hal drone. ISIS mulai menggunakan 
kendaraan udara tak berawak (UAV) pada tahun 
2016 untuk menjatuhkan amunisi sebagai bagian 
dari serangan terorisnya, demikian menurut laporan 
Januari 2022 oleh Bellingcat, kelompok peneliti, 
penyelidik, dan jurnalis internasional yang berbasis di 
Belanda. Taktik ini telah dikerahkan di tempat lain. 
Teroris pada Juni 2021 menjatuhkan dua alat peledak 
kecil dari UAV ke sebuah bangunan pangkalan udara 
India di dekat perbatasan Pakistan. Meski cedera 
dan kerusakannya minimal, insiden itu menunjukkan 
pengaruh asimetris dari produk komersial yang 
tersedia. Hal ini juga menyebabkan militer di seluruh 
dunia melihat perlunya merancang cara untuk 
melawan aplikasi COTS.

Beberapa dekade yang lalu A.S. mengakui potensi 
militer dari perangkat sipil yang umum digunakan. 
Pada tahun 1994, Menteri Pertahanan A.S. saat itu 
William Perry menyerukan pengerahan produk 
COTS “di mana pun dan kapan pun memungkinkan,” 
sebagian besar untuk mengatasi penundaan dan biaya 
pengadaan. Perusahaan pertahanan di seluruh dunia 
sejak saat itu telah memasukkan atribut perangkat dan 
teknologi COTS ke dalam berbagai produk termasuk 
drone kelas militer. Perang di Ukraina menawarkan 
wawasan tentang bagaimana kinerja teknologi ini 
di medan pertempuran bersama peralatan militer 
tradisional. Di Indo-Pasifik, misalnya, sekutu dan mitra 
mencari cara paralel untuk menangkal Partai Komunis 
Tiongkok (PKT) dari upaya merebut Taiwan yang 
memiliki pemerintahan mandiri dengan paksa.

Perangkat COTS dapat secara efektif mendukung 
teknologi militer canggih, demikian kata penulis dan 
pakar kebijakan pertahanan Peter Singer kepada situs 
web berita Vox pada September 2022.

D

Produk commercial 
off-the-shelf meningkatkan 

operasi militer
STAF FORUM

Seorang prajurit Ukraina menerbangkan drone selama operasi 
melawan posisi Rusia di kawasan Donetsk pada Desember 2022. 
THE ASSOCIATED PRESS

Seorang Prajurit Korea Selatan menerbangkan drone selama latihan 
dengan Amerika Serikat di Paju, Korea Selatan, pada pertengahan 
Januari 2023.  THE ASSOCIATED PRESS
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sebuah pernyataan yang tetap berlaku bertahun-tahun 
kemudian. “Dalam banyak hal, menerapkan solusi COTS 
secara fundamental mengubah pekerjaan tim pengembangan 
sistem (baik pemerintah maupun kontraktor), dan cara 
mereka melakukannya — menghasilkan resistensi alami 
terhadap penerimaan dan penggunaan COTS,” tulis para 
peneliti University of Maryland.

Sifat sekali pakai dari banyak perangkat COTS tidak 
sesuai dengan preferensi militer tradisional akan peralatan 
kokoh yang telah teruji waktu yang dapat beroperasi 
dalam berbagai kondisi pertempuran, kata Cancian. “Anda 
dapat membeli banyak dan menganggapnya sebagai 
barang sekali pakai yang Anda gunakan satu atau dua kali, 
lalu menghilang,” ujarnya. “Jadi, COTS sangat menarik 
bagi kelompok yang tidak memiliki banyak uang.”

Mengadaptasi perangkat yang tersedia secara komersial 
untuk medan pertempuran dapat membantu militer 
menghindari prosedur pengadaan yang rumit, yang dapat 
memakan waktu bertahun-tahun, sehingga mereka dapat 
dengan cepat mengatasi ancaman. Sebaliknya, pihak yang 
skeptis akan COTS mengatakan tinjauan intensif produk 
yang dimaksudkan untuk penggunaan militer memastikan 
persyaratan yang berlaku dan ekspektasi kinerja terpenuhi. 
Selain itu, perangkat yang dibuat sesuai spesifikasi militer 
lebih cenderung tetap operasional di luar pengerahan 
awal. Ada juga kekhawatiran bahwa perangkat lunak 
komersial menimbulkan risiko keamanan ketika diadaptasi 
untuk penggunaan militer.

Kendati adanya keraguan tersebut, perangkat COTS 
seperti UAV dan ponsel aman dapat melayani tujuan militer 
dengan sedikit modifikasi. Teknologi lain, seperti citra satelit 
dan perangkat siber, dapat meningkatkan peralatan militer.

Di Ukraina, penggemar drone yang pernah memotret 
pernikahan, memupuk tanaman, atau berlomba satu sama 
lain untuk olahraga kini mempertaruhkan hidup untuk 
membantu negara mereka mengusir penjajah Rusia, The 
Associated Press melaporkan beberapa minggu setelah 
pertempuran dimulai pada akhir Februari 2022. Warga 
sipil melacak konvoi musuh dan menyampaikan informasi 
tersebut kepada pasukan Ukraina.

Potensi keunggulan perangkat COTS bersifat strategis 
dan psikologis, kata Monnik kepada FORUM. Sekadar 
mendengar suara UAV di udara mampu membuat pasukan 
musuh gelisah.

JENIS PERANGKAT COTS
Produk COTS juga dapat digunakan untuk memberikan 
bantuan kemanusiaan, melakukan misi penyelamatan, dan 
memantau kegiatan terlarang seperti penangkapan ikan 
ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diregulasi. Selain 
UAV, perangkat COTS yang umum digunakan antara lain:

•	Drone angkatan laut, juga dikenal sebagai kapal 
permukaan tak berawak multiguna: Ukraina 
telah meluncurkan perahu tanpa awak untuk 
mempertahankan pelabuhan, kota, dan jalur pelayaran 
komersial. Kapal sepanjang 5,5 meter, yang menyerupai 
kayak lapis baja, digunakan untuk pengawasan dan dapat 
dilengkapi dengan bahan peledak. Banyak komponen 
kapal, termasuk mesin Sea-Doo, diproduksi secara 
komersial. Ukraina memulai upaya crowdfunding 
untuk membangun armada perahu tersebut. Tiap kapal 
menelan biaya sekitar 3,7 miliar rupiah (250.000 dolar 
A.S.), sepersekian dari biaya rudal antikapal, surat kabar 
The Economist melaporkan pada Desember 2022.

•	Peralatan siber: Komputer, simulator, dan teknologi 
informasi lainnya yang dijual secara komersial yang 
dapat meningkatkan pelatihan, memungkinkan 
pemantauan, dan melumpuhkan peralatan komunikasi 
musuh.

•	Radar dan teknologi GPS: Teknologi ini 
memungkinkan militer untuk memantau posisi, 
gerakan, dan kemampuan musuh.

LANGKAH KE DEPAN
Meski perangkat COTS tidak akan sepenuhnya 
menggantikan perangkat keras militer tradisional, COTS 
telah terbukti berguna sebagai peralatan tambahan di 
beberapa medan. Makin banyaknya bukti tentang efektivitas 
COTS — di Ukraina, Myanmar, dan di tempat lainnya — 
telah mendorong militer untuk menangani penggunaannya.

Perangkat semacam itu sangat cocok untuk perang 
asimetris, di mana pasukan dengan persenjataan 
yang kurang lengkap dapat melengkapi konsep 
perang tradisional dengan peralatan COTS untuk 
mengeksploitasi kelemahan pasukan yang lebih besar.

“Manfaat terbesar yang muncul dari penggunaan 
komponen COTS adalah biaya keseluruhan yang lebih 
rendah, ketersediaan yang lebih besar, dan pengiriman 
yang lebih cepat,” majalah Military Embedded Systems 
melaporkan pada April 2022. “Teknologi kelas nonmiliter 
akan selalu lebih murah, dengan lebih banyak pilihan 
vendor. Namun asumsi bahwa biaya lebih rendah yang 
terkait dengan komponen COTS identik dengan kualitas 
yang lebih rendah sama sekali tidak benar lagi, dengan 
pesatnya peningkatan keandalan komponen dan sistem 
kelas komersial.”  o

Sebuah ambulans drone yang diproduksi oleh perusahaan India 
Radhe mPhir dirancang untuk mengevakuasi personel militer yang 
terluka di tempat yang tidak dapat dijangkau helikopter. 
AFP/GETTY IMAGES

PENGGUNAAN DAN POTENSI COTS 
Di Myanmar, juga disebut Burma, sebuah kelompok 
perlawanan telah mengadaptasi drone COTS untuk 
melawan junta militer, yang merebut kekuasaan dalam 
kudeta pada Februari 2021. “Kami mulai dengan drone  
F11 sederhana, yang tidak menjangkau jarak jauh,” 
kata seorang pejuang perlawanan kepada majalah The 
Diplomat pada Februari 2022. “Namun dengan berlatih 
dan memodifikasi model lain dari toko mainan amatir, 
kami makin mahir dalam menanganinya.”

Junta, sementara itu, telah menggunakan UAV 
militer untuk pengawasan, untuk memecah protes, dan 
menargetkan lawan dengan rudal berpemandu laser, 
demikian menurut laporan The Diplomat.

Pasukan Pertahanan Selandia Baru memperkuat sistem 
komunikasinya dengan teknologi dan peralatan COTS, 
majalah Breaking Defense melaporkan pada Desember 
2022. “Membeli solusi COTS berarti bahwa Selandia 
Baru akan beroperasi sebagai pengikut cepat alih-alih 
memimpin dengan pengembangan sistem yang mahal,” 
demikian menurut laporan majalah itu.

Jepang telah mengirimkan drone COTS yang dilengkapi 
kamera, bersama dengan masker dan pakaian pelindung 
yang dikeluarkan militer, ke Ukraina, demikian menurut 
laporan Kyodo News pada April 2022. Kementerian 
Pertahanan Jepang tidak mengklasifikasikan drone tersebut 
sebagai peralatan militer, kata kantor berita itu.

Letnan Jenderal Angkatan Darat Australia Simon 
Stuart memuji inovasi dalam sambutan pembukaannya 
di Simposium Kepala Angkatan Darat di Adelaide pada 
Agustus 2022. Dia mengatakan Angkatan Darat adalah 
pengguna terbesar sistem udara tak berawak di Australia, 
dengan lebih dari 400 pesawat multirotor COTS dalam 
persenjataannya. Angkatan bersenjata di Indonesia, 

Filipina, Singapura, Korea Selatan, Thailand, dan Vietnam 
juga menggunakan produk dan teknologi COTS.

Perangkat COTS tidaklah efektif untuk semua operasi 
militer. Hanya sedikit UAV yang tersedia secara komersial, 
misalnya, yang memiliki jangkauan untuk mencakup jarak 
perairan terbuka luas yang lazim di Indo-Pasifik. Perangkat 
tersebut akan lebih berguna dalam skenario dengan jarak 
relatif pendek, kata Cancian dari CSIS. Taiwan berpotensi 
menggunakan drone COTS dan peralatan lainnya untuk 
menangkal invasi, dan Filipina dapat menggunakan 
peralatan yang diproduksi secara komersial untuk 
mempertahankan pulau-pulaunya di Laut Cina Selatan.

KEUNGGULAN COTS 
Mike Monnik, CEO DroneSec, sebuah perusahaan 
keamanan siber yang berbasis di Melbourne, Australia, 
mendefinisikan peralatan COTS sebagai berikut: 
“Saya bisa masuk ke toko dan membelinya.” DroneSec 
memiliki jaringan peta global dan perangkat lunak lain 
yang dirancang untuk melindungi UAV yang ramah dan 
bertahan melawan drone berbahaya. Monnik mengatakan 
teknologi yang digunakan pada banyak drone militer dan 
keamanan dirancang untuk tujuan rekreasi dan komersial.

Center for Public Policy and Private Enterprise 
(CPPPE) University of Maryland mendefinisikan 
perangkat COTS sebagai “perangkat lunak atau perangkat 
keras yang dibuat secara komersial dan tersedia untuk 
dijual, disewakan, atau dilisensikan kepada masyarakat 
umum dan yang memerlukan sedikit atau tanpa modifikasi 
pemerintah yang unik untuk memenuhi kebutuhan badan 
pengadaan. Karena ketersediaannya yang cepat, biaya 
yang lebih rendah, dan risiko rendah, produk COTS harus 
dianggap sebagai alternatif bagi pengembangan internal 
yang didanai pemerintah.”

Teknologi berubah dengan cepat, dan militer harus 
memahami bahwa mereka tidak lagi memegang monopoli 
atas kemajuan perangkat perang, demikian pernyataan 
CPPPE dalam sebuah makalah pada September 2008 — 

Drone komersial yang digunakan oleh angkatan bersenjata Ukraina 
untuk pengintaian menjalani penerbangan uji coba di Kyiv pada 
Agustus 2022.  GETTY IMAGES
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PPartai Komunis Tiongkok (PKT) sedang melancarkan 
perang eksistensial terhadap seluruh dunia. Ini 
adalah perang memperebutkan kendali global, dan 
PKT bercita-cita untuk memenangkannya tanpa 
pertempuran — atau setidaknya tanpa harus terlibat 
dalam pertempuran kinetik besar.

Kunci strategi PKT adalah untuk memastikan bahwa 
negara target tidak dapat — atau tidak akan — melawan.

Demi tujuan ini, PKT terlibat dalam perang politik 
secara global untuk membentuk narasi, persepsi, dan 
kebijakan guna melindungi kekuasaan partai dan untuk 
mencapai ambisi geopolitik dan hegemoninya. PKT 
menggunakan perang politik melawan setiap negara 
di Indo-Pasifik serta di seluruh Eropa, Afrika, dan 
Amerika. PKT melancarkan perang ini secara terang-
terangan dan diam-diam dan dengan cara yang sangat 
menipu yang sulit dideteksi.

Sangat penting demi mencapai tujuannya, PKT 
merongrong kedaulatan dan integritas politik negara 
lain. PKT berusaha memenuhi aspirasi pemikiran dan 
kontrol perilaku yang diimpikan oleh pemimpin zalim 
terawal di Tiongkok dan diktator paling represif abad 
ke-20. Kekerasan dan intimidasi adalah kunci bagi perang 
politik ini, sebagaimana tecermin dalam penindasan 
brutal terhadap protes damai di seluruh Tiongkok atas 
kebijakan “nol COVID” PKT dan protes prodemokrasi 
Hong Kong, serta dalam konfrontasi kombatif oleh milisi 
maritim PKT dan angkatan bersenjata lainnya dengan 
berbagai negara dan wilayah untuk menegaskan kendali 
atas perairan dan ruang udara internasional.

Dalam Kongres Nasional PKT ke-20 pada Oktober 
2022, Sekretaris Jenderal PKT Xi Jinping sepenuhnya 
mengonsolidasikan kekuasaannya. Dalam pidato 

penutupnya, Xi memperjelas bahwa PKT bermaksud 
mempercepat perang yang sudah intens ini untuk 
mencapai “impian Tiongkok” ekspansionisnya guna 
meremajakan bangsa di bawah masa otokratisnya.

Bahaya yang ditimbulkan oleh PKT belum pernah 
terjadi sebelumnya. Negara yang menjadi target, 
terutama Amerika Serikat dan sekutu serta mitranya, 
harus memahami sifat dan ruang lingkup perang 
politik PKT untuk mendeteksi, menangkal, melawan, 
dan mengalahkannya. Gagal melakukannya akan 
menjadi bencana besar, yang mengakibatkan hilangnya 
kedaulatan, sumber daya, dan kebebasan.

Perang Politik sebagai Penindasan 
Internal 
Penindasan internal yang brutal adalah salah satu 
bentuk perang politik PKT, termasuk persekusi 
agama dan genosida. Di wilayah Xinjiang di 
Tiongkok barat laut, PKT berusaha menghancurkan 
budaya Uyghur, sebagian dengan memenjarakan 
sebanyak 3 juta minoritas Muslim Uyghur di tempat 
yang disebut kamp pendidikan ulang.

PKT juga memenjarakan puluhan ribu praktisi 
agama dalam mengupayakan Sinisisasi masyarakat. 
Banyak orang disiksa dan banyak yang meninggal akibat 
penganiayaan, pengambilan organ, atau kekejaman 
lainnya. Jutaan orang yang tidak dipenjara masih 
menghadapi persekusi tanpa henti seperti penyiksaan 
dengan sengatan listrik dan pemukulan di rumah 
mereka, kehilangan aset, dan indoktrinasi paksa sebagai 
hukuman atas iman mereka. Ancaman terbesar bagi 
masa depan kebebasan beragama adalah perang Partai 
Komunis Tiongkok terhadap orang-orang dari semua 
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lainnya. Tindakan semacam itu meliputi Operasi Fox 
Hunt dan Operasi Skynet, ketika agen keamanan 
Tiongkok menembus negara asing untuk menangkap 
para pejabat Tiongkok yang dituduh korupsi. Namun, 
operasi tersebut bukan untuk memerangi korupsi, 
tetapi lebih pada PKT yang menekan pesaing dan 
pembangkang. Khususnya, beberapa target Fox Hunt 
yang tinggal di Kanada memiliki hubungan dekat dengan 
politbiro PKT, badan pembuat keputusan utama partai, 
dan tahu rahasia yang ingin dilindungi oleh partai.

PKT mengklaim kantor tersebut, yang juga 
menyebarkan propaganda partai, adalah pusat 
administrasi untuk membantu warga Tiongkok dalam 
berbagai tugas seperti memperbarui SIM. Lebih lanjut, 
PKT menepis kekhawatiran tentang pasukan polisi 
ekstrateritorialnya yang beroperasi di tanah berdaulat, 
dan seorang juru bicara RRT menuntut “bahwa pihak 
A.S. harus menghentikan gembar-gembor tak berdasar 
atas masalah ini.”

Perang Politik untuk Hegemoni Global 
Ketika PKT mengobarkan perang politik global, 
pihaknya menggunakan berbagai macam senjata untuk 
merayu, menundukkan, menyusup, dan memaksa. 
PKT menyelubungi sifatnya yang berbahaya di balik 
nama-nama yang tak berbahaya. PKT mengubah 
nama skema infrastruktur Satu Sabuk, Satu Jalan 
(OBOR), misalnya, menjadi Prakarsa Sabuk dan Jalan. 
Sempalan OBOR yang terdengar menarik, tetapi 
mempromosikan kebijakan koersif termasuk Jalur 
Sutra Digital dan Jalur Sutra Kutub.

Senjata politik PKT lainnya termasuk mencoba 
menyuap pejabat di Negara-Negara Kepulauan 
Pasifik, Afrika, dan Indo-Pasifik; mencoba 
membungkam kritik di Australia, Kanada, dan 
Selandia Baru; dan berusaha mencampuri pemilu di 
Maladewa, Korea Selatan, dan Taiwan.

PKT telah berusaha melakukan demoralisasi dan 
destabilisasi banyak Negara Kepulauan Pasifik melalui 
upaya merusak pejabat dan memecah belah penduduk 
secara sosial. Palau dan Samoa telah menolak pendekatan 
neokolonial PKT di Pasifik Selatan. Melalui United 
Front Work Department (UFWD) dan operator 
intelijennya, PKT menggunakan suap dan bujukan 
keuangan lainnya terhadap negara-negara ini — dan 
banyak lainnya — untuk menargetkan pejabat terpilih 
dengan harapan merongrong demokrasi dan kedaulatan 
nasional mereka. Beberapa pihak yang terjerat telah 
menandatangani pakta keamanan dan perjanjian 
lain yang membuka pintu bagi eksploitasi PKT atas 
perikanan dan sumber daya alam lainnya, serta akses PLA 
ke fasilitas pelabuhan dan penerbangan negera mereka.

Di Kanada, menurut Dinas Intelijen Keamanan 
negara itu, perang politik PKT mencakup pembayaran 
melalui perantara kepada kandidat yang berafiliasi 
dengan partai, yang berpotensi menempatkan agen 

pada posisi untuk memengaruhi 
kebijakan nasional, serta berusaha 
mengkooptasi dan merusak 
mantan pejabat Kanada, dan 
melancarkan kampanye agresif 
untuk menghukum politisi Kanada 
yang dipandang sebagai ancaman 
terhadap PKT. Partai ini telah 
menggunakan taktik serupa di 
Australia, India, Selandia Baru, 
Filipina, dan Korea Selatan, 
serta di negara-negara yang 
berpartisipasi dalam OBOR.

Di Jepang, seperti di Kanada 
dan banyak negara lainnya, 
UFWD bertanggung jawab 
atas sebagian besar operasi 
penangkapan kalangan elite. 
UFWD menjalankan organisasi 
seperti Dewan Tiongkok untuk 
Promosi Reunifikasi Nasional 

Damai cabang Jepang untuk melakukan operasi 
pengaruh. Salah satu organisasi tersebut, Chinese 
Association of International Friendly Contact (CAIFC), 
menargetkan para pejabat Pasukan Bela Diri di Jepang 
seperti halnya di negara-negara lain. Namun, di Jepang 
CAIFC juga terlibat dengan banyak sektor dalam 
masyarakat, termasuk organisasi Buddhis, arsitek, 
asosiasi kaligrafi, dan bahkan pemain permainan 
papan Go Jepang. Lebih lanjut, UFWD menjalankan 
setidaknya 15 Institut Konfusius, atau yang konon 
disebut “pusat budaya” Tiongkok, serta asosiasi 
persahabatan di Jepang untuk memengaruhi kalangan 
elite dan pemilu Jepang. Untungnya, Jepang makin 
mengambil langkah untuk mempertahankan keamanan 
dan kedaulatannya dengan lebih baik.

Menurut Direktur Biro Penyelidikan Federal 
Christopher Wray, bentuk lain dari perang politik 

agama: Muslim, Buddhis, Kristiani, dan juga praktisi 
Falun Gong,” kata Menteri Luar Negeri A.S. Antony 
Blinken dalam pidato pada Oktober 2021 di Indonesia.

Dirilisnya “China Cables” rahasia Republik Rakyat 
Tiongkok (RRT) pada tahun 2019 dan “Xinjiang 
Police Files” pada tahun 2020 membuktikan kekejaman 
terhadap suku Uyghur, termasuk pemerkosaan, 
sterilisasi dan aborsi paksa, penyiksaan fisik dan 
psikologis, serta eksekusi. Dokumen bocor yang 
menggambarkan cara kerja internal kamp penahanan 
juga menyoroti peran Xi dan pejabat tinggi PKT 
lainnya dalam menyusun kebijakan genosida.

Tak satu pun dari hal ini yang baru. PKT telah 
secara brutal menindas rakyat Tiongkok selama 
satu abad. Partai tersebut bertanggung jawab atas 
pemerintahan teror berskala besar yang dimulai dengan 
penaklukan Tiongkok oleh PKT pada tahun 1949, 
melalui Bencana Kelaparan Besar (1958-62), Revolusi 
Kebudayaan (1966-76), dan kekejaman lainnya seperti 
tragedi Lapangan Tiananmen 1989 saat Tentara 
Pembebasan Rakyat (PLA) PKT membantai warga 
sipil setelah para mahasiswa menyerukan kebebasan. 
Sejarawan memperkirakan bahwa hingga 100 juta orang 
Tiongkok telah meninggal akibat tindakan PKT.

PKT juga telah melakukan upaya asimilasi di Tibet 
selama lebih dari satu abad. Di bawah Xi, PKT telah 
memperbarui kampanyenya dengan menerapkan 
undang-undang, aturan, dan peraturan yang ditujukan 
untuk secara bertahap melakukan Han-isasi populasi 
Tibet serta merongrong budaya dan sejarah Tibet. 
Kegiatan PKT baru-baru ini untuk melemahkan 
pendidikan, budaya, dan bahasa tradisional Mongolia 
di Mongolia Dalam merupakan contoh lain dari upaya 
PKT dalam asimilasi paksa. 

Akan tetapi, di Tiongkok hampir tidak mungkin 
untuk mengetahui sejarah teror PKT. Referensi 

disensor ketat, dan orang berisiko dipenjara bahkan 
hanya dengan membahas topik tersebut.

Sementara itu, di luar Tiongkok operasi propaganda 
global PKT mengklaim bahwa tuduhan genosida dan 
persekusi adalah “kebohongan terbesar abad ini,” dan 
merupakan cerminan “egoisme dan prasangka Barat 
yang mengakar dalam terhadap Tiongkok.”

Sensor internet PKT, aparat propaganda besar-
besaran, dan indoktrinasi tanpa henti menciptakan 
ruang gema berbahaya bagi rakyat Tiongkok, banyak 
di antaranya merangkul program pendidikan patriotik 
yang menanamkan kebencian dan xenofobia. Salah 

satu hasilnya adalah bahwa 
PKT memanfaatkan sejumlah 
besar mahasiswa hipernasional 
sebagai senjata dengan mengirim 
mereka ke universitas asing. Di 
sana, banyak dari mereka yang 
menyebarkan narasi PKT dan 
berusaha untuk membungkam 
kritik terhadap RRT.

Lawfare sebagai Senjata
Legal warfare, atau lawfare 
(penyalahgunaan hukum 
sebagai senjata), adalah senjata 
utama lain dalam persenjataan 
PKT. Pada tahun 2015, PKT 
menangkap dan memenjarakan 
pengacara, asisten hukum, dan 
pembela hak asasi manusia yang 
menafsirkan undang-undang 
Tiongkok sebagaimana adanya 

dan mencoba menggunakan sistem hukum untuk 
melindungi hak yang dijamin sebagaimana tercatat. 
Tuduhan itu termasuk pelanggaran samar seperti 
“memprovokasi pertengkaran.” Banyak yang masih 
dipenjara.

Mulai tahun 2020, PKT menggunakan undang-
undang keamanan nasional baru untuk mengganyang 
kebebasan Hong Kong dan segala potensi oposisi 
terhadap partai tersebut. Jurnalis, mantan perumus 
undang-undang, dan aktivis prodemokrasi termasuk di 
antara mereka yang ditangkap dan dipenjara. PKT juga 
berusaha menggunakan lawfare untuk merongrong sistem 
pemilu Hong Kong. PKT menggembar-gemborkan 
penindasan berdasarkan lawfare secara internal dan 
global, dengan hasil berupa dampak psikologis yang kuat 
pada orang-orang di RRT, diaspora Tionghoa, dan orang-
orang Taiwan, di antara yang lainnya.

PKT juga telah mendirikan lebih dari 100 apa yang 
dinamakan kantor polisi di negara lain, meski tidak 
memiliki otorisasi dari negara tuan rumah. Di bawah 
arahan kementerian keamanan publik Tiongkok, para 
pejabat PKT di kantor tersebut memantau, melecehkan 
dan, dalam beberapa kasus, secara paksa memulangkan 
para pembangkang Tiongkok dan orang-orang buangan 

Wartawan Tiongkok bekerja di sebuah pusat media selama Kongres Nasional ke-20 PKT 
yang dikontrol ketat di Beijing pada Oktober 2022.  THE ASSOCIATED PRESS

Para pengunjuk rasa memegang selembar kertas kosong, yang mewakili sensor 
pemerintah, selama unjuk rasa di Beijing pada November 2022.  THE ASSOCIATED PRESS
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secara global untuk mendukung tujuan PKT. Operator 
dari SARA, BAC, dan PLA melakukan berbagai 
operasi untuk memengaruhi umat Buddha. Misalnya, 
di Mongolia mereka berusaha untuk mengembangkan 
pemimpin Buddha untuk memengaruhi elite politik 
negara itu untuk mematuhi PKT dan untuk merongrong 
pihak yang dianggap sebagai musuh PKT. Di Jepang, 
para operator ini berusaha memengaruhi kelompok 
Buddha untuk membentuk kebijakan luar negeri dan 
perencanaan pertahanan Tokyo demi kepentingan 
PKT. Di Australia, para operator PKT telah berusaha 
bermitra dengan dewan Buddha untuk memengaruhi 
para pemimpin politik, sementara di Thailand mereka 
berusaha memengaruhi para pemimpin Buddha untuk 
mendukung proyek OBOR dan tujuan PKT lainnya di 
negara tersebut. Di Taiwan, PKT menyalurkan dana 
campur tangan politik melalui organisasi Buddha yang 
berbasis di Taiwan.

Kampanye lawfare eksternal PKT sering kali 
melibatkan pembuatan undang-undang untuk 
mendukung klaim yang tidak sah atas wilayah dan 
sumber daya. Mereka juga menggunakan peta palsu, 
terutama dengan sembilan garis putus-putus buatan 
yang melingkupi sekitar 2,5 juta kilometer persegi Laut 
Cina Selatan, yang diklaim oleh RRT.

PKT pada dasarnya menolak putusan mahkamah 
internasional tahun 2016 yang membatalkan sebagian 
besar klaimnya. PKT juga mendistorsi undang-undang 
untuk memperluas surat perintah administratif Beijing 
ke Laut Cina Selatan, termasuk dengan menetapkan 
Sansha, sebuah desa di Kepulauan Paracel yang 
disengketakan, sebagai prefektur Tiongkok.

Lawfare hampir selalu digunakan dengan perang 
media. Misalnya, Beijing menemukan atau membuat apa 
yang disebut dokumen sejarah untuk menetapkan dasar 
hukum atas klaim teritorialnya, seperti dalam kasus 
Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang di Laut Cina 
Timur. PKT kemudian secara terbuka mempromosikan 

dokumen itu melalui media yang 
dikelola negara sebagai bukti 
klaimnya.

Melawan ‘Impian 
Tiongkok’ PKT 
PKT secara agresif 
mengobarkan perang politik 
secara global untuk mencapai 
tujuan ekspansionis dan 
totaliternya. Dengan demikian, 
sekutu dan mitra harus 
membangun kapasitas bersama 
untuk mendeteksi, menangkal, 
melawan, dan mengalahkan 
ancaman tersebut. Di Indo-
Pasifik, langkah penting adalah 
membangun pusat keunggulan 
untuk memberikan landasan 

intelektual guna memerangi perang politik PKT. 
Pusat tersebut akan membantu negara-negara 
yang berpandangan serupa untuk mengembangkan 
pemahaman tentang ancaman dan merancang 
tanggapan yang efektif.

Langkah-langkah utama yang dapat diambil berbagai 
negara secara individual untuk membangun kapasitas 
itu meliputi:

•	Dengan cepat membuat strategi nasional untuk 
menilai dan melawan perang politik PKT, 
termasuk menetapkan kebijakan dan operasi 
untuk mengalahkannya.

•	Menetapkan program pendidikan tentang 
perang politik bagi pejabat pemerintah, 
pemimpin bisnis, personel penegak hukum, 
akademisi, dan jurnalis.

•	Meningkatkan kemampuan bagi komunitas 
hukum, penegak hukum, dan pejabat kontra-
intelijen untuk menyelidiki, mengganggu, 
dan mengadili kegiatan perang politik PKT. 
Meninjau undang-undang dan kebijakan untuk 
memastikan pernyataan misi, persyaratan, 
sumber daya, pelatihan, dan penilaian yang 
memadai dan efektif.

•	Secara rutin mengekspos operasi perang politik 
PKT. Mewajibkan laporan publik tahunan yang 
mencakup saran praktis bagi para pemimpin dan 
warga negara mengenai ancaman tersebut.

•	Menaikkan biaya perang politik bagi PKT. 
Meski banyak negara makin berfokus pada 
spionase PKT, operator perang politik partai 
tersebut hanya menghadapi sedikit, bahkan 
tidak ada, konsekuensi. Untuk melawan campur 
tangan dan intimidasi PKT, misalnya, diplomat 
Tiongkok yang mengancam organisasi media 
harus dicabut status diplomatiknya dan diusir 
dari negara tuan rumah.  o

PKT di A.S. termasuk pemerasan, ancaman kekerasan, 
penguntitan, dan penculikan orang keturunan 
Tiongkok. Di Inggris, para pejabat kedutaan RRT 
telah terekam memukuli pengunjuk rasa damai di 
jalan umum, dan di Taiwan, geng yang bersekutu 
dengan PKT telah secara terbuka memukuli siswa 
yang memprotes undang-undang pro-RRT. Untuk 
memajukan perang politiknya, PKT mendukung 
perang proksi. Sebagai contoh, para pejabat India 
menuduh PKT mendukung separatis teroris di kawasan 
perbatasan yang disengketakan oleh kedua negara. 
Dukungan PKT dan pelatihan tentara panglima 
perang untuk memaksa pemerintah Myanmar juga 
didokumentasikan dengan baik.

Memanfaatkan Titik Tekan Ganda 
Indonesia adalah salah satu target perang media 
PKT, dan pengalamannya merupakan indikasi dari 
pengalaman negara-negara lain seperti Filipina dan 
Thailand. PKT telah secara drastis memperluas 
pengaruh medianya di Indonesia melalui pembagian 
konten, kemitraan media, dan pelatihan jurnalis. 
Selanjutnya, media yang dikelola pemerintah PKT 
seperti Kantor Berita Xinhua dan saluran Hi Indo! 
milik China International Television Corp. untuk 
kawula muda telah mendirikan kantor cabang dalam 

beberapa tahun terakhir, yang merekrut jurnalis 
Indonesia dan staf lainnya. Hasil pengembalian 
investasi PKT adalah penguatan propagandanya dan 
kemampuan untuk menyensor kritik dan konten. 
Dalam satu kasus, perusahaan teknologi Tiongkok 
ByteDance memanipulasi aplikasi agregator berita 
populer Indonesia Baca Berita untuk menyensor 
artikel yang kritis terhadap rezim PKT dan semua 
referensi tentang ketegangan Indonesia-Tiongkok 
atas Laut Cina Selatan.

Apa yang disebut diplomasi prajurit serigala adalah 
strategi perang politik koersif lainnya dari PKT. Dalam 
diplomasi ini, yang tanpa henti bersikap agresif, diplomat 
PKT terlibat dalam serangan verbal dan, terkadang, fisik. 

Pada Oktober 2022, misalnya, 
diplomat Tiongkok dituduh 
mencengkeram dan memukuli 
seorang pemrotes di luar konsulat 
mereka di Manchester, Inggris, 
demikian menurut berita. Pada 
tahun 2018, selama pertemuan 
Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik 
(APEC) di Papua Nugini (PNG), 
diplomat RRT memaksa masuk ke 
kantor menteri luar negeri PNG 
untuk menuntut penulisan ulang 
komunike akhir APEC, dan pada 
tahun 2020 diplomat RRT memukul 
pustakawan kantor perdagangan 
Taiwan di Fiji, yang membuat 
korban dirawat di rumah sakit, 
demikian menurut laporan media.

PKT juga berhasil 
memanfaatkan banyak kegiatan 
positif biasa sebagai senjata 
untuk perang politik. Kegiatan 
yang dijadikan senjata antara lain 
praktik keagamaan; pariwisata di 

negara yang ditargetkan; aliran siswa; pembentukan 
masyarakat persahabatan dan organisasi kota kembar; 
serta pembelian lahan, infrastruktur, dan perusahaan 
yang penting secara strategis.

Salah satu contoh agama yang dijadikan senjata 
adalah upaya PKT untuk mengeksploitasi Buddhisme 
sebagai saluran bagi pengaruh khusus. Kooptasi dan 
pengelolaan agama adalah fungsi inti dari UFWD. Di 
bawah arahannya, State Administration for Religious 
Affairs (SARA) dan Buddhist Association of China (BAC) 
berusaha untuk bekerja sama dengan umat Buddha 

Anggota staf Apple Daily saat itu berpose di kantor pusat surat kabar prodemokrasi ini 
di Hong Kong pada 23 Juni 2021, sehari sebelum edisi terakhir surat kabar itu dicetak. 
Enam mantan eksekutif surat kabar yang sekarang sudah tidak lagi beroperasi itu 
mengaku bersalah atas tuduhan kolusi di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional 
PKT yang membungkam dan memenjarakan suara oposisi di wilayah itu.  
THE ASSOCIATED PRESS

Kegiatan yang dijadikan senjata antara lain praktik keagamaan; 
pariwisata di negara yang ditargetkan; aliran siswa; pembentukan 
masyarakat persahabatan dan organisasi kota kembar; serta pembelian 
lahan, infrastruktur, dan perusahaan yang penting secara strategis.

Para pengunjuk rasa di Istanbul, Turki, memegang poster dan gambar korban 
penumpasan brutal PKT terhadap warga Uyghur dan kelompok etnis minoritas lainnya.  
THE ASSOCIATED PRESS
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Apa tujuan utama dari rencana modernisasi 
pertahanan Indonesia?

Presiden Joko Widodo telah mengarahkan 
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk 
menyusun rencana induk pertahanan negara 
jangka panjang, termasuk rencana modernisasi 
alutsista/peralatan pertahanan dan keamanan. 
Penyusunan rencana 
modernisasi mempertimbangkan 
beberapa prioritas. Pertama, 
situasi geopolitik dan 
geostrategis. Kedua, prediksi 
ancaman. Ketiga, pengembangan 
kapasitas pertahanan siap 
tempur. Dan, keempat, 
pertimbangan alokasi anggaran. 

Kami mempelajari konstelasi 
politik dan keamanan global 
saat ini, dan kami perlu 
mengambil posisi dengan 
memperkuat pertahanan internal 
untuk mencegah dampak 
ketidakstabilan keamanan yang 
dapat terjadi kapan saja. 

Komponen kebijakan 
pengembangan postur militer 
Indonesia adalah modernisasi sistem alutsista, 
serta aparat pertahanan dan keamanan. Struktur 
militer Indonesia didasarkan pada evolusi 
keadaan dan lingkungan sekitar pertahanan 
negara kami. Dinamika ancaman berdampak 
pada pembangunan, sehingga upaya peningkatan 
profesionalisme, kesejahteraan, dan kesiapan 
tempur personel militer Indonesia harus 
dikoordinasikan dengan modernisasi teknologi 
pertahanan dan keamanan. 

Dalam mengembangkan postur militer 
Indonesia, kebijakan tersebut dilaksanakan 
dengan pengadaan sistem alutsista/peralatan 

pertahanan dan keamanan untuk presisi 
jarak jauh siap tempur dan pencapaian 
interoperabilitas. Selain itu, kebijakan ini 
bertujuan untuk meningkatkan jumlah 
komponen cadangan untuk Angkatan Darat, 
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang 
dikerahkan di seluruh Indonesia. 

Kebijakan modernisasi sistem alutsista 
juga sejalan dengan program 
yang diprioritaskan dalam 
pengembangan pertahanan, 
terutama untuk penyerapan 
teknologi pertahanan, 
pengembangan sumber daya 
manusia, dan pertumbuhan 
fasilitas pertahanan. 

Untuk penyerapan teknologi, 
BUMN strategis Indonesia 
di sektor pertahanan telah 
mengembangkan beberapa 
varian baru sistem senjata. 
Salah satu perusahaan tersebut 
adalah Penataran Angkatan Laut 
(PT PAL), yang merupakan 
BUMN Indonesia yang 
memproduksi kapal untuk 
penggunaan militer dan sipil 

serta melakukan perbaikan dan pemeliharaan 
pada kapal dan teknik. PT PAL Indonesia 
telah berhasil mengembangkan kapal selam 
U-209 serta fregat rudal berpemandu. BUMN 
lainnya, PT Dirgantara Indonesia, telah berhasil 
mengembangkan rudal dan kendaraan tak 
berawak, seperti UAV Male [kendaraan udara 
tak berawak, ketinggian sedang, daya tahan 
lama]. Sementara itu, PT Len Industri telah 
mengembangkan radar pencegat kendali darat. 
Lalu ada PT Dahana, yang memproduksi bahan 
peledak dan telah mengembangkan komposit 
propelan dan propelan bubuk butiran bola. 

A
GERAKAN  
MODERN

WAKIL MENTERI PERTAHANAN 
INDONESIA BAHAS MODERNISASI 

PERTAHANAN NASIONAL

Letjen. (Purn.) Muhammad Herindra telah menjabat sebagai wakil menteri pertahanan 
Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo sejak Desember 2020. Sebagai perwira senior 
Angkatan Darat, dia menjabat sebagai Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia, 
serta Komandan Jenderal Pasukan Khusus Angkatan Darat Kopassus pada tahun 2015 dan 
Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi pada tahun 2016. Dia menjadi lulusan 
terbaik Akademi Militer Indonesia pada tahun 1987. 

GUSTY DA COSTA

Wakil Menteri Pertahanan Indonesia  
Muhammad Herindra

KEMENTERIAN PERTAHANAN INDONESIA

ILUSTRASI FORUM



58 IPD FORUMFORUM 59IPD FORUMFORUM

“SELAIN PENGADAAN ASET PERTAHANAN DARI  PENYEDIA 

DALAM NEGERI , KEMENTERIAN PERTAHANAN JUGA 

MELAKUKAN PENGADAAN DARI  PASAR LUAR NEGERI .”

Tentara 
Indonesia 
memperingati 
ulang tahun 
ke-77 TNI di 
Semarang pada 
Oktober 2022.  
REUTERS 

Pesawat 
pertama dari 
lima pesawat 
C-130J-30 Super 
Hercules yang 
diakuisisi oleh 
Angkatan Udara 
Indonesia tiba di 
Indonesia pada 
Maret 2023 
REUTERS

Dapatkah Anda memberikan perincian 
tentang garis waktu dan anggaran untuk 
upaya modernisasi ini?

Pengembangan kekuatan utama militer 
Indonesia selaras dengan rencana 
pembangunan jangka panjang nasional … 
yang dilaksanakan selama 15 tahun, dari 
2010 hingga 2024. Rencana pembangunan 
jangka menengah atau lima tahun 
menguraikan rencana nasional. Rencana 
tersebut menekankan empat elemen utama: 
rematerialisasi, revitalisasi, relokasi, dan 
pengadaan. Untuk melaksanakan rencana ini, 
pemerintah secara bertahap meningkatkan 
anggaran pertahanannya. Pada tahun 2023, 

pemerintah mengalokasikan 134,32 triliun 
rupiah [8,8 miliar dolar A.S.].

Kami menyadari bahwa situasi geopolitik 
dan geostrategis saat ini telah menyebabkan 
peningkatan daya serang militer global. Hal ini 
terbukti dari meningkatnya belanja pertahanan 
negara-negara pembelanja militer utama.

Mari kita bandingkan Indonesia dengan 
negara lain di ASEAN [Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara]. Anggaran pertahanan 
Indonesia terdiri dari persentase yang 
lebih kecil dari produk domestik brutonya 
(PDB) sebesar 0,64%, dibandingkan dengan 
anggaran pertahanan Brunei Darussalam, 
sebesar 4,12% dari PDB-nya, atau Singapura 
sebesar 3,23%. Bahkan Timor Timur 

[Timor-Leste], negara yang baru merdeka, 
mengalokasikan 1% dari PDB-nya untuk 
pertahanan.  

Menyadari masalah ini, pemerintah kami 
memprakarsai kebijakan untuk mengubah 
belanja pertahanan menjadi investasi 
pertahanan. Pendekatan tersebut sejalan 
dengan instruksi Presiden Joko Widodo. 
Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk 
mengoptimalkan alokasi anggaran pertahanan 
dan mengubah pola pikir atau pemikiran 
dalam pengadaan sistem alutsista impor. 
Kebijakan ini akan membantu perkembangan 
industri pertahanan Indonesia. 

Selain pengadaan aset pertahanan 
dari penyedia dalam negeri, Kementerian 
Pertahanan juga melakukan pengadaan dari 
pasar luar negeri. Salah satu pengadaan 
baru-baru ini adalah pembelian satu skuadron 
jet tempur Rafale ringan bermesin kembar. 
Pesawat ini diproduksi oleh perusahaan 
Prancis Dassault Aviation. Pengadaan pesawat 
tempur ini memperkuat sistem senjata 
Angkatan Udara Indonesia. 

Pembelian pesawat Rafale merupakan 

pembelian terbesar yang dilakukan oleh 
pemerintah Indonesia. Kami tidak dapat 
menyangkal bahwa meningkatnya kekuatan 
sistem senjata dapat menjadi barometer bagi 
tampilan kekuatan pertahanan suatu negara. 
Bagi Indonesia, isu ini memiliki jangkauan 
kebijakan yang spesifik, yaitu modernisasi 
sistem alutsista. 

Bagaimana rencana modernisasi ini 
akan memengaruhi karakter militer, dan 
bagaimana dampak perubahan tersebut?

Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia militer Indonesia bertujuan 
untuk membuat mereka lebih profesional 
dan dapat diandalkan dalam mengoperasikan 
sistem pertahanan utama yang modern dan 
canggih. Mekanisme untuk meningkatkan 
sumber daya manusia akan dilakukan dengan 
mengirim personel militer Indonesia untuk 
belajar di luar negeri atau ke produsen sistem 
alutsista. Sementara di tanah air, mekanisme 
peningkatan kualitas dilakukan melalui 
program pendidikan dan pelatihan, khususnya 
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Laksamana Yudo Margono, kanan, Panglima Tentara 
Nasional Indonesia, menyapa panglima yang akan 
melepaskan jabatan, Jenderal Andika Perkasa, di 
Istana Kepresidenan di Jakarta pada Desember 2022.  
REUTERS 

Seorang anggota unit Angkatan Laut elite Indonesia, 
yang dikenal sebagai Kopaska, berpartisipasi dalam 
latihan antiterorisme di sebuah bandara di Surabaya 
pada Desember 2022.  THE ASSOCIATED PRESS

terkait transfer teknologi dan transfer 
pengetahuan. 

Sehubungan dengan upaya peningkatan 
sumber daya manusia, kami menekankan 
bahwa militer Indonesia memiliki doktrin 
“Sishankamrata” — sistem pertahanan dan 
keamanan rakyat semesta. Ini berarti kami 
mengembangkan sinergi yang kuat dengan 
elemen-elemen bangsa lainnya. Doktrin ini 
harus dipahami sebagai sistem pertahanan total 
yang melibatkan semua warga negara, wilayah 
negara, dan sumber daya nasional lainnya.

Bagaimana posisi Indonesia dalam rantai 
pasokan global untuk perangkat keras 
militer terdampak oleh konflik dan 

ketegangan saat ini di seluruh kawasan 
dan dunia?

Dinamika pertahanan dan keamanan global 
berkembang pesat. Tidak ada yang dapat 
meramalkan kapan perang saat ini, yang sudah 
berlangsung lebih dari satu tahun antara Rusia 
dan Ukraina akan berakhir. Bersama dengan 
masalah senjata nuklir dan rudal Korea Utara, 
juga ada peningkatan ketegangan di Laut Cina 
Selatan dan dengan Taiwan. Indonesia saat 

ini menempati posisi utama dalam peta pasokan untuk 
peralatan militer yang digunakan di seluruh dunia 
sebagai akibat dari semua konflik dan ketegangan ini. 

Modernisasi peralatan pertahanan dan keamanan 
Indonesia diperlukan untuk melindungi kedaulatan 
negara dan bukan untuk menyerang negara lain. 
Indonesia tidak memiliki proyeksi kekuatan dalam 
pengadaan senjata dan peralatan militer. Kami harus 
kuat; dengan demikian, kemakmuran dan keamanan 
harus sejalan.

Jika konsumen lokal — dalam hal ini, militer 
dan polisi Indonesia — tidak menjadi pembeli atau 
pengguna barang senjata yang diproduksi oleh industri 
nasional kami, maka modernisasi sistem alutsista kami 
dan upaya untuk membangun industri pertahanan 
nasional tidak akan berhasil. Dengan cara ini, kami 
menciptakan peluang bagi produk domestik kami di 
pasar internasional dengan bertindak sebagai pembeli 
barang dari sektor pertahanan nasional.

Selain itu, departemen pengadaan pertahanan 
kami juga membeli peralatan persenjataan utama dari 
negara-negara lain. Jika tidak ada pasokan peralatan 
pertahanan dalam negeri, pengadaan asing digunakan. 
Untuk memastikan penggunaan dan pemeliharaan 
yang tepat, ini harus diikuti dengan transfer teknologi 
dan keahlian.

Langkah-langkah apa yang ada untuk memastikan 
bahwa proses pengadaan persenjataan transparan 
dan adil?

Kami memiliki mekanisme pengadaan dan pembelian 
sistem alutsista, E-Proc, atau pengadaan elektronik. 
Mekanisme ini melayani seluruh proses dari permintaan, 
pemesanan, dan pembelian barang dan layanan terkait 
lainnya yang kami lakukan secara online. 

Langkah apa yang diambil untuk mengatasi 
sengketa teritorial dan kegiatan ilegal di wilayah 
laut, udara, dan darat Indonesia?

Untuk semua masalah yang berkaitan dengan 
isu teritorial, kami selalu menggunakan saluran 
diplomatik dan pendekatan persuasif tanpa 
mengorbankan nilai-nilai kedaulatan kami. Kami 
harus lebih memperhatikan wilayah laut karena 
kami senantiasa menghadapi masalah pelanggaran 
perbatasan di zona ekonomi eksklusif [ZEE]. 
Pelanggaran perbatasan dipicu oleh kegiatan 
penangkapan ikan ilegal dan kontrol atas wilayah 
laut kami, yang kaya akan sumber daya alam seperti 
minyak dan gas di area pulau Natuna, misalnya.

Mengenai pelanggaran yang banyak terjadi di 
zona ekonomi eksklusif kami, kami telah mengadopsi 
Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa 
[UNCLOS] tahun 1982 dan meratifikasinya menjadi 
undang-undang pada Desember 1985. UNCLOS 

diterima secara internasional dan bukan merupakan 
klaim sepihak oleh Indonesia.

Ancaman terorisme adalah salah satu kejahatan 
transnasional yang memerlukan perhatian khusus kami, 
bersama dengan ancaman terhadap ZEE kami. Alhasil, 
kami melakukan patroli bersama Selat Malaka dengan 
Malaysia dan Singapura untuk menjaga keamanan.

Untuk wilayah darat, kami telah mengintensifkan 
patroli bersama dengan Malaysia, terutama di 
perbatasan darat dengan Kalimantan [bagian 
Indonesia dari pulau Borneo]. Kami memiliki forum 
kolaboratif seperti Komite Perbatasan Umum 
Malaysia-Indonesia, atau GBC Malindo, yang 
membahas berbagai kegiatan ilegal, termasuk migrasi 
ilegal, narkoba, gerakan kelompok teroris, kelompok 
radikal, di antara yang lainnya. 

Bagaimana pemerintah akan memastikan bahwa 
rencana modernisasi pertahanan bermanfaat 
bagi rakyat Indonesia dan berkontribusi pada 
pembangunan negara secara keseluruhan?

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan 
perekonomian rakyat Indonesia. Program 
Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri 
(P3DN) pemerintah kami adalah salah satu upaya 
tersebut. P3DN bermaksud meningkatkan produksi 
untuk menghasilkan pertumbuhan dan pemberdayaan 
industri di Indonesia. Kementerian dan organisasi 
pemerintah di Indonesia telah diinstruksikan oleh 
Presiden Joko Widodo untuk tidak membeli barang 
impor jika persyaratan yang diperlukan dapat 
dipenuhi di dalam negeri atau jika barang dapat 
diproduksi di dalam negeri. Tujuan pemerintah adalah 
untuk mengubah pengeluaran pertahanan menjadi 
investasi pertahanan, sehingga ini sejalan dengan 
tujuan tersebut.

Misalnya, rencana untuk memenuhi permintaan 
sistem pertahanan negara untuk tahun 2023 
ditetapkan dengan komposisi bahwa komponen 
dan proporsi industri nasional adalah 29,5% dan 
kandungan lokal adalah 33,5%. Oleh karena itu, kami 
memperkirakan bahwa belanja pertahanan Indonesia 
akan menyumbang 20,914 triliun rupiah [1,37 miliar 
dolar A.S.] untuk PDB negara. Kebijakan tersebut telah 
diterapkan.  

Dalam kebijakan terbaru, Kementerian Pertahanan 
kami, misalnya, telah menandatangani beberapa 
kontrak pengadaan untuk kendaraan taktis yang 
diproduksi oleh PT Pindad, termasuk Jeep Maung 
dan sebuah sepeda motor listrik. Kendaraan taktis 
dimaksudkan untuk unit tempur dan unit teritorial. 
Kementerian Pertahanan juga telah menandatangani 
kontrak untuk membeli ribuan unit amunisi dari PT 
Pindad di Jawa Timur. o

Gusty Da Costa merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan  
dari Jakarta, Indonesia.  
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Untuk melawan ancaman dari 
kemampuan nuklir dan rudal Korea 
Utara yang berkembang, militer 

Republik Korea (ROK) memperkenalkan 
konsep “Kill Web” pada Maret 2023 untuk 
mencegah serangan rudal, demikian menurut laporan berita.

Kill Web terdiri dari struktur berlapis dan terintegrasi 
yang menggunakan operasi siber, perang elektronik, dan 
kemampuan mutakhir lainnya di semua ranah pertahanan 
untuk mengganggu dan mencegah kegiatan rezim Korea Utara 
sebelum rezim tersebut dapat meluncurkan rudal atau serangan 
lainnya, demikian menurut laporan Kantor Berita Yonhap 
Korea Selatan.  

Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengumumkan 
inisiatif di bawah rencana Inovasi Pertahanan 4.0 Presiden Yoon 
Suk Yeol untuk memanfaatkan kecerdasan buatan dan teknologi 
lainnya guna menciptakan pasukan yang lebih cerdas, lebih 
kuat, dan lebih tangguh, demikian menurut laporan Yonhap.

Konsep Kill Web akan meningkatkan sistem serangan 
preemptif yang ada milik Korea Selatan, yang dikenal sebagai 
Kill Chain, yang merupakan bagian dari strategi penangkalan 
tiga pilar negara itu. Strategi ini juga mencakup sistem 
Pertahanan Udara dan Rudal Korea dan rencana operasional 
untuk melumpuhkan kepemimpinan Korea Utara jika terjadi 
konflik, demikian menurut laporan situs web The Defense Post.

“Konsep Kill Chain akan dilanjutkan dalam satu arah,” 
kata seorang pejabat Korea Selatan kepada wartawan, yang 
berbicara dengan syarat anonimitas. “Namun Kill Web, seperti 
jaring laba-laba, memerlukan penyesuaian misi yang sering 
untuk memastikan efektivitas operasional.” Ini juga merupakan 
pendekatan fleksibel yang memberdayakan petugas di lapangan 
untuk menyesuaikan guna mengoptimalkan operasi, demikian 
menurut laporan The Defense Post.

epang berencana membuat lembaga penelitian per 
tahun 2024 untuk mempercepat pengembangan 
teknologi pertahanan. 

Lembaga ini akan dimodelkan seperti Defense 
Advanced Research Projects Agency (DARPA) dan Defense 
Innovation Unit (DIU) Amerika Serikat, demikian menurut 
Shigenori Mishima, wakil komisaris dan kepala pejabat 
teknologi di Badan Akuisisi, Teknologi, dan Logistik Jepang. 
DARPA adalah lengan penelitian dan pengembangan pusat 
Departemen Pertahanan A.S.; DIU berfokus pada teknologi 
komersial yang dapat diskalakan dan dikerahkan dengan 
cepat ke lapangan di seluruh militer A.S.  

Badan baru Jepang itu “akan mengidentifikasi 
teknologi yang dapat dengan cepat diintegrasikan ke dalam 
perang masa depan,” kata Mishima selama Konferensi 
Sains & Teknologi Operasional Pasifik pada Maret 2023 
yang diselenggarakan oleh Asosiasi Industri Pertahanan 
Nasional (NDIA) di Honolulu, Hawaii.

Jepang juga berencana untuk bermitra dengan 
negara-negara yang berpandangan serupa untuk 
mengembangkan teknologi mutakhir, demikian menurut 
National Defense, majalah NDIA. “Lingkungan 
keamanan di sekitar Jepang tumbuh makin parah dan 
dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, 
dengan negara-negara tetangga memperkuat kemampuan 
militer mereka,” kata Mishima.

Per tahun 2027, Jepang berencana membelanjakan 
setara dengan 2% dari produk domestik brutonya untuk 
pertahanan, yang termasuk meningkatkan pengeluaran 

tahunan untuk penelitian dan pengembangan pertahanan 
menjadi 387,4 triliun rupiah (26 miliar dolar A.S.), 
meningkat empat kali lipat dari tahun 2022, kata Mishima.

Prioritas penelitian termasuk rudal antikapal untuk 
pertahanan pulau, rudal permukaan-ke-kapal yang 
diperbarui dan rudal proyektil dan hipersonik yang 
meluncur dengan kecepatan sangat tinggi, demikian 
menurut laporan National Defense.

Jepang, misalnya, sedang mengembangkan teknologi 
railgun elektromagnetik, ditampilkan dalam foto, yang 
menggunakan medan magnet untuk meluncurkan 
proyektil noneksplosif yang mampu menargetkan kapal 
dan banyak lagi, demikian konfirmasi Mishima. 

“Kementerian Pertahanan Jepang akan 
mengembangkan sarana untuk mencegat rudal musuh 
menggunakan proyektil bertenaga magnet,” surat kabar 
Jepang Nikkei Asia melaporkan pada Januari 2022, “seiring 
negara itu bergegas menanggapi senjata hipersonik yang 
dikembangkan oleh Tiongkok, Korea Utara, dan Rusia.”

Jepang telah mengalokasikan lebih dari 834,5 triliun 
rupiah (56 miliar dolar A.S.) untuk menyelesaikan railgun 
dalam satu dekade ke depan, demikian menurut laporan 
Nikkei Asia.

Jepang telah mengembangkan teknologi railgun selama 
setidaknya delapan tahun, sebagian bekerja sama dengan 
Angkatan Laut A.S. Pada tahun 2016, Jepang menguji 
prototipe railgun yang meluncurkan proyektil dengan 
kecepatan 7.193 kilometer per jam, demikian menurut 
laporan majalah Popular Science.

India sedang mengembangkan kendaraan udara 
tempur tak berawak (UCAV) otonom bertenaga 
jet yang dapat siap terbang per tahun 2025.
Para peneliti di Aeronautical Development 

Establishment India, bagian dari Defence 
Research and Development Organisation (DRDO) 
kementerian pertahanan, mendemonstrasikan 
prototipe yang diperkecil, ditampilkan dalam 
foto, pada Juli 2022 untuk Angkatan Udara India 
dalam sebuah uji coba di India selatan, demikian 
menurut majalah Aviation Week.

Dinamakan Ghatak, pesawat ini didukung 
oleh mesin turbofan dan akhirnya akan mampu 
membawa rudal, bom, dan amunisi berpemandu 
presisi, demikian menurut laporan berita. 

Sejumlah militer Indo-Pasifik sedang 
mengembangkan drone dan pesawat tak berawak 
lainnya untuk melengkapi operasi multiranah dan 
perkembangan strategi keamanan di udara, darat, 
laut, dan ruang angkasa.

India telah mendemonstrasikan teknologi 
drone seperti itu, termasuk segerombolan 
drone di mana 75 UCAV mengidentifikasi dan 
menghancurkan target, demikian menurut laporan 
situs berita The EurAsian Times. 

“India memiliki akses tak terbatas ke mesin 
yang dipasok oleh mitra asing dan juga dapat 
memilih mesin berat atau multi-bahan bakar 
buatan lokal. Tentu saja tidak ada kelangkaan 
insinyur dan pendanaan untuk mempercepat 
pengembangan pesawat tak berawak di India,” 
kata analis pertahanan yang berbasis di Filipina 
Miguel Miranda kepada The EurAsian Times pada 
tahun 2021 setelah detail kemajuan Ghatak 
terungkap.

“Menyegarkan melihat kemajuan baru dalam 
pesawat tak berawak yang dipimpin oleh tak lain 
tak bukan DRDO.”

Jepang meluncurkan lembaga penelitian teknologi pertahanan,  

MEMAJUKAN PROYEK RAILGUN
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Festival Gajah tahunan Laos kembali digelar 
pada Februari 2023 setelah absen tiga tahun, 
dengan sekitar 75 hewan agung tersebut 
mengambil bagian dalam prosesi besar 

dalam acara yang menekankan ikatan budaya antara 
mamalia itu dan komunitas serta menyoroti status 
gajah yang terancam punah.

Festival tiga hari ini di provinsi Xayaburi, di 
Laos barat laut dekat perbatasan Thailand, berfokus 
pada habitat dan pelestarian gajah Asia dan juga 
menampilkan konser, pertunjukan, dan kegiatan 
lainnya, termasuk naik gajah.

Bagi orang Laos, gajah adalah simbol kekuasaan, 
terutama di daerah pedesaan, di mana penduduk 
menggunakannya untuk transportasi, pariwisata, dan 
sebagai hewan pengangkut dalam penebangan kayu, 
pembukaan lahan, dan pertanian. Lan Xang, kerajaan 
Laos yang berkembang dari abad ke-14 hingga abad 
ke-18, diterjemahkan sebagai “tanah sejuta gajah.”   

Ada 500 hingga 1.000 ekor gajah Asia liar di Laos, 
sepertiga dari populasi 20 tahun yang lalu, demikian 
menurut World Wildlife Fund. Mamalia ini, yang 
hidup rata-rata selama 60 tahun, dapat tumbuh 
hingga setinggi 4 meter dengan berat lebih dari 5.000 
kilogram. Mereka berkeliaran hingga 80 kilometer 
sehari mencari makan 150 kilogram vegetasi yang 
mereka butuhkan untuk bertahan hidup.

Festival ini, yang ditangguhkan pada tahun 2020 
akibat pandemi COVID-19, berupaya melestarikan 
dan meningkatkan kesadaran tentang hewan ini, 
terutama mengingat penurunan drastis populasi 
gajah dalam tiga tahun terakhir yang disebabkan 
oleh hilangnya habitat dan perburuan. Pemburu 
membunuh gajah untuk mengambil gadingnya dan 
bagian lain untuk dijual untuk digunakan terutama 
dalam pengobatan tradisional.

LAOS 
UMUMKAN  
kembali digelarnya  

FESTIVAL  
GAJAH

RADIO FREE ASIA 

Festival Gajah tahunan Laos meningkatkan 
kesadaran untuk melindungi populasi gajah Asia 
yang makin berkurang di negara itu.  AFP/GETTY IMAGES

BUDAYA & ADAT ISTIADATIPDF
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P
ara ilmuwan yang meneliti Great Barrier Reef 
Australia telah berhasil menguji coba metode 
baru untuk membekukan dan menyimpan larva 
karang yang dapat membantu memulihkan 
terumbu yang rusak akibat perubahan iklim.

Para peneliti berupaya melindungi terumbu karang 
karena naiknya suhu laut mengganggu kestabilan 
ekosistem yang halus. Great Barrier Reef, yang mencakup 
3.000 terumbu karang individual dan merupakan struktur 
kehidupan terbesar di Bumi, telah mengalami empat 
peristiwa pemutihan dalam tujuh tahun terakhir, termasuk 
pemutihan pertama selama fenomena La Nina, yang 
biasanya membawa suhu yang lebih dingin. Ketika air 
terlalu hangat, karang mengusir ganggang yang hidup di 
jaringan mereka, mengubah karang menjadi putih. 

Pemutihan mengancam spesies laut yang bergantung 
pada terumbu karang untuk bertahan hidup dan dapat 
memengaruhi mata pencaharian manusia dan ketahanan 
pangan. Karang yang dibekukan secara kriogenik dapat 
disimpan dan diperkenalkan kembali ke alam liar, tetapi 
proses saat ini membutuhkan peralatan canggih termasuk 
laser. Para ilmuwan mengatakan “cryomesh” ringan baru 
dapat diproduksi dengan murah dan lebih baik dalam 
melestarikan karang.

Dalam uji coba laboratorium pada Desember 2022, yang 
pertama di dunia dengan karang Great Barrier Reef, para 
ilmuwan menggunakan cryomesh untuk membekukan 
larva karang di Australian Institute of Marine Science (AIMS). 
Karang dikumpulkan dari terumbu untuk uji coba, yang 
bertepatan dengan jangka waktu pemijahan tahunan singkat.

“Jika kita dapat mengamankan keanekaragaman hayati 
karang … maka kita akan memiliki alat bagi masa depan 
untuk benar-benar membantu memulihkan terumbu, dan 
teknologi untuk terumbu karang di masa depan ini adalah 
teborosan nyata,” kata Mary Hagedorn, ilmuwan peneliti 
senior di Smithsonian National Zoo and Conservation 
Biology Institute yang berbasis di Amerika Serikat, saat 
bekerja di laboratorium AIMS.

Cryomesh sebelumnya digunakan pada varietas karang 
Hawaii yang lebih kecil dan lebih besar, meski percobaan 
pada varietas yang lebih besar gagal.

Uji coba dengan varietas karang Great Barrier Reef yang 
lebih besar melibatkan ilmuwan dari AIMS, Smithsonian, 
Great Barrier Reef Foundation, dan Taronga Conservation 
Society Australia sebagai bagian dari Program Restorasi dan 
Adaptasi Terumbu Karang.

Teknologi mesh, yang akan membantu menyimpan 
larva karang pada suhu minus 196 Celcius (minus 320,8 
Fahrenheit), dirancang oleh tim dari College of Science 
and Engineering di University of Minnesota. Teknologi ini 
akan memungkinkan pembekuan dan penyimpanan larva 
“pada skala yang benar-benar dapat membantu mendukung 
beberapa intervensi akuakultur dan restorasi,” kata Jonathan 
Daly dari Taronga Conservation Society Australia.

Prajurit dari Angkatan 
Bersenjata Prancis di Kaledonia 

Baru memanjat rintangan 
selama pelatihan perang hutan 

dengan Angkatan Darat Australia 
sebagai bagian dari Latihan True 

Grit di Queensland, Australia, 
pada September 2022.

KATA TERAKHIRIPDF

MENGEMBAN 
TANGGUNG JAWAB

TERUMBU KARANG 
GREAT BARRIER REEF 
Dibekukan dalam Uji Coba 
Pertama di Dunia
KISAH DAN FOTO OLEH REUTERS
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PASUKAN PERTAHANAN AUSTRALIA

Great Barrier Reef Australia adalah situs Warisan Dunia dan 
menyediakan habitat bagi ribuan spesies, termasuk ikan, paus, 
lumba-lumba, dan kura-kura. 

INSET: Para peneliti di University of Minnesota mengembangkan 
cryomesh ringan untuk membantu menyimpan larva karang pada 
suhu di bawah nol.

KATA TERAKHIRIPDFRENUNGANIPDF
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